
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG BINJAI
DENGAN

RSUD DR R M DJOELHAM BINJAI
TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/66/ 122024
Nomor: 100.3.7.1-20270/RSUD Djoelham/XII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua
puluh empat (19-12-2024) di Binjai, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Binjai

: Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan
berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Wan
Fatimah dalam jabatannya selaku Kepala Kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai
Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS
Ketenagakerjaan Nomor: KEP/71/032024
tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa
Khusus Nomor: SKS/15/042024 tanggal 16
April 2024, dari dan oleh karena itu bertindak
untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Binjai yang berkedudukan di
Jalan Soekarno Hatta No. 262 Kel. Tunggorono
Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
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II. RSUD DR R M
DJOELHAM BINJAI

: Suatu Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah
yang berada di bawah naungan Pemerintah
Kota Binjai yang didirikan berdasarkan Akta
Pendirian dalam hal ini diwakili oleh dr. Indra
Syahfery, M.AP.Sp.Perio selaku Pelaksana
Tugas Direktur RSUD DR R M Djoelham
Binjai dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan Surat Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Dengan Sertifikat
Standard : 02650111008340001 dari dan oleh
karena itu bertindak untuk dan atas nama RSUD
DR R M Djoelham Binjai yang berkedudukan
di Jalan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 9
Satria Kec. Binjai Kota selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk

menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah rumah sakit Rumah Sakit Swasta yang didirikan
berdasarkan Akta Pendirian RSUD DR R M Djoelham Binjai

c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama pemberian
pelayanan kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di PIHAK KEDUA
bagi peserta PIHAK PERTAMA yang mengalami Kecelakaan Kerja atau
Penyakit Akibat Kerja.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju membuat
Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta
Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja
Sama”, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat

berupa uang tunai dan/atau Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat
peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja.

2. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja,
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat
kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

3. Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disingkat PAK adalah penyakit yang
disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
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4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat
6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

5. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal
yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan
kepesertaan.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada Peserta yang
mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dalam bentuk promotif, preventif,
kuratif, dan/atau rehabilitatif.

7. Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pusat
Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat PLKK adalah fasilitas
Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri tenaga medis atau tenaga
kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit dan fasilitas
pelayanan kesehatan penunjang yang bekerjasama dengan BPJS
Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan
Kerja dan/atau PAK.

8. Eligibilitas adalah kelayakan peserta untuk mendapatkan manfaat Pelayanan
Kesehatan akibat Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.

9. Surat Kelayakan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang
diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Peserta
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat program
JKK.

10. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran administrasi klaim dan
Pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PLKK.

11. Aplikasi PLKK selanjutnya disebut Aplikasi e-PLKK adalah sistem informasi
yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan PLKK dalam
menjalankan operasionalnya.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bagi
PARA PIHAK dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta yang
mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi
PARA PIHAK dalam rangka penyediaan layanan kesehatan bagi Peserta yang
mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. Pemberian Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program JKK;
b. Tarif Pelayanan Kesehatan;
c. tata cara pengajuan dan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
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d. kadaluarsa pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA

(1) PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kesehatan berdasarkan prosedur
Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis Peserta.

(2) Prosedur Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

(1) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta dibayarkan sesuai Tarif yang telah
disepakati PARA PIHAK.

(2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK, yaitu Tarif Fee for services yang
menggunakan tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Kota Binjai yaitu RSUD
DR R M Djoelham Binjai

(3) Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

(1) Pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan bulan berjalan dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan 1 (satu) kali secara kolektif paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dengan melengkapi
dokumen persyaratan.

(2) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh
pada hari libur maka pengajuan tagihan dari PIHAK KEDUA dilakukan paling
lambat pada hari kerja pertama berikutnya.

(3) PIHAK PERTAMA melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen
pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak pengajuan tagihan biaya pelayanan kesehatan diterima oleh PIHAK
PERTAMA.

(4) Dalam hal dokumen tidak lengkap, PIHAK PERTAMA menginformasikan dan
mengembalikan berkas dokumen pengajuan tagihan biaya pelayanan
kesehatan kepada PIHAK KEDUA untuk dilengkapi dan ditagihkan kembali
pada penagihan bulan berikutnya dengan ketentuan tidak melewati kadaluarsa
klaim.
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(5) Dalam hal dokumen lengkap, PIHAK PERTAMA menyampaikan informasi
kelengkapan dokumen kepada PIHAK KEDUA.

(6) PIHAK PERTAMA melakukan Verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sejak dokumen dinyatakan lengkap dengan ketentuan:
a. dalam hal hasil Verifikasi PIHAK PERTAMA menyatakan dokumen telah

sesuai dan benar maka pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak dokumen terverifikasi dibuktikan dengan lembar hasil verifikasi.

b. dalam hal hasil Verifikasi menyatakan dokumen tidak sesuai dan/atau
tidak benar maka PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK
KEDUA untuk melakukan penyesuaian dokumen tagihan.

c. penyesuaian dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf b
disampaikan kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
paling lambat 2 (dua) hari kerja.

d. dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan penyesuaian dan tidak
menyampaikan kembali dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan
kepada PIHAK PERTAMA sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud
huruf c maka PIHAK PERTAMA mengembalikan dokumen tagihan
kepada PIHAK KEDUA.

e. dokumen tagihan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada huruf d dapat diajukan kembali bersamaan dengan pengajuan
tagihan biaya pelayanan kesehatan pada bulan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(7) Bentuk dokumen penyampaian informasi kelengkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

(8) Dalam hal batas waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf a jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja
pertama berikutnya.

(9) Tata cara pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan secara rinci diatur
dalam Lampiran III Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
KADALUARSA KLAIM

(1) Masa kadaluarsa pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Pelayanan Kesehatan selesai diberikan.

(2) Masa kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pengajuan
tagihan sebagai berikut:
a. biaya Pelayanan Kesehatan yang belum ditagihkan kepada PIHAK

PERTAMA;
b. biaya Pelayanan Kesehatan yang telah ditagihkan kepada PIHAK

PERTAMA, namun dokumen belum lengkap dan tidak ditagihkan kembali
kepada PIHAK PERTAMA; dan

c. biaya Pelayanan Kesehatan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil
Verifikasi PIHAK PERTAMA dan tidak ditagihkan kembali ke PIHAK
PERTAMA.
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PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. mendapatkan kepastian Pelayanan Kesehatan sesuai standar Pelayanan

Kesehatan yang berlaku bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja
dan/atau PAK;

b. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK mendapatkan
fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas dua.

c. mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEDUA terkait Pelayanan
Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk rekam medis
yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan kredensialing kepada PIHAK KEDUA yang meliputi aspek
legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya
sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;

e. auditor PIHAK PERTAMA dapat melakukan audit terhadap biaya
pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas
tindak lanjut adanya kegiatan pemeriksaan di PIHAK PERTAMA;

f. melakukan pemeriksaan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh
PIHAK KEDUA untuk memastikan tindakan medis telah sesuai dengan
panduan praktik klinis Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja
dan/atau PAK.

g. melakukan Verifikasi terhadap tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang
diberikan oleh PIHAK KEDUA;

h. mendapatkan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan rincian kasus
Kecelakaan Kerja dan/atau PAK dari PIHAK KEDUA yang dilakukan 1
(satu) kali secara kolektif dari PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya;

i. mendapatkan kepastian atas biaya penempatan logo yang ditanggung
oleh PIHAK KEDUA (jika dimasukan apabila penanggung biaya
pemasangan logo adalah pihak kedua;

j. menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran tagihan biaya
Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA berdasarkan hasil audit yang
dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal PIHAK PERTAMA
dan/atau Verifikasi pasca klaim yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

k. memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA
terlambat mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan/atau
melanggar/tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama; dan

l. menerima pakta integritas terkait komitmen untuk tidak menyalahgunakan
dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi e-PLKK,
sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam Lampiran IV
Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. menyediakan Aplikasi e-PLKK untuk kemudahan pelaksanaan kerja sama;
b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas yang ditunjuk oleh

PIHAK KEDUA;
c. memberikan daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan PIHAK

PERTAMA;
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d. melakukan pengecekan kelengkapan berkas dokumen tagihan biaya
Pelayanan Kesehatan dan menyampaikan informasi terkait kelengkapan
berkas dokumen dimaksud;

e. melakukan Verifikasi atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari PIHAK
KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan
lengkap, dibuktikan dengan dokumen informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (7);

f. menanggung biaya yang timbul atas penempatan logo PIHAK PERTAMA
pada PIHAK KEDUA; (dimasukan apabila penanggung biaya
pemasangan logo adalah pihak pertama)

g. melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dari
PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen lengkap
dan benar dibuktikan dengan lembar hasil verifikasi; dan

h. membayarkan kekurangan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dalam
hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan hasil audit oleh pihak eksternal
maupun internal PIHAK PERTAMA dan/atau Verifikasi pasca klaim oleh
PIHAK PERTAMA.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
a. mengakses Aplikasi e-PLKK yang disediakan PIHAK PERTAMA;
b. mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari PIHAK PERTAMA bagi

petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
c. memperoleh daftar PLKK rujukan yang telah bekerja sama dengan PIHAK

PERTAMA;
d. melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan kepada PIHAK

PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja
Sama ini;

e. menerima pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen
tagihan biaya Pelayanan Kesehatan diterima lengkap dan dinyatakan
benar berdasarkan Verifikasi oleh PIHAK PERTAMA;

f. meminta penjelasan kepada PIHAK PERTAMA perihal hasil Verifikasi dan
pembayaran;

g. mendapatkan kepastian atas biaya penempatan logo yang ditanggung
oleh PIHAK PERTAMA (jika dimasukan apabila penanggung biaya
pemasangan logo adalah pihak pertama);

h. menerima kekurangan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan
dari PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi kekurangan bayar berdasarkan
hasil audit oleh pihak eksternal maupun internal PIHAK PERTAMA dan
atau Verifikasi pasca klaim oleh PIHAK PERTAMA;

i. memberikan teguran tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas
keterlambatan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan; dan

j. mendapatkan informasi lembar hasil Verifikasi.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

a. memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai standar
Pelayanan Kesehatan yang berlaku;

b. menyediakan fasilitas rawat inap pada ruang perawatan kelas 1 (satu)
bagi peserta PIHAK PERTAMA yang mengalami Kecelakaan Kerja
dan/atau PAK;

c. mengajukan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan dan memberikan
laporan rincian kasus Kecelakaan Kerja dan/atau PAK yang dilakukan 1
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(satu) kali secara kolektif kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya;

d. menyediakan data dan informasi untuk PIHAK PERTAMA terkait
Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta, termasuk
rekam medis yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

e. menyediakan data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait aspek
legalitas, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan aspek lainnya
sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;

f. mengembalikan kelebihan pembayaran tagihan biaya Pelayanan
Kesehatan sebagai tindak lanjut audit yang dilakukan pada PIHAK
PERTAMA oleh auditor internal PIHAK PERTAMA maupun auditor
eksternal sesuai ketentuan perundangan;

g. menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA perihal Kecelakaan
Kerja dan/atau PAK Peserta yang sedang dilakukan perawatan oleh
PIHAK KEDUA;

h. menggunakan Aplikasi e-PLKK yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
i. memberikan pakta integritas terkait komitmen untuk tidak

menyalahgunakan dan menjaga kerahasiaan data Peserta pada Aplikasi
e-PLKK, sebagaimana bentuk pakta integritas yang tercantum dalam
Lampiran V Perjanjian Kerja Sama ini dan memberitahukan secara tertulis
apabila terdapat pergantian user PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA;

j. melakukan pemasangan logo PLKK dan media informasi terkait PIHAK
PERTAMA di tempat strategis;

k. menanggung biaya yang timbul atas penempatan logo PIHAK PERTAMA;
(dimasukan apabila penanggung biaya pemasangan logo adalah
pihak kedua)

l. mengganti kerugian yang timbul atas terjadinya kecurangan yang
disebabkan oleh PIHAK KEDUA atau petugas yang ditunjuk PIHAK
KEDUA;

m. menyediakan sistem antrian, jadwal tindakan medis operatif dan informasi
ketersediaan ruang perawatan rawat inap biasa dan ruang perawatan ICU
yang dapat diakses oleh Peserta dan PIHAK PERTAMA;

n. menyediakan informasi isi rekam medis yang paling sedikit terdiri atas
identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis,
pengobatan dan rencana tindak lanjut Pelayanan Kesehatan, nama dan
tanda tangan tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan. Dalam
hal dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil audit dan/atau verifikasi paska
klaim, PIHAK KEDUA mengizinkan untuk melihat rekam medis pasien
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

o. menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal
terdapat perubahan dokumen yang menjadi persyaratan mutlak kerja
sama (Izin Operasional/Izin Usaha, Surat Izin Praktik, Sertifikat Akreditasi)
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya dokumen
perubahan atau sejak diterimanya dokumen perubahan tersebut oleh
PIHAK KEDUA.
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PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2025.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan
koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan
atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN

(1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan
Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan merupakan kewajiban PARA
PIHAK untuk menjaga kerahasiaannya, kecuali:
a. telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK pemberi informasi;
b. informasi dan data tersebut sudah merupakan informasi milik umum,

karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
c. harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib

segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya; dan
d. berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memanfaatkan informasi dan data yang
diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan
apapun kecuali yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja
Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan tetap berlaku meskipun Perjanjian
Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga serta tetap
mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 11
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN DAN MONEY LAUNDERING

(1) Demi terjaganya kondusifitas selama bekerja sama serta mendukung
penerapan sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016,
maka dengan ini PARA PIHAK menyatakan sebagai berikut:
a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan money

laundering;
b. tidak akan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap

dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya
kerja sama; dan

c. menjamin proses kerja sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing pihak
di dalamnya.
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(2) Pernyataan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan
tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pihak lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini
secara sepihak.

PASAL 12
PEMBERITAHUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan surat menyurat atau pemberitahuan
yang perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian
Kerja Sama ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Perjanjian Kerja Sama
ini.

PASAL 13
SANKSI

(1) PIHAK PERTAMA memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA
apabila:
a. melanggar/tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
b. terlambat melakukan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan lebih

dari 1 (satu) bulan;
c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan

pada Perjanjian Kerja Sama ini;
d. petugas PIHAK KEDUA atau PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang

merusak citra PIHAK PERTAMA; dan/atau
e. memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar ketentuan.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK PERTAMA memberikan teguran
dengan mengirimkan surat peringatan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak diketahui adanya pelanggaran oleh PIHAK KEDUA.

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan pertama
diterima oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak memberikan
tanggapan dan tidak ada perbaikan, maka PIHAK PERTAMA memberikan
teguran dengan mengirimkan surat peringatan kedua.

c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan kedua
diterima oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak memberikan
tanggapan dan tidak ada perbaikan maka PIHAK PERTAMA
menindaklanjuti dengan pemutusan Perjanjian Kerja Sama dan meminta
penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA
apabila ada.

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA atau petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA
terbukti melakukan kecurangan yang merugikan PIHAK PERTAMA maka
PIHAK PERTAMA menindaklanjuti dengan pemutusan perjanjian kerjasama
dan meminta penggantian terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh PIHAK
KEDUA apabila ada.

Halaman 10 dari 40 halaman



(4) Dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran tagihan biaya
Pelayanan Kesehatan yang telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK
PERTAMA sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA
memberikan teguran dengan mekanisme sebagai berikut:
a. PIHAK KEDUA mengirimkan surat peringatan pertama kepada PIHAK

PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu
pembayaran yang telah ditentukan.

b. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan pertama
diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA masih belum
melakukan pembayaran maka PIHAK KEDUA mengirimkan surat
peringatan kedua.

c. jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat peringatan kedua diterima
oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA belum melakukan
pembayaran tagihan, maka PIHAK KEDUA mengirimkan surat
pemberitahuan penghentian sementara pemberian Pelayanan Kesehatan
kepada Peserta PIHAK PERTAMA.

d. PIHAK KEDUA kembali memberikan Pelayanan Kesehatan setelah
PIHAK PERTAMA melunasi tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang
telah dinyatakan lengkap dan benar oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 14
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. persyaratan administratif dan operasional sebagai Fasilitas Pelayanan

Kesehatan;
b. kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
c. sarana dan prasarana; dan
d. kualitas pelayanan.

PASAL 15
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure)
adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau
kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya
tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya
dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Force Majeure tersebut meliputi banjir, wabah,
perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan,
huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah
berdasarkan surat pemberitahuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat
atau pihak yang berwenang yang berpengaruh secara langsung terhadap
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
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(2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang
untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa
Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14
(empat belas) hari sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang
dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang
menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena
Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama
ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi
atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat
terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak
yang lain.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau perlu dilakukan perubahan
substansi dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan perubahan
atau tambahan (addendum) dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan
dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan
diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan melalui
Pengadilan Negeri Binjai.

PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
b. dikehendaki oleh salah satu Pihak dan disetujui Pihak lainnya; atau
c. pengakhiran sepihak oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Terhadap pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai
berikut:
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a. PIHAK yang menginginkan pengakhiran wajib mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang–kurangnya 30 (tiga puluh)
hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki;

b. PIHAK yang menerima permintaan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama
wajib memberikan jawaban terhadap pengajuan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak pengajuan tertulis diterima; dan

c. dalam hal PIHAK yang menerima permintaan pengakhiran tidak
memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b,
permintaan pengakhiran dianggap disetujui.

(3) Pengakhiran Perjanjian sepihak oleh PIHAK PERTAMA dilakukan atas
kehendak PIHAK PERTAMA dalam hal:
a. PIHAK KEDUA melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) dan telah mendapat surat peringatan sebanyak 2 (dua)
kali dari PIHAK PERTAMA namun tidak ada tanggapan dan tidak ada
perbaikan;

b. PIHAK KEDUA melakukan kecurangan;
c. PIHAK KEDUA melakukan malpraktik;
d. PIHAK KEDUA tidak memenuhi standar kredensialing yang ditetapkan

PIHAK PERTAMA;
e. PIHAK KEDUA terbukti melanggar pernyataan anti korupsi, penyuapan,

dan money laundering; dan/atau
f. PIHAK KEDUA berada dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan.
(4) Pengakhiran Perjanjian ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 19
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap
diantaranya bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan
hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2
(dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
RSUD DR R M DJOELHAM BINJAI

drg. INDRA SYAHFERY, M.AP, Sp.Perio
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BINJAI

SYARIFAH WAN FATIMAH
KEPALA KANTOR CABANG
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LAMPIRAN I
PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/66/ 122024
Nomor: 100.3.7.1-20270/RSUD Djoelham/XII/2024

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN MEDIS
1. Pelayanan medis kepada peserta PIHAK PERTAMA dapat diberikan oleh

Dokter Spesialis/Sub Spesialis dengan Tarif Fee for services yang
menggunakan tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Kota Binjai yaitu
RSUD DR R M Djoelham Binjai.

2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan ruang perawatan kelas 1 (satu) dan
apabila tidak tersedia kelas yang ditentukan maka Peserta dilayani di
ruang perawatan 1 tingkat lebih tinggi sampai dengan ruang perawatan
kelas yang seharusnya tersedia kembali. Penagihan biaya ruang
perawatan yang lebih tinggi ditagihkan berdasarkan tarif kelas perawatan
yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan selisih biaya yang
timbul akibat tidak tersedia kelas yang disepakati dalam Perjanjian Kerja
Sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA dan tidak dapat ditagihkan
kepada PIHAK PERTAMA, Peserta, keluarga Peserta, dan/atau Pemberi
Kerja.

3. Dalam hal ruang perawatan kelas kedua sebagaimana angka 2 belum
tersedia lebih dari 7 (tujuh) hari sejak Peserta di rawat inap maka Peserta
diberikan pilihan:
a. dirawat 1 kelas lebih rendah; atau
b. dirujuk ke PLKK lain.

4. Penagihan biaya ruang perawatan yang lebih rendah sesuai dengan
angka 3 huruf a ditagihkan sesuai ruang kelas perawatan yang digunakan
oleh Peserta.

5. Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja menginginkan kelas
perawatan lebih tinggi dari kelas yang telah ditentukan maka
Peserta/keluarga Peserta dan/atau Pemberi Kerja harus menandatangani
surat pernyataan dari Rumah Sakit dan selisih biaya menjadi tanggung
jawab Peserta/keluarga Peserta dan/atau Pemberi Kerja.

6. Lama hari rawat inap dihitung dari selisih antara tanggal pulang/tanggal
keluar rumah sakit (kondisi hidup atau meninggal dunia) dengan tanggal
masuk rumah sakit.

7. Dalam hal Peserta diberikan Pelayanan Kesehatan di ruang rawat inap
yang masuk dan keluar pada hari yang sama maka dihitung 1 (satu) hari.
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II. ALUR PELAYANAN
PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta Program
JKK yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau PAK melalui prosedur
pelayanan sebagai berikut:
1. Peserta datang berobat dengan menunjukkan Kartu Peserta BPJS

Ketenagakerjaan atau KTP.
2. Petugas PIHAK KEDUA meneliti Eligibilitas Peserta yang mengalami

Kecelakaan Kerja dan/atau PAK melalui Aplikasi e-PLKK di website BPJS
Ketenagakerjaan (alamat website:
https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs) dan/atau kemudian
menghubungi petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk
melakukan konfirmasi apabila diperlukan.

3. Dalam hal penyampaian Laporan tahap I dilakukan oleh Pemberi Kerja
melalui PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memastikan hal-hal sebagai
berikut:
3.1. Untuk Peserta Penerima Upah, pemberi kerja menyampaikan

laporan tahap I kepada PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA
dengan sarana:
a. bagi Pemberi kerja merupakan pengguna Sistem Informasi

Pelaporan Perusahaan (SIPP) maka pemberi kerja mengisi
e-formulir KK tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir Penyakit
Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) pada SIPP dan dilengkapi
dengan dokumen pendukung pengajuan tahap I; atau

b. bagi Pemberi kerja bukan merupakan pengguna Sistem
Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) maka pemberi kerja
mengisi dan menyerahkan formulir KK tahap I (Form 3 KK 1)
atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) yang
telah dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan tahap
I.

3.2. Untuk Peserta Bukan Penerima Upah, Peserta/pihak keluarga
mengisi dan menyerahkan formulir kecelakaan kerja tahap I (Form 3
KK 1) atau formulir Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1)
yang telah dilengkapi dengan dokumen pengajuan tahap I.

3.3. Untuk Peserta Jasa Konstruksi, Pemberi Kerja/Perusahaan Jasa
Konstruksi membuat pelaporan Kecelakaan kerja dengan mengisi
dan menyerahkan formulir Kecelakaan Kerja tahap I (Form 3 KK 1)
dan melengkapi dokumen pengajuan tahap I.

4. PIHAK KEDUA memastikan Pemberi Kerja/Peserta/keluarga Peserta
mengisi dan menyerahkan surat pernyataan bersedia menanggung biaya
perawatan dan pengobatan yang tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. PIHAK KEDUA mengisi uraian Kecelakaan Kerja/data PAK untuk Peserta
PU dan BPU dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Aplikasi
e-PLKK sebagai dokumen pengajuan SKP kepada PIHAK PERTAMA.

6. Dalam hal Peserta merupakan Peserta Jasa Konstruksi atau Peserta
Pekerja Migran Indonesia maka PIHAK KEDUA mengisi uraian
Kecelakaan Kerja/PAK secara manual dan menyampaikannya beserta
dokumen pendukung kepada PIHAK PERTAMA.

Halaman 15 dari 40 halaman

https://e-plkk.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs


7. PIHAK PERTAMA melakukan Verifikasi/pemeriksaan terhadap formulir
pengajuan SKP dari PIHAK KEDUA dan menerbitkan SKP paling lambat
2 (dua) hari melalui Aplikasi e-PLKK.

8. PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai indikasi medis,
dalam hal Peserta memerlukan tindakan operatif/pemeriksaan khusus
maka petugas PIHAK KEDUA wajib melakukan konfirmasi kepada
Petugas PIHAK PERTAMA.

9. Dokter PIHAK KEDUA yang merawat Peserta wajib mengisi formulir 3b
KK 3 untuk kasus Kecelakaan Kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk kasus
Penyakit Akibat Kerja jika perawatan dan pengobatan dinyatakan selesai
dengan status kondisi akhir sembuh, cacat, atau meninggal dunia;

10. PIHAK KEDUA dapat memberikan jasa pengangkutan berupa pelayanan
ambulans untuk menjemput dan/atau mengantar Peserta yang mengalami
Kecelakaan Kerja atau PAK di lokasi kerja ke rumah sakit dan /atau ke
rumahnya, pertolongan pertama pada Kecelakaan Kerja/PAK, dan rujukan
ke rumah sakit lain.

11. Penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan tarif kesepakatan
dalam Perjanjian Kerja Sama.

III. PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN
1. Pemberian resep obat-obatan oleh dokter yang memeriksa atau dokter

yang menangani di PIHAK KEDUA bagi Peserta Program JKK
mengutamakan obat Generik dan Formularium Nasional.

2. Harga obat dan alat kesehatan menggunakan patokan Harga Netto
Apotek ditambah ppn dan biaya pelayanan kefarmasian 25% dari harga
tersebut.

3. Untuk harga obat dan alat kesehatan lebih dari Rp 500.000,00 (Lima
Ratus Ribu Rupiah) menggunakan patokan harga netto ditambah ppn
dengan biaya pelayanan kefarmasian 20%.

IV. RUJUKAN
Dalam hal Peserta memerlukan penanganan di PLKK yang lebih lengkap
dan/atau alasan lain dengan persetujuan dokter yang merawat, PIHAK KEDUA
dapat merujuk Peserta ke PLKK lainnya dengan melaksanakan prosedur
sebagai berikut:
1. Peserta mendapatkan persetujuan untuk dirujukan ke PLKK lain dari

dokter yang merawat;
2. PIHAK KEDUA melakukan penginputan e-formulir rujukan dalam Aplikasi

e-PLKK dan memilih PLKK tujuan rujukan bagi Peserta PU dan BPU. Bagi
Peserta Jasa Konstruksi dan Peserta Pekerja Migran Indonesia mengisi
dan mengirimkan formulir rujukan secara manual kepada PIHAK
PERTAMA;

3. PIHAK KEDUA menginformasikan adanya rujukan kepada PIHAK
PERTAMA untuk Peserta Jasa Konstruksi dan Peserta Pekerja Migran
Indonesia;

4. PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan e-formulir/formulir rujukan dan
berkoordinasi dengan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang
bekerja sama dengan PLKK rujukan;
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5. Dalam hal Peserta layak dirujuk ke PLKK lain, PIHAK PERTAMA
melakukan persetujuan rujukan dan mengirimkan pemberitahuan ke PLKK
tujuan rujukan; dan

6. Dalam hal PLKK rujukan menerima Peserta, PLKK penerima rujukan
memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan indikasi medis Peserta.

V. KATEGORI PELAYANAN KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis program JKK yang diberikan
oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta program JKK meliputi:
1. Pemeriksaan dasar dan penunjang;
2. Perawatan tingkat pertama dan Perawatan lanjutan;
3. Rawat inap;
4. Penunjang diagnostik
5. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan

dengan Kecelakaan kerja dan PAK;
6. Perawatan intensif;
7. Pelayanan khusus;
8. Alat kesehatan dan implan;
9. Jasa dokter/medis;
10. Operasi;
11. Pelayanan darah;
12. Rehabilitasi medik;
13. Perawatan dirumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan

pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
14. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus PAK.

VI. PERAWATAN DI RUMAH (HOME CARE)
1. Manfaat Home Care diberikan kepada Peserta dengan persyaratan

sebagai berikut:
1.1. Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau PAK yang tidak

memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena
keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;

1.2. adanya rekomendasi dokter pemeriksa dari PIHAK KEDUA dan/atau
dokter penasihat; dan

1.3. adanya persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
2. Home Care untuk Peserta dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
3. Manfaat Home Care meliputi tindakan medis dan asuhan keperawatan

sesuai standar Home Care.
4. Tindakan medis dan asuhan keperawatan sebagai berikut:

4.1. perawatan luka seperti debridement atau irigasi luka, pembalutan
luka, pengkajian dan pengambilan kultur luka, monitoring
perkembangan penyembuhan luka, dan mengajarkan keluarga
tentang perawatan luka di rumah;

4.2. perawatan pasien dengan gangguan sistem pernapasan seperti
pengisapan atau suction lendir, manajemen terapi oksigen,
manajemen ventilasi mekanik, dan perawatan tracheostomy;

4.3. perawatan pasien dengan gangguan eliminasi seperti irigasi dan
perawatan kolostomi, mengajarkan pasien dan keluarganya tentang
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cara menggunakan peralatan seperti pispot, urinal, perawatan
kateter urin, dan observasi adanya tanda-tanda infeksi;

4.4. perawatan pasien dengan gangguan nutrisi seperti memberi makan
melalui NGT, mengajarkan keluarga tentang cara memberikan
makanan, mengkaji status nutrisi pasien, dan memberikan petunjuk
pelaksanaan diet;

4.5. kegiatan rehabilitasi seperti mengajarkan keluarga tentang cara
menggunakan alat bantu, melakukan latihan fisik, ambulasi dan
teknik pemindahan pasien;

4.6. pelaksanaan pengobatan seperti memberi petunjuk dan membimbing
pasien dan keluarganya tentang cara pemberian obat, cara kerja dan
efek samping obat serta tindakan yang harus dilakukan; dan

4.7. kolaborasi pemberian terapi intravena seperti pengkajian dan
penatalaksanaan hidrasi, pemberian antibiotik, pemberian nutrisi
parenteral, transfusi darah, pemberian analgetik dan kemoterapi

5. Diberikan kepada Peserta paling lama 1 (satu) tahun sejak
direkomendasikan oleh dokter pemeriksa/dokter yang merawat dan
disetujui PIHAK PERTAMA untuk dilakukan Home Care dengan biaya
paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tidak termasuk
biaya obat-obatan dan alat kesehatan.

6. Pembiayaan atas obat-obatan dan alat kesehatan yang timbul untuk
Home Care dimasukkan ke dalam tagihan biaya Pelayanan Kesehatan
melalui PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

7. Dalam hal perawatan dan pengobatan telah mencapai masa 1 (satu)
tahun atau pembiayaan telah mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) maka perawatan dan pengobatan lanjutan dilakukan di PIHAK
KEDUA.

VII. KOMORBIDITAS DAN KOMPLIKASI
1. Komorbiditas dan komplikasi yang dapat ditanggung merupakan

komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja
atau PAK;

2. Komorbiditas/penyakit penyerta yang diderita oleh Peserta sebelum terjadi
Kecelakaan Kerja atau PAK dapat ditanggung PIHAK PERTAMA saat
peserta menjalani perawatan pertama di PIHAK KEDUA.

3. Peserta yang mengalami komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan
dengan Kecelakaan Kerja atau PAK ditanggung oleh PIHAK PERTAMA
sejak Peserta menjalani perawatan dan pengobatan yang meliputi
pelayanan kesehatan pada saat rawat inap dan rawat jalan akibat
kecelakaan kerja atau PAK sampai Peserta dinyatakan sembuh, cacat
atau meninggal dunia.

4. Komorbiditas dan komplikasi dijamin setelah mendapatkan persetujuan
dari PIHAK PERTAMA.

VIII. PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI
1. Penggantian biaya administrasi rawat inap dan rawat jalan untuk biaya

Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEDUA mengacu pada tarif (tarif
PIHAK KEDUA atau tarif rumah sakit sesuai dengan nama rumah
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sakit pemerintah Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2)) dengan ketentuan:
a. maksimal 3% dari keseluruhan biaya Pelayanan Kesehatan; dan
b. paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk

setiap kunjungan rawat jalan maupun setiap periode rawat inap dan
menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

2. Biaya pendaftaran untuk setiap kunjungan rawat jalan maupun setiap
periode rawat inap dengan penggantian biaya sesuai dengan tarif Perda
Nomor

IX. HAL-HAL YANG TIDAK DITANGGUNG
PIHAK PERTAMA tidak menanggung biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta
apabila termasuk dalam kategori sebagai berikut:
1. penyakit akibat hubungan kerja (work related diseases) yaitu penyakit

yang dicetuskan atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja;
2. tindakan mencelakakan diri sendiri yang dilakukan secara sengaja;
3. Kecelakaan Kerja dan PAK yang diakibatkan dari tindakan yang

melanggar hukum;
4. obat yang mengandung ekstrak tumbuhan atau hewan, atau vitamin yang

tidak sesuai dengan indikasi medis;
5. tindakan operasi dan obat-obat kosmetik yang bertujuan untuk estetik;
6. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum

dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
7. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan

atau eksperimen;
8. Pelayanan Kesehatan rujukan ke luar negeri; atau
9. kategori lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PIHAK KEDUA
RSUD DR R M DJOELHAM BINJAI

drg. INDRA SYAHFERY, M.AP, Sp.Perio
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BINJAI

SYARIFAH WAN FATIMAH
KEPALA KANTOR CABANG
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LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/66/ 122024
Nomor: 100.3.7.1-20270/RSUD Djoelham/XII/2024

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

I. Tarif pelayanan/perawatan sesuai berita acara negosiasi.
Tarif Fee for services yang menggunakan tarif kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah
Kota Binjai yaitu Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Terlampir).

II. Tarif Pelayanan medis operatif/Tindakan operatif kondisi tertentu.
Perhitungan tarif pada pelayanan medis operatif/tindakan operasi
diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut:
a. Dalam hal dilakukan dua atau lebih tindakan medis operatif secara

bersamaan pada pasien yang sama, dengan operator lebih dari satu
orang (bukan kasus fragmentasi), mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a.1 Tindakan Operatif Utama:

Operator pertama yang melakukan tindakan operatif utama
dikenakan tarif 100% sesuai dengan paket tindakan operatif atau
tarif yang berlaku. Ini merupakan tindakan yang paling kompleks
atau penting yang dilakukan selama prosedur.

a.2 Operator Kedua (atau Lebih):
Jika ada operator lain yang melakukan tindakan operatif tambahan
secara bersamaan pada pasien yang sama, operator kedua juga
dihitung sebesar 100% atau sesuai tarif yang berlaku.

a.3 Tindakan Anestesi:
Untuk tindakan anestesi, jasa pelayanan anestesi dihitung
maksimal sebesar 40% dari tarif jasa pelayanan operator yang
terlibat dalam tindakan operatif tersebut.

b. Dalam hal dilakukan dua atau lebih tindakan medis operatif (bukan
kasus fragmentasi) yang dilakukan oleh satu operator dalam waktu
bersamaan pada pasien yang sama, mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
b.1 Tindakan Operatif Utama:

Tindakan operatif utama dihitung sebesar 100% (seratus persen)
dari tarif atau sesuai dengan tarif paket tindakan operatif yang
berlaku. Tindakan ini adalah prosedur yang dianggap paling
kompleks atau utama yang dilakukan selama operasi.

b.2 Tindakan Operatif Kedua dan Seterusnya pada regio atau lokasi
tubuh yang sama:
Untuk tindakan operatif kedua dan selanjutnya yang dilakukan
dalam waktu bersamaan oleh operator yang sama, tarifnya dihitung
maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif tindakan
tersebut.
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b.3 Tindakan Operatif Kedua dan Seterusnya pada regio atau lokasi
tubuh yang berbeda:
Untuk tindakan operatif kedua dan selanjutnya yang dilakukan
dalam waktu bersamaan oleh operator yang sama, tarifnya dihitung
maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif tindakan
tersebut.

c. Tindakan medis operasi adalah tindakan operasi ulang untuk melakukan
revisi atas tindakan operasi pertama dan dilakukan masih dalam *masa
perawatan, maka diatur:
c.1 Reoperasi ke-1 (kesatu) diberikan sebesar maksimal 75% (tujuh

puluh persen) dari tarif tindakan medis operatif;
c.2 Reoperasi ke-2 (kedua) dan ketiga, 50% (lima puluh persen) dari

jasa; dan
c.3 Reoperasi selanjutnya dibebaskan dari jasa operasi.
*masa perawatan adalah periode dimana pasien berada dalam masa
rawat inap.

d. Tindakan medis operatif yang menggunakan atau didampingi oleh dokter
ahli/spesialis pendamping lain (non bedah), tarif untuk dokter
ahli/spesialis pendamping adalah maksimal sebesar 20 % (dua puluh
persen) dari jasa pelayanan operator.

III. Penggolongan Tindakan operasi
1. Operasi cito adalah tindakan bedah yang harus segera dilakukan dengan

mempertimbangkan kondisi pasien untuk mendapatkan hasil optimal bagi
keselamatan pasien, dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) jam sejak
pasien di asesmen oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

2. Tarif tindakan cito adalah tarif jasa pelayanan operator dan anestesi
tindakan medis operatif terencana ditambah dengan 25% dari Tarif jasa
pelayanan operator dan anestesi tindakan medis operasi terencana sesuai
pengelompokannya

3. Setiap tindakan operatif melampirkan salinan hasil laporan operasi yang
minimal memuat :
3.1. jenis dan tindakan operatif;
3.2. diagnosa penyakit;
3.3. tanggal dan waktu tindakan operatif;
3.4. jumlah dan nama dokter yang melakukan operatif;
3.5. ringkasan tindakan operatif; dan
3.6. kesulitan dan komplikasi yang mungkin terjadi selama tindakan

operatif.

4. Daftar pengelompokan tindakan operatif ortopedi sebagai berikut:
PENGGOLONGAN TINDAKAN OPERATIF ORTHOPEDI

I. KNEE

N
O

GOLONGAN
TINDAKAN

NAMA PENYAKIT – TINDAKAN

1 SEDANG II Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal
2 SEDANG III Closed Reduction knee
3 BESAR I Open Reduction knee
4 BESAR III ORIF
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5 KHUSUS I 1. ORIF Advance
2. Arthroscopy Diagnostic
3. Open knee debridement
4. Arthroscopy debridement knee
5. Arthroscopy remove loose body
6. Arthroscopy Meniscectomy
7. Arthroscopy Synovectomy knee

6 KHUSUS II 1. Arthroscopy meniscus repair
2. Microfracture
3. Single ligament reconstruction of the knee
4. Primary total Knee Replacement
5. Autologous Chondrocyte Implantation
6. Osteotomy around the knee (HTO/DFO)

7 KHUSUS III 1. I Revisi TKR
2. Difficulty primary total knee replacement
3. Multiligament reconstruction of the knee
4. Ligament reconstruction + meniscus/cartilage repair

II. SPINE

NO GOLONGAN
TINDAKAN

NAMA PENYAKIT - TINDAKAN

1 SEDANG II 1. Mayor degloving, wound debridement and repair of the
spine

2. Plaster application of extremity & spine
3. Traction application of the spine

2 SEDANG III 1. Biopsy Vertebra (1 level)
2. Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation

with general anaesthesia.
3. Body cast / Halo vest / Minerva application

3 BESAR I 1. Discograph (1 level)

4 BESAR II 1. Removal of Implants (plate, nail, screw)
2. Discograph (Mult ilevel)

5 BESAR III 1. IDET 1(1 level)
2. Open Discectomy (1 level)
3. Thermal Disc
4. Facet Block
5. Radiofrequency
6. CESI
7. Foraminal Block / Selective nerve root block
8. Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD)
9. Stem cells injection to the spine
10. Secretome injection to the spine

6 KHUSUS I 1. Debridement in spinal infection without stabilization
2. Open reduction of spinal fracture/dislocation without

stabilization
3. Posterolateral fusion / alar transverse fusion
4. Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord (1

level)
5. Microscopic Decompression (1 level)
6. Laminectomy (1 level) in simple spine stenosis
7. Open discectomy multilevel
8. IDET multilevel
9. Vertebroplasty
10. Kyphoplasty
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11. Acromial dc score level
12. ACCF / ACDF single level
13. Open door laminoplasty without instrumentation
14. Exploration and Repair of Nerve and/or spinal cord injury

7 KHUSUS II 1. Debridement spinal infection + anterior/posterior stabilization
2. Open reduction of spinal fracture + stabilization
3. Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization
4. Anterior discectomy for correction of scoliosis
5. Open door laminoplasty + instrumentation
6. Microscopic Decompression (Multi level)
7. Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord (Multi

level)
8. Lumbar interbody fusion (Posterior (PLIF), Anterior (ALIF),

Oblique (OLIF), Lateral (XLIF))
9. Total Disc Replacement ( 1 level)
10. Anterior decompression thoracic + thoracotomy
11. Decompression dengan score > 2 level
12. ACCF / ACDF (Multi level)
13. Thoracoscopy

8 KHUSUS III 1. Anterior and Posterior surgery in spinal disease / deformity
with stabilization / instrumentation
2. Debridement in infection case of the spine + anterior and
posterior stabilization
3. Scoliosis correction surgery (Idiopathic, Congenital,
Neuromuscular, Degenerative)
4. Endoscopic decompression of nerve root / spinal cord with
instrumentation/stabilization
5. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis
6. Lumbar interbody fusion (Posterior (PLIF), Anterior (ALIF),
Oblique (OLIF), Lateral (XLIF)) + anterior/posterior stabilization
7. Total Disc Replacement (Multi level)
8. Deformity correction
9. Decompression + miss dengan score

III. TRAUMA

N
O

GOLONGAN
TINDAKAN

NAMA PENYAKIT – TINDAKAN

1 KECIL 1. Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal
2. External Fixation Wire/Schanz Pin (Only) Revision and/or

Removal
3. Screw (only) removal/Revision (i.e syndesmotic screw, removal of

interlocking screw for dynamization)
4. Secondary /Delayed Primary Suturing of wounds

2 SEDANG 1. Debridement of Wound (without Fracture)
2. Removal of External Fixation (without Conversion to other fixation)
3. Antibiotic Bone Spacer/Beads Insertion or Exchange (without

fixation / revision of fixation)
4. Bone Graft insertion (without fixation or revision of fixation)
5. Skin graft (Full or Split Thickness)
6. Manipulation of Joints Under Anesthesia
7. Fasciotomy for Compartment syndrome or other diagnosis

(without fixation)
8. Local Skin Flap for wound closure (without fracture)
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3 BESAR 1. Fixation of Simple Extraarticular Fracture (internal fixation,
external fixation)

2. Closed Reduction +/- Circular Cast / Splint
3. Temporary Fixation by external fixation (for Damage Control

Orthopedics/Part of Staged Fixation)
4. Debridement of Open Fracture +/- temporary external fixation
5. Debridement of Osteomyelitis/Infected Fracture (without Fixation /

revision of fixation)
6. Amputation (primary / revision)
7. Arthrodesis
8. Removal of Hardware
9. Joint contracture release

4 KHUSUS I 1. Fixation of Multiple Extra Articular Fracture
2. Fixation of Complex Extra Articular Fracture (Proximal Femur,

Comminuted diaphyseal, Bone Loss, Neglected, etc)
3. Intra Articular/Periarticular Fracture Fixation (other than

Acetabular Fracture)
4. Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of

Extra Articular Fracture
5. Flap (Pedicled/Regional for Soft Tissue Defects of the Limb

(without bone procedure)
6. Corrective Osteotomy
7. Debridement of Osteomyelitis/Fracture Related Infection (with

Fixation/Revision of Fixation)
8. Osseointegration procedure for Amputation
9. Distraction Arthroplasty
10. Limb Lengthening
11. Conversion to Internal Fixation after Bone Lengthening/Transport

5 KHUSUS II 1. Fixation of Pelvis and Acetabular Fracture
2. Fixation of Intraarticular Fracture with Ligament Repair or

Reconstruction
3. Fixation of Multiple Intra Articular Fracture
4. Revision Surgery (Internal Fixation/External Fixation/Other) of

Intra Articular Fracture
5. Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage

procedure (Regional Flap and/or Skin Graft)
6. Critical-Sized Bone Defect Reconstruction (Distraction

Osteogenesis, Masquelet, Vascularized Bone Graft.) without soft
tissue procedure

7. Flap (Free-Flap) for Soft Tissue Defects of the Limb (without bone
procedure)

6 KHUSUS III 1. Revision of Pelvis and Acetabular Fracture
2. Critical-sized Bone Defect Reconstruction (Distraction

Osteogenesis, masquelet, Vascularized Bone Graft, etc) with Soft
Tissue Procedure (Flap, Tendon Lengthening, Release, etc)

3. Fixation of Fracture combined with Soft Tissue Coverage
procedure (Free Flap)

4. Joint Replacement (for Intra Articular Fracture, Periarticular
Nonunion/Malunions, and/or Musculoskeletal Infection)

5. Megaprosthesis/Endoprosthesis (for Severe Fracture, periarticular
bone defects and/or Musculoskeletal Infection)

IV. HAND

NO GOLONGAN
TINDAKAN

NAMA PENYAKIT – TINDAKAN

1 KECIL Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal
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2 SEDANG III 1. Angkat K-wire tanpa anesthesia/ regional
2. Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion /small bursa,

excision
3. Sendi ( Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal
4. Nail bed, laceration, repair (single)

3 BESAR I 1. Tendon – extensor (extremitas atas) injury, repair (single)
2. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single) ,

drainage
3. Jari, injury, debridement
4. Jari, Superficial infection, drainage
5. Jari, wart /corn/naevus, excision
6. Jari, various, amputasi (single)
7. Jari, deep infection, drainage
8. Jari, extra digit, amputasi
9. Jari, crush injury (simple), wound debridement
10. Tendon sheath (extremitas atas) ganglion/ villo nodular synovitis

excision
11. Tendon Sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release

4 BESAR II 1. Jari, scar, revision Osteotomy
2. Jari /Digit, Stump, revision
3. Nail Bed, laceration, repair (multiple)
4. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of

neurovascular bundle
5. Jari, Jaringan lunak tumor, excision
6. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley

rekonstruksi
7. Tendon sheath ( ekstremitas atas ), tenosynovitis ( multiple ) ,

drainage
8. tendon sheath ( ekstremitas atas ), tenosynovitis ( multiple ) ,

drainage
9. Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna
10. Jari, crush injuries (complex) wound debridement

5 BESAR III 1. Tendon ( Ekstremitas atas ) contracture , tenotomy
2. Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (Superficial) of more than

7 cm, repair
3. Sendi (jari), various lesions, arthrodesis

6 KHUSUS I 1. Nerve, Various lesions, biopsy
2. Kulit dan jaringan subkutis , Defect (Single digit) , Free full

thickness graft
3. Jari, various lesions, Ray amputasi (Single)
4. Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) ,

decompression (unilateral)
5. Nerve (Ekstremitas atas) , Entrapment syndrome (others) ,

decompression (unilateral)
6. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release

(unilateral)
7. Tendon sheath (ekstremitas atas) , De Quervain's (unilateral),

release
8. Tendon Sheath (ekstremitas atas), trigger jari (Multiple), release
9. Jari, Defect/ contracture (single) rekonstruksi
10. Jari, trauma, terminalisation (single)
11. Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation

(single)
12. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage
13. Jari, Defect/ contracture (multiple) rekonstruksi
14. Jari, ring constriction (single), koreksi
15. Jari, trauma, terminalisation (single)
16. Jari, Deformities, osteotomy

Halaman 25 dari 40 halaman



17. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) injury, tendon graft
18. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)
19. Nerve ( Ekstremitas atas ) , carpal tunnel syndrome, release

(bilateral with endo neurolysis)
20. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others),

Decompression (Bilateral)
21. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others),

Decompression with nerve transposition /endo neurolysis
22. Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release

bilateral with endo neurolysis)
23. Tendon sheath (ekstremitas atas), De quervain's (Bilateral),

release
24. Thumb, deformities, koreksi
25. Jari, tumors, Excision with dissection of neurovascular bundle
26. Carpus, Delayed / Non union, rekonstruksi
27. Jari, ring constriction (multiple), koreksi
28. Jari, Syndactyly (multiple)
29. Tendon - flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple)
30. Tendon – flexor (ekstremitas atas) , Defect grafting (single)

6 KHUSUS II 1. Nerve digital, injury, Microsurgical ( single )
2. Nerve ulnar, entrapment, transposition
3. Elbow , tennis elbow, release
4. Elbow ( Medial epicondyle) , fracture , excision bony fragment
5. Jari, various lesions, amputasi ( multiple )
6. Artery, large, Injury, repair with grafting
7. Sendi (wrist), Various lesions, Arthrodesis
8. Nerve-Digital, injury, microsurgical repair (multiple)
9. Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair

(single)
10. Thumb, paralysis, opponens plasty
11. Jari, deformity, intrinsic muscle release / transfer / extensor

relocation
12. Jari, deformities, major reconstructive procedure
13. Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna

(multiple)
14. Head-face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation
15. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty

7 KHUSUS III 1. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap
(Division)

2. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Multiple digits) staged local
flap (Division)

3. Kulit dan jaringan subkutis, defect ( Deep ) staged distant flap
(division)

4. Nerve defect, peripheral graft
5. Nerve various lesions, primary / secondary suture
6. Jari, Swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi
7. Jari, deformities, Koreksi
8. Jari, Syndactyly (single) Koreksi
9. Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi
10. Sendi (jari), contracture, capsulectomy / capsulotomy
11. Nerve digital, injury, primary repair
12. Jari, Macrodactyly, debulking

V. H I P

NO GOLONGAN
TINDAKAN

NAMA PENYAKIT – TINDAKAN

1 SEDANG II Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal
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2 SEDANG III Closed reduction hip
3 BESAR I Open reduction hip
4 BESAR II ORIF
5 BESAR III 1. Hip arthroscopy diagnostic

2. Debridement
6 KHUSUS I 1. Advance ORIF

2. Simple Arthroscopy HiD
3. Hip Arthroscopy CAM Osteoplasty
4. Pincer resection
5. Sub Impingement Resection
6. Gluteus tendon repair / snapping hip
7. Hamstring repair/reconstruction

7 KHUSUS II 1. Hemiarthroplasty
2. Advance Arthroscopy Hip
3. Primary Total Hip Replacement (THR)
4. ORIF with minimal invasive
5. Core decompression
6. Osteotomy around the hip
7. Single ligament reconstruction of the hip
8. Hip arthroscopy labral repair
9. Varus/ valgus derotational osteotomy

8 KHUSUS III 1. Revisi THR
2. Difficulty Primary total hip replacement
3. Multiligament reconstruction of the hip
4. Hip arthroscopy labral reconstruction
5. Ligamentum teres reconstruction
6. Periacetabular osteotomy
7. Arthroplasty Jari
8. Arthroscopy
9. Tendon Transfer
10. FFMT

VI. SPORT INJURY

NO GOLONGAN
TINDAKAN

NAMA PENYAKIT – TINDAKAN
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1 KHUSUS I 1. Diagnostic: Arthroscopic (Knee)
2. Debridement: Arthroscopic (Knee)
3. Cartilage Defect Treatment
4. Microfracture : Arthroscopic
5. Lateral Release (combine) : Knee Arthroscopic and open

surgery
6. Knee Arthrofibrosis release
7. Diagnostic : Arthroscopic (Ankle)
8. Debridement: Arthroscopic (Ankle)
9. Ankle Peroneal Tendon Repair
10. Management of Plantar Fasciitis (Arthroscopic)
11. Cartilage Problem in Ankle Treatment
12. Calcific Tendinosis Removal (Shoulder)
13. Management of Elbow Tendinosis
14. Tennis Elbow Release
15. Loose Body Removal: Arthroscopic (Elbow)
16. Diagnostic: Arthroscopic (Hip)
17. Debridement: Arthroscopic (Hip)

2 KHUSUS II 1. Collateral Ligament Reconstruction (Knee)
2. Meniscus Repair : Arthroscopic
3. Discoid Meniscus Treatment
4. Arthroscopic Assisted Internal Fixation (Knee)
5. Postero Lateral Corner Reconstruction
6. Management of Ankle Impingement: Arthroscopic
7. Sinus Tarsi Syndrome
8. Management of Achilles Problem
9. Management of Impingement Syndrome (Shoulder)
10. Open Rotator Cuff Repair
11. Repair Rotator Cuff Tears (Mini Open)
12. Biceps Tendon Repair and Tenodesis
13. Frozen Shoulder Treatment
14. Anterior – Inferior Instability : Open Repair
15. Adhesive Capsulitis Release (Shoulder)
16. Acromioclavicular Joint Treatment
17. Elbow Contracture Release: Arthroscopic
18. Wrist Sports Injury
19. TFCC Injury
20. Loose Body Removal: Arthroscopic (Hip)
21. Femoral Acetabular Impingement Management: Arthroscopic
22. Hip Extra Articular Management
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3 KHUSUS III 1. ACL Reconstruction (single or double Bundle) : Arthroscopic
2. ACL Reconstruction Adolescence: Arthroscopic
3. PCL Reconstruction: Arthroscopic
4. Multi Ligament Reconstruction (Knee)
5. Revision of Ligament Reconstruction (Knee)
6. Meniscus Transplant
7. Terapi Sel : Sports Injury Related (Knee)
8. MPFL Reconstruction (combine): Arthroscopic and open

surgery
9. Chondrocyte Replantation: Arthroscopic (Knee)
10. Patella Instability Treatment
11. Sports related Osteotomy (Knee)
12. Management of Ankle Instability
13. Shoulder Instability Treatment
14. Arthroscopic Rotator Cuff Repair
15. Management of Irreparable Rotator Cuff Tears
16. Superior Labrum Anterior Posterior Lesion Repair (Shoulder)
17. Shoulder Anterior and Anteroinferior Instability : Arthroscopic

Repair
18. Shoulder Posterior Instability Treatment
19. Shoulder Multidirectional Instability Treatment
20. Management of Elbow Instability
21. Labrum Repair: Arthroscopic
22. Stem cells and Tissue Engineering

VII. FOOT AND ANKLE

NO GOLONGAN
TINDAKAN

NAMA PENYAKIT – TINDAKAN

1 KECIL Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal

2 SEDANG 1. Injeksi intra articular / intralesi tanpa guiding
2. Closed reduction untuk dislokasi sendi

3 BESAR I 1. Debridement terbuka
2. Release hammer toe (single)
3. Biopsi eksisi
4. Injeksi intra articular dengan image guiding
5. Implant removal (simple)
6. Amputasi toes / dis artikulasi IP, MTP joint
7. Ostectomy
8. Morton neuroma decompression / excision

4 BESAR II 1. Implant removal (dengan penyulit)
2. Arthrotomy debridement
3. Release tarsal tunnel
4. Release hemmer toe (multiple)
5. Amputasi ray, midfoot, hindfoot, ankle
6. Closed reduction + internal fixation
7. ORIF / CRIF fraktur forefoot
8. Tendon lengthening
9. Plantar fasciotomy
10. Syndesmosis fixation
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5 KHUSUS I 1. Open repair Achilles tendon
2. Gastrocnemius recession
3. Osteotomy calcaneus
4. Arthroscopy diagnostik
5. Arthroscopy removal loose bodies
6. Tendon repair
7. Percutaneous pinning pada foot/ankle joint
8. Calcaneoplasty untuk Achilles tendinopathy
9. Open reduction untuk dislokasi sendi
10. ORIF fraktur ankle malleolus / bimalleolar
11. Cheilectomy
12. Peroneal retinaculum repair
13. Midfoot reconstruction (termasuk Lisfranc joint)
14. Release Baxter nerve entrapment

6 KHUSUS II 1. Arthroscopy foot/ankle capsular release
2. Percutaneous repair Achilles tendon
3. Hallux valgus reconstruction
4. Flat feet primary reconstruction
5. Arthroereisis
6. Foot/ankle joint arthrodesis
7. ORIF intra articular ankle joint dengan LCP
8. Diabetic foot reconstruction
9. Single stage deformity correction
10. Achilles tendon reconstruction
11. Tendon transfer
12. Arthroscopic treatment for ankle impingement
13. Open ligament repair / reconstruction
14. ORIF fraktur midfoot, hindfoot
15. ORIF fraktur trimalleolar
16. Open technique for osteochondral lesion treatment
17. Plantar plate repair
18. Peroneal groove deepening
19. Weil osteotomy
20. Arthroscopy hindfoot, subtalar, forefoot
21. Endoscopy tendon, tendon sheath, sinus tarsi

7 KHUSUS III 1. Total ankle replacement
2. Revisi total ankle replacement
3. Supramalleolar osteotomy
4. Hallux valgus reconstruction dengan prosedur tambahan
5. Flat foot / Pes cavovarus reconstruction
6. Gradual deformity correction dengan Ilizarov technique
7. Distraction arthroplasty / arthrodesis dengan Ilizarov technique
8. Arthroscopy assisted internal fixation (ARIF) foot/ankle joint
9. Arthroscopy haglund resection
10. Arthroscopic ligament reconstruction / tendon transfer
11. Arthroscopic treatment for osteochondral lesion
12. Orthobiologics treatment
13. Arthrodesis multiple joints

VIII. SHOULDER AND ELBOW

NO GOLONGAN
TINDAKAN

NAMA PENYAKIT – TINDAKAN

1 KECIL Tindakan dilakukan dengan anestesi lokal
2 SEDANG Biopsy shoulder/ elbow joint
3 BESAR I Debridement shoulder / elbow joint
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4 BESAR II 1. Percutaneous release ECRB
2. Hydrodilatation frozen shoulder

5 KHUSUS I 1. Open acromioplasty
2. ORIF Proximal humerus Neer 2 part
3. Ulnar nerve decompression +/- transposition
4. Ulnar nerve decompression +/- transposition

6 KHUSUS II 1. Suprascapular nerve block for adhesive capsulitis
2. Debridement for septic arthritis / osteomyelitis and prosthetic joint

infection around shoulder and elbow joint
3. Open rotator cuff repair (<= 1 tendon)
4. ORIF proximal humerus Neer 3 part with bonegraft and PHILOS
5. ORIF distal humerus double column without olecranon osteotomy
6. Complex radial head fracture (ORIF/ resection)
7. Arthroscopic diagnostic shoulder/ elbow
8. Arthroscopic synovectomy/ remove loose body shoulder/ elbow
9. early repair of serratus anterior avulsion
10. Neurolysis of long thoracic nerve

7 KHUSUS III 1. Transtendineous rotator cuff repair
2. Single row arthroscopic rotator cuff repair
3. Transosseus equivalent/ suture bridge repair of rotator cuff-

arthroscopy
4. Margin convergence repair in large massive rotator cuff repair
5. Muscle sliding repair in retracted rotator cuff repair
6. Superior capsular reconstruction fascia lata for massive cuff tear
7. LHB capsular reconstruction for massive cuff tear
8. Arthroscopy rotator cuff repair with augmentation
9. Arthroscopic subacromial decompression
10. Arthroscopic subcoracoid decompression
11. Arthroscopy biceps tenodesis/ tenotomy
12. Mini open subpectoral tenodesis
13. Arthroscopy rotator interval release
14. Arthroscopy 360 degree capsular release in adhesive capsulitis
15. Latissimus dorsi transfer for posterior superior cuff deficiency
16. Lower trapezius transfer for external rotation deficit of shoulder
17. Pectoralis major transfer for anterior superior cuff deficiency
18. Reverse shoulder arthroplasty for massive rotator cuff tear
19. Graft reconstruction for late pectoralis major rupture
20. Pectoralis major transfer for late deltoid rupture
21. Arthroscopic decompression for snapping scapula syndrome
22. Muscle transfer for scapular winging
23. Scapulothoracic fusion
24. AC Joint ligament reconstruction open / arthroscopy
25. Pectoralis major repair/ reconstruction for pectoralis major

rupture
26. Latissimus dorsi repair/ reconstruction for latissimus dorsi rupture
27. Eden Hybinette for anterior recurrent shoulder dislocation
28. Glenoid bone reconstruction for anterior recurrent shoulder

dislocation (open/ arthroscopy)
29. Arthroscopy capsulolabral repair for shoulder instability
30. Arthroscopic bony bankart repair
31. Arthroscopic posterior labral repair
32. Arthroscopic SLAP repair
33. Arthroscopy capsular plication for multidirectional instability
34. Arthroscopic remplissage for hill sach lesion
35. Reverse Mclaughin/ iliac crest bone graft to humeral head for

posterior recurrent shoulder dislocation (open/arthroscopy)
36. Complex fracture of acromion
37. Complex fracture of scapular (open)/ revision
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38. Complex fracture of proximal humerus
39. Hemiarthroplasty for 4 part proximal humerus fracture
40. Total/Reverse shoulder arthroplasty for 4 part proximal humerus

fracture
41. Arthroscopic ECRB release for lateral epicondylitis
42. Medial collateral ligament reconstruction of elbow
43. Lateral collateral ligament reconstruction of elbow
44. Triceps tendon repair/reconstruction
45. Distal biceps tendon repair, button/ anchor, single/double incision
46. Ancones interposition arthroplasty for lateral compartment OA
47. Reconstruction elbow for stiff elbow and unreduced dislocation
48. Arthroscopy release lateral / medial epicondylitis Arthroscopic

assisted for intra articular fracture of elbow
49. Terrible triad of elbow
50. Complex intra articular distal humeral fracture with olecranon

osteotomy
51. Radial head arthroplasty for complex radial head fracture
52. Total elbow arthroplasty for complex fracture
53. Elbow interpositional arthroplasty
Arthroscopic of osteochondritis dissecans of elbow
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IV. Berita Acara Negosiasi
Berita Acara Negosiasi ini digunakan untuk negosiasi ketentuan tarif sebelum
dilakukan perjanjian kerja sama atau addendum perjanjian kerja sama. Bentuk
Berita Acara Negosiasi Tarif Kerja Sama adalah sebagai berikut:

PIHAK KEDUA
RSUD DR R M DJOELHAM BINJAI

drg. INDRA SYAHFERY, M.AP, Sp.Perio
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BINJAI

SYARIFAH WAN FATIMAH
KEPALA KANTOR CABANG
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LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/66/ 122024
Nomor: 100.3.7.1-20270/RSUD Djoelham/XII/2024

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

I. Tata Cara Pengajuan Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan
1. Dokumen kelengkapan pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan

adalah sebagai berikut :
a. Kartu Peserta;
b. KTP atau Passport bagi Warga Negara Asing;
c. surat pengajuan tagihan pembayaran yang ditandatangani oleh

pimpinan PIHAK KEDUA atau Pihak dari PIHAK KEDUA yang
diberikan kewenangan beserta rincian tagihan biaya Pelayanan
Kesehatan;

d. SKP;
e. kwitansi bermeterai cukup atau kuitansi digital elektronik;
f. bukti pembayaran iuran terakhir bulan berjalan PIHAK KEDUA atas

kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
g. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

2. Dalam hal Peserta telah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia
persyaratan sebagaimana angka 1 ditambahkan surat keterangan dokter
kasus kecelakaan kerja atau surat keterangan dokter kasus PAK (Formulir
3b KK 3 untuk kasus Kecelakaan Kerja atau formulir 3b PAK 3 untuk
kasus PAK)

3. Selain dokumen sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas, PIHAK
PERTAMA dapat meminta dokumen antara lain:
a. Hasil penunjang pelayanan medis;
b. Laporan tindakan medis;
c. resume medis Peserta;
d. formulir Kecelakaan Kerja tahap I (Form 3 KK 1) atau formulir

Penyakit Akibat Kerja tahap I (Form 3 PAK 1) apabila disampaikan
melalui PIHAK KEDUA; dan/atau

e. surat rujukan antar PLKK yang digunakan sebelumnya.
4. Dalam hal pengajuan tagihan dilakukan secara daring, dokumen

persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tetap
disampaikan secara fisik kepada PIHAK PERTAMA.

5. PIHAK PERTAMA melakukan proses Verifikasi berkas klaim paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap yang dibuktikan
dengan dokumen penyampaian informasi kelengkapan dengan ketentuan:
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a. dalam hal hasil Verifikasi menyatakan dokumen telah sesuai dan
benar maka pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
dokumen terverifikasi dibuktikan dengan lembar hasil Verifikasi;

b. dalam hal hasil verifikasi menyatakan dokumen tidak sesuai maka
PIHAK PERTAMA menyampaikan kepada PIHAK KEDUA untuk
melakukan penyesuaian dokumen tagihan;

c. penyesuaian dokumen tagihan sebagaimana dimaksud huruf b
disampaikan kembali kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2
(dua) hari kerja;

d. dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan penyesuaian dan tidak
menyampaikan kembali dokumen tagihan kepada PIHAK PERTAMA
sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c maka PIHAK
PERTAMA mengembalikan dokumen tagihan kepada PIHAK
KEDUA; dan

e. dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat
diajukan kembali bersamaan dengan pengajuan tagihan biaya
Pelayanan Kesehatan pada bulan berikutnya dengan ketentuan tidak
melewati kadaluarsa klaim.

II. Pengajuan Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan COB dengan PT. Jasa
Raharja (Persero) dan asuransi lain.
1. Dalam hal Peserta mengalami Kecelakaan Kerja di lalu lintas yang

memenuhi syarat dan ruang lingkup penjaminan PT. Jasa Raharja
(Persero) sebagai penjamin pertama yang dibuktikan dengan surat
jaminan Jasa Raharja maka PIHAK KEDUA menagihkan kelebihan biaya
dari plafon yang dijamin oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada PIHAK
PERTAMA dengan persyaratan pengajuan tagihan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3 bagian I lampiran III
ini.

2. Dalam hal kasus penjaminan dilakukan oleh asuransi lain maka selisih
biaya yang tidak ditanggung oleh asuransi tersebut dapat diajukan kepada
PIHAK PERTAMA dengan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1,
angka 2 dan/atau angka 3 bagian I lampiran III ini ditambahkan dengan
surat keterangan dari asuransi lain dimaksud yang telah melakukan
penjaminan pertama.

III. Tata Cara Pembayaran
1. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas tagihan biaya Pelayanan

Kesehatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen
dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan lembar hasil verifikasi PIHAK
PERTAMA.

2. Dalam hal batas waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud angka
1 (satu) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja
pertama berikutnya.

3. Pembayaran dilakukan ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Nama Rekening : RSUD DR R M DJoelham Binjai
Nomor rekening : 023801231023303
Bank : BRI
Cabang : Binjai
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4. Biaya transfer yang timbul atas pembayaran tagihan dimaksud menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.

5. PIHAK PERTAMA menyerahkan surat pembayaran tagihan biaya
Pelayanan Kesehatan beserta bukti bayar, rincian pembayaran beserta
keterangan selisih pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

IV. Rekonsiliasi Tagihan
Rekonsiliasi tagihan dilakukan oleh PARA PIHAK setiap bulan untuk
melakukan pencocokan data, transaksi dan pembayaran tagihan biaya
Pelayanan Kesehatan berdasarkan dokumen dan data yang ada pada PARA
PIHAK agar terjadi sinkronisasi antar entitas pelaporan di masing-masing Pihak
dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian hak dan
kewajiban yang timbul dari pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan.

Bentuk Berita Acara Rekonsiliasi sebagai berikut:

BERITA ACARA
REKONSILIASI TAGIHAN

NOMOR : BA/…/…
Pada hari ini tanggal……, bulan…………., tahun …………, BPJS Ketenagakerjaan melakukan rekonsiliasi
klaim tagihan biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit ………, periode bulan …… sd ………., Tahun ….,
dengan rincian sebagai berikut:

Bulan
Kasus
Kejadian
KK/PAK

Bulan
pengajuan

klaim

Jumlah
Pengajuan

(Rp)

Hasil Verifikasi
(Rp)

Selisih
Jumlah yang
dibayarkan

(Rp)

Keterangan
(Jika ada Selisih
Pembayaran)

Demikian berita acara rekonsiliasi dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan Pihak Rumah Sakit

(nama kepala kantor cabang)
(……………………)

Jabatan :
Jabatan :
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V. Dokumen Penyampaian Informasi Kelengkapan dokumen Tagihan Biaya
Pelayanan Kesehatan

INFORMASI KELENGKAPAN DOKUMEN TAGIHAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR : …/…/…

Pada hari ini tanggal……, bulan…………., tahun …………, Rumah Sakit ………………, mengajukan tagihan
biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang …………, untuk klaim bulan pelayanan
………., Tahun …., dengan rincian sebagai berikut:
Jenis Pelayanan Jumlah Kasus

Pengajuan**
Dokumen

Lengkap (Kasus)
Dokumen tidak
Lengkap (Kasus)

Keterangan

UGD

Rawat Jalan

Rawat Inap

Perawatan lainnya

Jumlah

Dokumen lengkap akan dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang tidak lengkap ……………..kasus, untuk dapat dilengkapi paling lambat …………hari.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan Pihak Rumah Sakit

(nama kepala kantor cabang)
(……………………)

Jabatan :
Jabatan :

** detail nama pasien terlampir

PIHAK KEDUA
RSUD DR R M DJOELHAM BINJAI

drg. INDRA SYAHFERY, M.AP, Sp.Perio
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BINJAI

SYARIFAH WAN FATIMAH
KEPALA KANTOR CABANG
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LAMPIRAN IV
PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/66/ 122024
Nomor: 100.3.7.1-20270/RSUD Djoelham/XII/2024

BENTUK PAKTA INTEGRITAS PLKK
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PIHAK KEDUA
RSUD DR R M DJOELHAM BINJAI

drg. INDRA SYAHFERY, M.AP, Sp.Perio
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BINJAI

SYARIFAH WAN FATIMAH
KEPALA KANTOR CABANG

LAMPIRAN V
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PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Nomor: PER/66/ 122024
Nomor: 100.3.7.1-20270/RSUD Djoelham/XII/2024

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

PIHAK KEDUA
RSUD DR R M DJOELHAM BINJAI

drg. INDRA SYAHFERY, M.AP, Sp.Perio
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BINJAI

SYARIFAH WAN FATIMAH
KEPALA KANTOR CABANG
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PIHAK PERTAMA
BPJS Ketenagakerjaan
Cab. Binjai
Alamat Kantor :
Jalan Soekarno Hatta No.
262 Binjai
Alamat web :
www.bpjsketenagakerjaan.
go.id
Petugas yang dapat
dihubungi (PIC) : Adriani
Sinaga
Jabatan : Manajer Kasus
Cabang
No HP : 085361231244
Alamat email :
adriani.sinaga@bpjsketena
gakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA
RSUD DR R M DJOELHAM
BINJAI

Alamat Kantor
Jl. Jend Gatot Subroto No 9
Satria Kec. Binjai Kota

Petugas yang dapat
dihubungi (PIC)

1. PIC Administrasi
IRA, S.Farm., Ap

Jabatan
Penanggungjawab
No.HP
0813-7628-9436

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id




  

  

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 248, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864);  
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6628); 
 

13. Peraturan….… 



  

  

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas 

Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6848); 
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BINJAI 

dan  
WALI KOTA BINJAI 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: 

 

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH. 
  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Binjai. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kota Binjai. 

6. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai. 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 

Perda Kota Binjai. 

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 
Perkada adalah Peraturan Wali Kota Binjai. 

 

 
 

10. Perangkat……. 



  

  

10. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga 

pada Pemerintah Daerah Kota Binjai yang bertanggung 
jawab kepada Wali Kota Binjai  dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai. 
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

Daerah Kota Binjai. 

12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

14. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 
17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenai Pajak. 

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk 
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan 
20. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria 
tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja 
di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, 

pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar 
yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau 
pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. 

21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, 

dan/atau perizinan. 
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut retribusi tertentu. 

 
 23. Badan……. 
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23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

disingkat PBB P-2 adalah pajak atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah Kota.  

26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
pedalaman dan/atau laut.  

27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan 
hak atas tanah dan/atau bangunan. 

28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 

orang pribadi atau Badan. 
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di 
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
di bidang pertanahan dan bangunan. 

30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 
disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa 
tertentu.  

31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau 

minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau 
melalui pesanan oleh restoran. 

32. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan 
dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. 

33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan 
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan 
untuk bermacam peralatan listrik. 

34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang 
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan 
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 

35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 
tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan 

memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area 
parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan 
Bermotor.  

 
 

36. Jasa……. 



  

  

36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 

penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian 

untuk dinikmati. 
37. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 

reklame. 

38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media  yang 
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial, memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat 

dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati 
oleh umum.  

39. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran 

nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan 
reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, 

pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di 
bidang usaha. 

40. Nilai jual obyek pajak reklame adalah, keseluruhan 

pembayaran/pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan 
oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk 

dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, 
konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos 
perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, 

pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, 
sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, 
diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat 

yang diizinkan. 
41. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 

pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
42. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan dibawah permukaan tanah. 

43. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung 

walet.  
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 

collocalta, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, 
collocalia esculanta., dan collocalia linchi.  

45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut 

persentase tertentu.  
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 
selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

48. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan 

daerahnya. 
 49. Nomor……. 



  

  

49. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan 

tertentu.  
50. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 
terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau 
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.  

51. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar 

oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, 
dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau 
Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang 
terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi 

kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta 
pengawasan penyetorannya.  

53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek 
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

Daerah.  
54. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib 
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah. 
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.  

56. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui 

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota. 
57. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada 
Wajib Pajak.  

58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, 

jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 

Pajak yang masih harus dibayar. 
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 

ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
Pajak yang telah ditetapkan.  

 
 

60. Surat……. 



  

  

60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit Pajak. 

61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada 
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.  

62. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

63. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 

dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

64. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
65. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 
66. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk menilai kelengkapan pengisian surat 
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan 
dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang 

kebenaran penulisan dan penghitungannya.  
67. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung 

Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak 
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual 
barang yang telah disita. 

68. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan 
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak 

kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh 
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak 
dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak. 

69. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  

70. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat 
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk 
melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.  

71. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak 
dan biaya Penagihan Pajak.  

 
 

72. Jurusita……. 



  

  

72. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan 

Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, 
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan. 
73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi 

Daerah.  
74. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi 

Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka 
waktu tertentu.  

75. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun 

kalender.  
76. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan. 

77. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
78. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang 

dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas), Puskesmas Rujukan, Puskesmas Pembantu, 
Puskesmas Keliling atau di Laboratorium Kesehatan 

Daerah.  
79. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat 
atas jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah. 

80. Pelayanan kebersihan adalah kegiatan yang meliputi 

pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta 
penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah 
rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk 

pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan 
ruangan/tempat umum. 

81. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas 
jasa pelayanan kebersihan yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 
82. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 

dan/atau proses alam yang berbentuk padat.  

83. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari 
sumber atau tempat penampungan sementara menuju 

tempat pengolahan sampah terpadu atau pemrosesan 
akhir.  

84. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, 

komposisi, dan/atau jumlah sampah.  
 

 
 85. Pemrosesan……. 



  

  

85. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan 

mengembalikan sampah dan/atau residu hasil 
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara 

aman.  
86. Tempat penampungan sampah sementara yang 

selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah 

diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, 
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.  

87. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat 
TPA adalah tempat untuk menampung, mengelola dan 
memusnahkan sampah. 

88. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya 
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran 

ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.  
89. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya dapat 

disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan 
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara 
aman bagi manusia dan lingkungan.  

90. Komposisi sampah adalah perbandingan sampah 
berdasarkan jumlah/volume, karakteristik, dan/atau 

sumber sampah. 
91. Kebersihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih seperti 

penyapuan, pengumpulan, pembuangan dan 
pemusnahan sampah. 

92. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah 

Retribusi atau Pungutan Daerah yang dipungut atas 
penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

93. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak 

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 
pengemudinya pada wilayah perparkiran di Kota Binjai. 

94. Parkir Umum adalah parkir yang diselenggarakan di tepi 
jalan umum dan tempat khusus parkir. 

95. Parkir Elektronik adalah pemungutan retribusi parkir di 

tepi jalan umum dengan sistem elektronik yang 
menggunakan transaksi non tunai untuk 
pembayarannya. 

96. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP 
adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan 

dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda 
motor, baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran 
Parkir, ataupun gedung Parkir. 

97. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan dengan peralatan mekanik berupa mesin 
selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang meliputi 

Mobil Jeep, Pick Up, Mikro Bus, Sedan, Bus, Truk dan 
Sejenisnya.  

98. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua 
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa 
kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga 

tanpa rumah-rumah. 
99. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu 

lintas umum. 
 100. Berhenti ……. 



  

  

100. Berhenti/Stop adalah keadaan kendaraan tidak bergerak 

untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 
101. Retribusi Jasa Usaha adalah Pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada 
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 

pelayanan jasa usaha. 
102. Tempat Khusus Parkir adalah tempat memarkir 

kendaraan yang disediakan khusus oleh Pemerintah 
Daerah. 

103. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pungutan Daerah 

yang dipungut atas penggunaan pelayanan tempat 
khusus parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
104. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas 

pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan 
meliputi pemakaian kandang (karantina), pemeriksaan 
hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan 

pemakaian tempat pemotongan, serta pemakaian tempat 
pelayuan daging. Fasilitas rumah potong hewan termasuk 

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah 
pemotongan hewan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

105. Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang 
dimanfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, 
kuda, kambing, domba, babi dan unggas. 

106. Tempat Olahraga adalah tempat yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah untuk berolah raga. 

107. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga 
adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, 
pariwisata         dan olah raga milik Pemerintah Daerah 

108. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil 

produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

109. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh 

Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung termasuk 
sarana dan prasarana penunjang dan peralatan yang 
terdapat dalam gedung, jalan dan tiang penerangan jalan 

umum. 
110. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan 
Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

Badan. 
111. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Kota Binjai.  
112. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh 

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai 
tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau 

hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. 

113. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan 
kepada pemegangnya. 

 
 114. Fasilitas……. 



  

  

114. Fasilitas umum adalah pemakaian tanah yang digunakan 

untuk kepentingan umum antara lain untuk kegiatan 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, 

olahraga dan rekreasi.  
115. Perdagangan dan/atau jasa komersial adalah pemakaian 

tanah yang digunakan untuk kegiatan bersifat komersial 

antara lain tempat bekerja, tempat berusaha, serta 
hiburan dan rekreasi. 

116. Gedung adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah 
Daerah. 

117. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

118. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Pungutan Daerah 

sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu 
oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan 
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. 

119. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di 

dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.  
120. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 

Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.  
121. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.  

122. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang 
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti 
hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.  

123. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 
Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki 
kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk 
melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan 

Gedung.  
124. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas 

kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang 

mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi 
Bangunan Gedung. 

 
 125. Standar……. 



  

  

125. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya 

disingkat SHST adalah biaya paling banyak per-meter 
persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk 

pembangunan bangunan gedung negara. 
126. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya 

disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi 

untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan 
bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai 

dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya. 
127. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap 

SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

128. Retribusi Persetujuan Bangunan adalah retribusi 
perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan 
Gedung untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 
Gedung sesuai dengan standar jenis Bangunan Gedung. 

129. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan 
hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang 
kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, serta 

masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang 
berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung. 
130. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi 

hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung 
dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi 
risiko pembongkaran, gambar rencana teknis 

Pembongkaran,  dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. 
131. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, 
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai 
Pemilik Bangunan Gedung.  

132. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang 
diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan 

PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.  
133. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik 

berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan 
proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan 
Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi 

terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.  
134. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat 
ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara 
yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan 

Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan 
klasifikasi Bangunan Gedung. 

135. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA 

adalah warga Negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

136. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan 
berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang 
mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk lain.  
 

 
 137. Tenaga……. 



  

  

137. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah Tenaga Kerja 

Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan 
dipekerjakan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan 

dalam rangka ahli teknologi dan ahli keahlian. 
138. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 

selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan 

TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.  
139. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan 
RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan 
TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau 
pejabat yang ditunjuk.  

140. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya 

disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar 
oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang 

dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak 
atau pendapatan daerah. 

141. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana 

kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas 
pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing 

perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing. 
142. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang 
terutang.  

143. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

144. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 

Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

145. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja 
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat 
daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan 

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya. 

146. Kas Umum Daerah, adalah tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 

147. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.  

148. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 
 149. Surat……. 



  

  

149. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Wali Kota.  

150. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

151. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

152. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu 
keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  
153. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak.  

154. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga 

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk 
memberikan dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah bagi Pemerintah Daerah, serta 
memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bagi masyarakat 
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk 

optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
 

BAB III 
PAJAK 

Bagian Kesatu 

Jenis Pajak 
Pasal 3 

(1) Jenis Pajak terdiri atas:  
a. PBB-P2;  
b. BPHTB; 

c. PBJT atas: 

1. makanan dan/atau minuman; 
2. tenaga listrik; 

3. jasa perhotelan; 

4.  jasa ……. 



  

  

4. jasa parkir; dan 

5. jasa kesenian dan hiburan. 

d. Pajak Reklame;  
e. PAT;  

f. Pajak MBLB; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan  

i. Opsen BBNKB.  
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h dan 
huruf i, dipungut Pemerintah Daerah. 

(3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 

tidak dipungut Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 4 

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri 
dari: 

a. PBB-P2; 
b. Pajak Reklame; 

c. PAT; 
d. Opsen PKB; dan 
e. Opsen BBNKB. 

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib 

Pajak terdiri dari: 
a. BPHTB; 
b. PBJT atas: 

1. makanan dan/atau minuman; 
2. tenaga listrik; 
3. jasa perhotelan; 

4. jasa parkir; dan 
5. jasa kesenian dan hiburan. 

c.  Pajak Sarang Burung Walet 
 

Bagian Kedua 

Rincian Pajak 
Paragraf 1 

PBB-P2 
 

Pasal 5 

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau 
pengurukan.  

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, 
dan/atau pemanfaatan atas:  

 a. Bumi……. 



  

  

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, 

kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara 
negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara 

atau barang milik Daerah; 
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata 

untuk melayani kepentingan umum di bidang 

keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan 
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan;  
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan 

untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, 

atau yang sejenis;  
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka 

alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu hak;  

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh 
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; 

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan 
atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda 

raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu 
(Light Rail Transit), atau yang sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya 
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali 
Kota; dan 

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi 
dan bangunan oleh Pemerintah Pusat. 

 
Pasal 6 

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.  
(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara 

nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

 
Pasal 7 

 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan proses penilaian PBB-P2. 

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 

satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu 
objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.  

 
 (5) NJOP ……. 



  

  

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu 
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 

perkembangan wilayah Daerah. 
(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan 

untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Perkada yang berpedoman pada 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai 
penilaian PBB-P2. 
 

Pasal 8 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh 
persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP 

setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. 
(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan 
mempertimbangkan, meliputi:  
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;  

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau  
c. klasterisasi NJOP.  

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perkada. 
 

Pasal 9 
 

Tarif  Pajak  Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut: 

a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 999.999.999,00 (sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan rupiah) sebesar 0,100% (nol koma seratus 
persen) 

b. untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) sampai 
dengan Rp. 1.999.999.999,00 (satu milyar sembilan ratus 
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan rupiah) sebesar 0,200% (nol koma dua ratus 
persen); dan 

c. untuk NJOP lebih besar atau sama dengan Rp. 
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 0,250% (nol 

koma dua ratus lima puluh persen). 
 

Pasal 10 

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.  

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya 

kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi 
dan/atau bangunan.  

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan 
objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.  

(4) Wilayah ……. 



  

  

(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan 

wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.  

(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah 
daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:  
a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di 

atasnya; dan  
b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan 

perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung 
dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa 
dan kabel bawah laut.  

 
Paragraf 2 

BPHTB 

Pasal 11 

 
(1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah 

dan/atau Bangunan.  
(2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pemindahan hak karena:  
1. jual beli;  
2. tukar menukar;  

3. hibah;  

4. hibah wasiat;  
5. waris;  

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 
lain;  

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;  

8. penunjukan pembeli dalam lelang;  
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap;  
10. penggabungan usaha;  
11. peleburan usaha;  

12. pemekaran usaha; atau  
13. hadiah; dan 

b. pemberian hak baru karena:  

1. kelanjutan pelepasan hak; atau  
2. di luar pelepasan hak.  

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah:  
a. hak milik; 

b. hak guna usaha;  
c. hak guna bangunan;  

d. hak pakai;  
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan  
f. hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan: 
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, 

penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang 
dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik 

Daerah; 
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna 

kepentingan umum; 

c. untuk ……. 



  

  

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional 

dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau 

perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan 
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan Negara; 

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 
asas perlakuan timbal balik; 

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau 
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya 
perubahan nama; 

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;  
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk 

kepentingan ibadah; dan  

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan 

kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota. 
(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan 
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

 

Pasal 12 

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.  

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang 

memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
 

Pasal 13 

 
(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek 

Pajak.  
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 

a. harga transaksi untuk jual beli; 
b. nilai pasar untuk:  

1) tukar menukar; 
2) hibah; 
3) hibah wasiat; 

4) waris, pemasukan dalam perseroan atau badan 
hukum lainnya; 

5) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
6) peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

7) pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan 
dari pelepasan hak; 

8) pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan 

hak, penggabungan usaha; 
9) peleburan usaha; 

10) pemekaran usaha, dan; 

11) hadiah ……. 



  

  

11) hadiah; dan 

c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang 
untuk penunjukan pembeli dalam lelang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah 
daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak 

bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, 
dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP 

yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan 
bangunan pada tahun terjadinya perolehan. 

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta 
rupiah) untuk perolehan hak pertama setiap Wajib Pajak.  

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b 
angka 3 dan angka 4 yang diterima orang pribadi yang 

masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke 
bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk 

suami atau istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 
 

Pasal 14 
 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 
 

Pasal 15 
 

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai 

perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan 
tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.  

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya 
perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:  

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian 
pengikatan jual beli untuk jual beli;  

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk 

tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam 
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak 
yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, 

peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;  
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh 

penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke 
kantor bidang pertanahan waris;  

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; 
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai 
kelanjutan dari pelepasan hak;  

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; 
dan  

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 

 
 (3) Dalam……. 



  

  

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak 

menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB 

untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta 
jual beli. 

(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian 

pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual 
beli mengakibatkan: 

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib 
Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran BPHTB; atau  

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan 
pembayaran kekurangan dimaksud. 

(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli 

paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta 
jual beli. 

(6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
tanah dan/atau Bangunan berada. 

Pasal 16 
 

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan 
surat keterangan bukan objek BPHTB. 
 

Pasal 17 
 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai 
kewenangannya wajib:  
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, 

sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan; dan  

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau 
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 
(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 

sanksi administratif berupa:  
a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1); dan/atau 

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 

setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 

wajib:  
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, 

sebelum menandatangani risalah lelang; dan 

b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling 
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara 

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

(5) Ketenntuan ……. 



  

  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi 

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Perkada. 

 
Pasal 18 

 

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan 

pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan 
hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 
pembayaran BPHTB.  

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Paragraf 3 
PBJT 

Pasal 19 
 

Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau 
konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: 
a. Makanan dan Minuman; 

b. Tenaga Listrik; 
c. Jasa Perhotelan; 

d. Jasa Parkir; 
e. Jasa Kesenian dan Hiburan. 

Pasal 20 

 
(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau 

Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a 

meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan 
oleh:  

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan 
penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, 
kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;  

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:  
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah 

jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian 

berdasarkan pesanan;  
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan 

berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan 
penyimpanan dilakukan; dan  

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan 

petugasnya.  
(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau 

Minuman:  
a. dengan peredaran usaha tertentu yang diatur dalam 

peraturan Wali Kota.  
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak 

semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;  

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; 
atau  

 
 d. disediakan ……. 



  

  

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha 

utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu 
pesawat (lounge) pada bandar udara. 

 
Pasal 21 

 
(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga 

Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 

adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.  
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, 
Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;  

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan 
oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing 

berdasarkan asas timbal balik;  
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti 

jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang 

sejenis;  
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan 

kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari 
instansi teknis terkait. 

 

Pasal 22 
 

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas 
penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan 

pada penyedia jasa perhotelan seperti:  
a. hotel;  
b. hostel;  

c. vila;  
d. pondok wisata;  

e. motel;  
f. losmen;  
g. wisma pariwisata;  

h. pesanggrahan;  
i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;  

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; 
dan  

k. glamping.  

(2) yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;  

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, 
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang 
sejenis;  

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 
keagamaan;  

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan  
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 

 

Pasal 23 
 
(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d 

meliputi:  
a. penyediaan ……. 



  

  

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; 

dan/atau  
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).  

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah;  

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh 

perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya 
sendiri;  

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, 

konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas 
timbal balik. 

 
Pasal 24 

 

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 huruf e meliputi:  
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya 

yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi 
tertentu;  

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;  
c. kontes kecantikan;  
d. kontes binaraga;  

e. pameran;  
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;  

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;  
h. permainan ketangkasan;  
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang 

dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga 
dan kebugaran;  

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana 

pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana 
permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun 

binatang;  
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan  

l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi 

uap/spa. 
(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian 

dan Hiburan yang semata-mata untuk:  
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut 

bayaran;  
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut 

bayaran. 

 
Pasal 25 

 

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. 
(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi 
barang dan jasa tertentu. 

 

Pasal 26……. 



  

  

Pasal 26 

 
(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang 

dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, 
meliputi:  
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia 

Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan 
dan/atau Minuman; 

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;  

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan  
untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;  

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara 
tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan 
kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan  

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara 
Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian 

dan hiburan.  
(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang 

memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan 
PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang 
lainnya tersebut. 

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung 

berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang 
berlaku di wilayah Daerah. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan 

pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat 
kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah 
Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif 
parkir sebelum dikenakan potongan. 

 
Pasal 27 

 

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:  

a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan 
pembayaran; dan 

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.  

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik 
yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung 
berdasarkan:  
a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan 

biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam 
rekening listrik, untuk pascabayar; dan 

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar. 

(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik 
yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dihitung berdasarkan: 
a. kapasitas tersedia; 
b. tingkat penggunaan listrik; 

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan  

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. 
 

 (4) Nilai……. 



  

  

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga 

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 

ketentuan tidak terdapat pembayaran, penyedia Tenaga 
Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan 
Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan 

Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan. 
 

Pasal 28 

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).  
(2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: 

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan 
sebesar 3% (tiga persen); 

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, 

ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); 
c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber selain yang diatur 

pada huruf a dan huruf b, ditetapkan sebesar 10% 
(sepuluh persen); 

(3) Khusus tarif PBJT  atas Jasa Kesenian dan Hiburan 

ditetapkan sebagai berikut :  
a. tontonan film dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh 

persen); 
b. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0%  (nol 

persen); 

c. pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh 
persen); 

d. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); 

e. permainan bilyar yang menggunakan Air Conditioner (AC) 
dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dan 

permainan bilyar yang tidak menggunakan Air 
Conditironer (AC) dikenakan pajak sebesar 5% (lima 

persen); 
f. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang 

berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 

g. pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana yang 
berkelas nasional dan internasional sebesar 10% 

(sepuluh persen); 
h. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional 

sebesar 0% (nol persen); 

i. pertandingan olahraga yang berkelas nasional dan 
internasional sebesar 10% (sepuluh persen); 

j. kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional 

sebesar 0% (nol persen); 
k. kontes kecantikan yang berkelas nasional dan 

internasional sebesar 10% (sepuluh persen); 
l. panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran (fitness centre) 

sebesar 20% (dua puluh persen);  
m. diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa 

sebesar 40% (empat puluh persen); 

n. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% 

(nol persen); 
o. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional 

sebesar 10% (sepuluh persen); 

p. pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 
lainnya sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal 29……. 



  

  

Pasal 29 

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28. 

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:  
a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau 

Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau 

Minuman;  
b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT 

atas Tenaga Listrik;  
c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk 

PBJT atas Jasa Perhotelan;  

d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat 
parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan  

e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan 
untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.  

(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan 

wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau 
konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. 

 

Paragraf 4 
Pajak Reklame 

Pasal 30 
 

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 

Reklame.  
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;  
b. Reklame kain;  

c. Reklame melekat/stiker;  
d. Reklame selebaran;  
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;  

f. Reklame udara;  
g. Reklame apung;  

h. Reklame film/slide; dan  

i. Reklame peragaan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) adalah:  
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, 

warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan 

sejenisnya;  
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari 
produk sejenis lainnya;  

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 

melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat 
usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan 
bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan 

berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang 
nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah;  
 e. reklame ……. 



  

  

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan 

politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan 
iklan komersial. 

 
Pasal 31 

 

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan 
yang menggunakan Reklame.  

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan Reklame. 

 

Pasal 32 
 
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa 

Reklame. 
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai 

sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.  

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa 

Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang 

digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka 
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media 
Reklame.  

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, 

nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan 
faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada. 
 

Pasal 33 

 
Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima 

persen). 
 

Pasal 34 

 

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung  

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif 
Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.  

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat 
terjadinya penyelenggaraan reklame. 

 
(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan 

reklame. 
(4) Khusus untuk reklame berjalan, pemungutan Pajak 

Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat 

usaha penyelenggara reklame terdaftar. 
 

Paragraf 5……. 



  

  

Paragraf 5 

PAT 
Pasal 35 

 

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah.  

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan 
untuk:  
a. keperluan dasar rumah tangga;  

b. pengairan pertanian rakyat;  
c. perikanan rakyat;  

d. peternakan rakyat; 

e. keperluan keagamaan; dan 

f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh 
pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.                                            

 

Pasal 36 
 

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.  
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 
 

Pasal 37 

 
(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air 

Tanah.  
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku 

dengan bobot Air Tanah.  
(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan 

dan pengendalian sumber daya Air Tanah. 

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang 
didasarkan atas faktor-faktor berikut:  

a. jenis sumber air;  
b. lokasi sumber air;  
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;  

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;  
e. kualitas air; dan  

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dengan 
berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan 
oleh Gubernur.  

 
Pasal 38 

 
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) oleh 
Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. 
 
 

 
 

Pasal 39……. 



  

  

Pasal 39 

 
(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38. 

(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan 
wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau 

pemanfaatan Air Tanah. 
 

Paragraf 6 

Pajak Sarang Burung Walet 
Pasal 40 

 

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.  

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan 

Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan 
negara bukan pajak. 

 

Pasal 41 
 

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau 
mengusahakan Sarang Burung Walet.  

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi 
atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau 
mengusahakan Sarang Burung Walet. 

 
Pasal 42 

 
(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan 

nilai jual Sarang Burung Walet. 

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga 
pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di 

Daerah dengan volume Sarang Burung Walet. 
 

Pasal 43 
 
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen).  
 

Pasal 44 
 
(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang 

dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak 
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
42 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. 
(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada 

saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang 
burung walet. 

(3) Wilayah...…. 



  

  

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang 

terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

 

Paragraf 7 
Opsen PKB 

Pasal 45 
 

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB. 
 

Pasal 46 
 

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.  

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan 
pemungutan Pajak terutang dari PKB. 

 

Pasal 47 
 

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang. 
 

Pasal 48 
 
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam 

persen) dihitung dari besaran Pajak terutang. 
 

Pasal 49 
 

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48.  
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya 

PKB.  

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan 
wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. 

 
Paragraf 8 

Opsen BBNKB 

Pasal 50 

 

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB. 
 

 
Pasal 51 

 

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. 
(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan 

pemungutan Pajak terutang dari BBNKB. 

 
Pasal 52 

 

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB 
terutang. 

Pasal 53 ……. 



  

  

Pasal 53 

 
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh 

enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang. 
 

Pasal 54 

 
(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. 

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat 
terutangnya BBNKB. 

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang 

merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor 
terdaftar. 

 
Bagian Ketiga 

Masa Pajak dan Tahun Pajak 

Pasal 55 
 

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi 
atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif 
atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu 

dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai perpajakan daerah. 
(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib 

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak 
yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 

berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi 
dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak 
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Wali Kota.  
(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang 

terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) 
bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) 
bulan kalender. 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, 

dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Perkada. 

 

 
 

 
 

Bagian Keempat……. 



  

  

Bagian Keempat 

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang 
Telah Ditentukan  

Pasal 56 
 

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 
10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau 

pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana 
transportasi umum.  

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, 
dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk 
penyediaan penerangan jalan umum. 

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan 

pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta 
pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk 
penerangan jalan umum.  

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam 
Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas 

air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada: 
a. penanaman pohon;  
b. pembuatan lubang atau sumur resapan;  

c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan  
d. pengelolaan limbah. 

 
BAB IV 

RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 
Jenis Retribusi 

Pasal 57 
 

Jenis Retribusi Daerah terdiri dari: 

a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; 
c. Retribusi Perizinan Tertentu. 

 
Bagian Kedua 

Retribusi Jasa Umum 
Pasal 58 

 

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa 
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a 

meliputi:  
a. pelayanan kesehatan;  
b. pelayanan kebersihan;  

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan 
d. pelayanan pasar. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 

atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 
kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan……. 



  

  

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD).  

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas 
pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek 

diatur dalam Perkada sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan 
ketentuan : 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 
(6) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 

kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan. 

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa 
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. 
 

Pasal 59 

 
(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi 

atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa 

Umum. 
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau 

badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas 
pelayanan Jasa Umum. 

 
Pasal 60 

 
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di 

puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai 
pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat 
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan 
administrasi. 

Pasal 61 
 
(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

58 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:  
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke 

lokasi pembuangan sementara;  
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir 
sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;  

c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau 

pemusnahan akhir sampah;  
d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan  

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan 
industri. 

(2) Dikecualikan ……. 



  

  

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan 

kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan 
tempat umum lainnya. 

 
Pasal 62 

 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan 

pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 63 

 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat 
(1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar 

tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
  

Pasal 64 
 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 
merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 
alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

ketentuan:  
a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, 

frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;  
b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, 

frekuensi layanan, volume dan/atau jenis 

sampah/limbah kakus/limbah cair;  
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan 

jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka 
waktu pemakaian tempat parkir; dan 

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, 

jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis 
pemakaian fasilitas pasar. 
 

 
Pasal 65 

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian 
atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya 
modal.  

(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya 

penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
 
 (4) Prinsip……. 



  

  

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa 

Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

BLUD. 
 

Pasal 66 
 

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif 
Retribusi. 

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 
sekali.  

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan 
penambahan objek Retribusi Jasa Umum. 

(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada. 

 

Bagian Ketiga 

Retribusi Jasa Usaha 
Pasal 67 

 

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang 

merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:                                           

a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;  
b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;  
c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;  

d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 
e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat 

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 
(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan 
kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD.  

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas 
pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek 

diatur dalam Perkada sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan 
ketentuan:  

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;  

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan  

c. tidak ……. 



  

  

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.  

(6) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan 
DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada 

ditetapkan 
(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa 
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. 

 
Pasal 68 

 

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau 
badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa 

Usaha.  
(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau 

Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha. 

 
Pasal 69 

 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a 
merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan 

jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah.  

 
Pasal 70 

 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan 

pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, 
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 71 

 
Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c 
merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan 
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 72 

 
Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d 
merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh 
Pemerintah Daerah. 

 
 

 Pasal 73……. 



  

  

Pasal 73 

 

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat 

Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak 
mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67  ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik 

daerah dan tata cara perhitungan tarif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pengelolaan barang milik daerah.  
 

Pasal 74 

 
(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha 

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.  

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan 
ketentuan:  

a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 
diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, 
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat 

khusus parkir di luar badan jalan;  
b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur 

berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi 
layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas 
Rumah Potong Hewan;  

c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga 
diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, 

dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat 
rekreasi, pariwisata, dan olah raga;  

d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan 

jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan 
e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis 

layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu 

pemakaian kekayaan Daerah. 
 

Pasal 75 
 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang 
layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan 
jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa 

Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai BLUD. 

 
 
 

 
 

Pasal 76……. 



  

  

Pasal 76 

 
(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif 
Retribusi. 

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara 
perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 73 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk 
Pemanfaatan barang milik daerah berupa: 
a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; 

b. kerja sama pemanfaatan; 
c. bangun guna serah atas bangun serah guna; atau 
d. kerja sama penyediaan infrastruktur 

(3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan 

pemanfaatan barang milik daerah. 
(4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengelolaan barang milik Daerah. 

(6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 

(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan 
penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. 

(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) ditetapkan dengan Perkada.    
 

Bagian Keempat 

Retribusi Perizinan Tertentu 
Pasal 77 

 
(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek 

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 57 huruf c meliputi:  
a. persetujuan bangunan gedung; dan 
b. penggunaan tenaga kerja asing.  

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan 

kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dikecualikan ……. 



  

  

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 
perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak 
swasta.  

 

Pasal 78 
 

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang 
Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 
pemberian Perizinan Tertentu. 

(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang 
pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu. 
 

Pasal 79 
 

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 

ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan 

standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan 
gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan 

plakat SLF.  
(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk 

permohonan persetujuan:  

a. Pembangunan baru;  
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum 

memiliki PBG dan/atau SLF; 

c. PBG perubahan untuk:   
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;  

2. perubahan lapis Bangunan Gedung;  
3. perubahan luas Bangunan Gedung;  
4. perubahan tampak Bangunan Gedung;  

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada 
Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek 
keselamatan dan/atau kesehatan;  

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat 
kerusakan sedang atau berat;  

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan 
Gedung cagar budaya; atau  

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan 

cagar budaya . 
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan 

pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.  
(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan 

milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan 
yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan. 

 

 
 

 Pasal 80 ……. 



  

  

Pasal 80 

 
(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan 
pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja 
asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai penggunaan tenaga kerja asing.  

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan 
tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, 

perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga 
sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di 
lembaga pendidikan. 

 
Pasal 81 

 
(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu 

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk 
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.  

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
ketentuan:  

a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur 
berdasarkan formula yang mencerminkan biaya 
penyelenggaraan penyediaan layanan; dan 

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur 
berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau 

jangka waktu layanan. 
(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terdiri atas:  

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:  
1. Luas Total Lantai;  

2. Indeks Lokalitas;  
3. Indeks Terintegrasi; dan  
4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:  
1. Volume;  
2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan  

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 
 

Pasal 82 
 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif 

Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin 
yang bersangkutan.  

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen 

izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, 
dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin 
tersebut. 

(3) Pelayanan ……. 



  

  

(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, biaya 
penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian 

layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai bangunan gedung. 

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja 

asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 
ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin 

memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan mengenai 
penggunaan tenaga kerja asing. 

 
Pasal 83 

 

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif 
Retribusi. 

(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan 

PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan 
perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan 

pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG. 
(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri atas:  

a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau  
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung. 

 

Pasal 84 
 

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan 
untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.  

(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, 
pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan 

dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan 
kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara. 
(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 
(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 

dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan 
penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu. 

(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran 
harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks 

Lokalitas. 
(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis 
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.  

(8) Tarif ……. 



  

  

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Perkada. 
 

Bagian Kelima 
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi 

Pasal 85 

 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis 
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan 

yang bersangkutan. 
(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan 

dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

BLUD. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan Perkada. 
 

BAB V 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 

Pendaftaran dan Pendataan Pajak 

Pasal 86 
 

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 
penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya 
kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan 
menggunakan: 

a. Surat Pendaftaran Objek Pajak, untuk jenis Pajak: 
1. Pajak Reklame; 

2. PAT; 
3. Opsen PKB; dan 
4. Opsen BBNKB. 

b. SPOP untuk jenis Pajak PBB-P2 
(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (2) oleh Wajib Pajak untuk jenis Pajak: 
a. BPHTB; dan 

b. PBJT atas: 
1. Makanan dan/atau Minuman; 
2. Tenaga Listrik; 

3. Jasa Perhotelan; 
4. Jasa Parkir; dan 

5. Jasa Kesenian dan Hiburan wajib mendaftarkan diri 

dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

(3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang 
diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

 
 

 (4) Selain ……. 



  

  

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor 
registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang 

dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan 
pendaftaran objek Pajak. 

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang 

pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) dan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk 

Berusaha (NIB). 
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik 

yang berstatus badan usaha milik negara atau badan 
usaha milik daerah. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang 
ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan 

data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah. 
 

Pasal 87 
 

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan 
Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, 

melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak 
dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek 
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah. 

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan 
dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2. 

 
Pasal 88 

 
(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

55 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 

registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan 
Wajib Pajak.  

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor 
registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau 

Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan 
diterima secara lengkap.  

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka  waktu 3 (tiga) 

bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. 
(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, 

NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan 

secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
sepanjang Wajib Pajak:  

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan  
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa 

keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali. 
 Pasal 89……. 



  

  

Pasal 89 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan 

pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 
dan Pasal 88  diatur dengan Perkada.  
 

Bagian Kedua 

Penilaian PBB P-2 
Pasal 90 

 

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

ditetapkan oleh Wali Kota. 
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-
P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. 

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi 
jual beli yang terjadi secara wajar. 

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat 

dilakukan dengan metode:  
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;  
b. nilai perolehan baru; atau  

c. nilai jual pengganti. 

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
ditetapkan berdasarkan proses penilaian.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur 

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 
Bagian Ketiga 

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang 

Pasal 91 
 

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak 

terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dengan 

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Wali Kota 
atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang 
secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau 
dimiliki oleh Daerah. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari 
jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran 

objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau 

Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang 
dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

 

(4) Pajak……. 



  

  

(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) 
tahun sejak terutangnya Pajak. 

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.  

(6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung 

untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai 
saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.  

(7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (force 
majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya 
tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan 

pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi 
jangka waktu yang belum dilalui. 

 

Pasal 92 
 

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 
terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT. 

(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
SKPD PBB-P2 dalam hal:  

a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah 
Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau 
Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam 

Surat Teguran; dan/atau  
b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain 

ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari 

jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak. 

 
Pasal 93 

 

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian 
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 
dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah 

untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.  
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung 

besarnya Retribusi yang terutang.  
(4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, 
pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan 
dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan 

kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan 
sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif 

Retribusi. 
(6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun 
dokumen elektronik. 

(7) Dokumen ……. 



  

  

(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, 
tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari 

aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik. 
 

Bagian Keempat 

Pembayaran dan Penyetoran 
Pasal 94 

 

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak 
yang terutang dengan menggunakan SSPD.  

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran 

berbasis elektronik.  
(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum 

tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat 
dilakukan melalui pembayaran tunai. 

(5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau 

penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:  

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1); dan  

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).  

(6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau 

penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 
10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.  

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat 

pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 
ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 1% (satu persen) per-bulan dari pajak 

terutang yang tidak atau kurang bayar atau disetor, 
dihitung dari tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan 
menggunakan STPD. 

(8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan hak 
atas tanah dan/atau bangunan dari jual beli sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) 
berdasarkan Nilai Perolehan Objek Pajak. 

(9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian 

pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual 
beli mengakibatkan: 
a. jumlah BPHTB lebih bayar atau tidak terutang, Wajib 

Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran BPHTB; atau 

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan 
pembayaran kekurangan dimaksud. 

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat 
dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli. 

 

Bagian Kelima ……. 



  

  

Bagian Kelima 

Penelitian SSPD BPHTB 
Pasal 95 

 
(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:  

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD 

BPHTB dengan NOPD yang tercantum:  
1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; 

dan  
2. pada basis data PBB-P2.  

b. kesesuaian NJOP Bumi per-meter persegi yang 

dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi 
per-meter persegi pada basis data PBB-P2;  

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang 

dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP 
bangunan per- meter persegi pada basis data PBB-P2;  

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai 
perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, 
tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB 

terutang atau yang harus dibayar;  
e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk 

besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan  
f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang 

dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria 

pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah.  

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah 
wasiat.  

(3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan 
kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.  

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan 

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 
(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak 

diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian 
di tempat. 

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang 
disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib 

Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut. 
 

Bagian Keenam 

Pajak Yang Dapat Dibayarkan oleh Pemerintah 
Pasal 96 

 
(1) PAT dan PBJT atas Tenaga Listrik dapat dibayarkan oleh 

Pemerintah.  

 

(2) PAT……. 



  

  

(2) PAT dan PBJT yang dibayarkan oleh Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Wajib 
Pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah 

di bidang kegiatan tenaga listrik yang Pajak terutangnya 
dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah. 

(3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang 
merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan 

usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran 

Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara. 

 

Bagian Ketujuh 
Pemungutan Retribusi 

Pasal 97 
 

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang 

yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 
(6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang 

bertindak selaku pemungut.  
(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh 
penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang 
diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib 

Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.  
(5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat 

pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu 
persen) per-bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau 

kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. 
(6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.  

(7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan 
dengan Perkada. 

 
Bagian Kedelapan 

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga 

Pasal 98 
 

(1) Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan 

pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.  

(2) Kerja……. 



  

  

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, 
pengawasan, dan pemeriksaan.  

(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas 

pemungutan Retribusi.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan 

kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perkada 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Kesembilan 

Pembukuan 

Pasal 99 
 

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan 
secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan 
ketentuan:  

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 
peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per-tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan; dan 

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat 
miliar delapan ratus juta rupiah) per-tahun dapat 
memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.  

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan 

atau kegiatan usaha yang sebenarnya.  
(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan. 
(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat 
digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.  

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia 

di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang 
pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.  

 
Bagian Kesepuluh 

Pelaporan 

Paragraf 1 
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD 

Pasal 100 

 
(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.  

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. 

(3) SPTPD……. 



  

  

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per 
jenis Pajak dalam satu Masa Pajak. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Wali Kota setelah berakhirnya Masa Pajak dengan 
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.  

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD. 

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya 

pembayaran. 
 

Pasal 101 

 
(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.  

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak 

untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan 
atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam 
SPTPD. 

(3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian 

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 
(lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak atau 
selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya. 

(4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikecualikan untuk BPHTB. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan 

penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
100 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas 
waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan dengan Perkada. 

 

Pasal 102 
 

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan 
SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) 
dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 

a. Untuk besaran pajak sampai dengan Rp.1.000.000,- 
(satu juta rupiah) denda ditetapkan sebesar Rp.50.000,- 
(lima puluh ribu rupiah); 

b. Untuk besaran pajak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 
sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 
denda ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu 

rupiah); 
c. Untuk besaran pajak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) denda ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima 
ratus ribu rupiah); dan 

d. Untuk besaran pajak diatas Rp.100.000.000,- (seratus 
juta rupiah) denda ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- 

(satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD. 
 
 (3) Sanksi……. 



  

  

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami 
keadaan di luar kekuasaannya (force majeure). 

(4) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
meliputi: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru hara; dan 

d. wabah penyakit. 
 

Pasal 103 
 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 

SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan 
Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus 

disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum 
kedaluwarsa penetapan.  

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD 
dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang 
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.  

(4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dihitung sebesar 1% (satu persen) per-bulan 

dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal 
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 
1 (satu) bulan. 

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.  

 

Paragraf 2  
Penelitian SPTPD  

Pasal 104 

 
(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian 

dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).  

(2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau 
penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;  

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan  

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau 
administrasi lainnya. 

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat 
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota 

atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD. 

(4) STPD ……. 



  

  

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan 

jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) 

per-bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung 
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 
bagian tahun pajak atau tahun pajak, untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

(5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi 
penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib 

Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
melakukan Pemeriksaan. 

 

Bagian Kesebelas 
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi 

Pasal 105 
 

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang 
melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan Pajak dan Retribusi.  
(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam hal:  
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi 

kelebihan pembayaran Pajak;  
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang 

menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar; atau  
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan 

berdasarkan analisis risiko.  

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau 

pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan 
Pemeriksaan, meliputi:  
a. pemberian NPWPD secara jabatan;  

b. penghapusan NPWPD;  
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;  

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau  
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan 

Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Perkada 
dengan berpedoman pada peraturan menteri mengenai 
pedoman Pemeriksaan Pajak. 

 
Pasal 106 

 

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 105, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib 
Retribusi yang diperiksa meliputi:  
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen 
lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek 
Retribusi yang terutang;  

b. memberikan……. 



  

  

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan 
guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau  

c. memberikan keterangan yang diperlukan.  
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 105, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara 

lain:  
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan 

kepada pemeriksa;  
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan 

penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan  

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan 
tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya 
Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan. 

 
Bagian Kedua Belas 

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak 

Paragraf 1 
Surat Ketetapan Pajak 

Pasal 107 
 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 

terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk 
dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk 
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan 

sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2). 

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar 
berdasarkan:  

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
105;  

b. penghitungan secara jabatan karena:  

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka 
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

100 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun 
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Teguran; atau  

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) atau Pasal 102 ayat 

(1).  
(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula 

belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak 
yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka 
penerbitan SKPDKBT. 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya 

dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit Pajak. 

 

 
 

 Pasal 108 ……. 



  

  

Pasal 108 

 
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 105 terdapat kelebihan pembayaran 
Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan 
SKPDLB. 

 
Pasal 109 

 
(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a 

dan huruf b angka 1 dikenakan sanksi administratif berupa 
bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per-bulan 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung 

sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, 
bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan 

diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b angka 2 

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% 
(dua koma dua persen) per-bulan dari pajak yang kurang 
atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya 

pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, 
atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan 

sanksi administratif berupa:  
a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok 

Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; 
atau  

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 
pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak 
selain yang dimaksud pada huruf a. 

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) dikenakan 
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% 

(seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut. 
(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal diterbitkan.   

 

Paragraf 2 

Surat Tagihan Pajak 

Pasal 110 
 

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 
terutangnya pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk 

dapat menerbitkan STPD. 
(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 

STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (1) dalam hal:  

a. Pajak ……. 



  

  

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau 

kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;  

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang 

dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau  
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda.  

(3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan 
STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:  
a. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 104 terdapat kekurangan pembayaran sebagai 
akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan 

administratif lainnya oleh Wajib Pajak;  
b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak 

atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; 
atau  

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda.  
(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf 
b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah 
dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 1% (satu persen) per-bulan dihitung dari pajak 
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo 
pembayaran sampai dengan pembayaran, untuk jangka 

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat 
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 

(satu) bulan. 
(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam 
persen) per-bulan dari pajak yang tidak atau kurang 

dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
 

Bagian Ketiga Belas 

Penagihan Pajak 

Pasal 111 
 

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 

merupakan dasar Penagihan Pajak.  
(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
pelunasan, dapat dilakukan imbauan.  

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo 
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan 
Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 
 

Pasal 112 ……. 



  

  

Pasal 112 

 
(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) Wali Kota berwenang 
menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:  

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan  

b. menerbitkan:  

1. Surat Teguran;  
2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;  

3. Surat Paksa;  
4. surat perintah melaksanakan penyitaan;  

5. surat perintah penyanderaan;  

6. surat pencabutan sita;  
7. pengumuman lelang;  

8. surat penentuan harga limit;  
9. pembatalan lelang; dan  
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Penagihan Pajak.  
(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 113 

 
(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 112 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat 

Teguran.  
(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh 
Penanggung Pajak. 

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang 
Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat 
Paksa.  

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas 

Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya 
tidak diterbitkan Surat Teguran. 

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum  dilakukan 
setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa 
tanpa didahului Surat Teguran.  

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak 

kepada Penanggung Pajak. 
(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang 

Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua 

kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat 

perintah melaksanakan penyitaan. 
(8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak 

tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan 

berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) 

berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui 
kantor lelang terhadap barang yang disita. 

(9) Penjualan ……. 



  

  

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah 

jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak 
pengumuman lelang. 

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), 
dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 
(empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan. 

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk 
membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk 

membayar Utang Pajak yang belum dibayar. 
 

Pasal 114 
 

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan 
Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika 
dan sekaligus apabila:  

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 
selama-lamanya atau berniat untuk itu;  

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang 

dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan 
atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan 

yang dilakukannya di Indonesia;  
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan 

membubarkan badan usahanya, menggabungkan 

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;  
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 

 

 
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh 

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

 
Pasal 115 

 
(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap 

Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik 

melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan 
besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan 

dan/atau penyanderaan. 
(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung 

Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau 

terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak. 
(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 116 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam 
Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

mengenai pedoman Penagihan Pajak. 
 
 

 
 

Bagian Keempat Belas……. 



  

  

Bagian Keempat Belas 

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi 

Pasal 117 
 

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 

tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang 

dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan 
saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 91 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1), jangka waktu 

5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.  

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):  

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau  
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa 

Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat 
Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.  

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 
Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah. 
(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari 
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.  

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan 
tersebut. 

 

Pasal 118 
 
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 

Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika:   
a. diterbitkan Surat Teguran; atau  
b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung.  
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan 
dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.  

(4) Pengakuan ……. 



  

  

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah.  

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi.  

 

Bagian Kelima Belas 
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi  

Pasal 119 

 
(1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk 

menentukan prioritas Penagihan Pajak.  
(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan 

Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3). 
(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan.  

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.  
(5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan setelah Penagihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 111 ayat (3) telah dilakukan sampai dengan 
batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), dibuktikan dengan 
dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan. 

(6) Penetapan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil 
koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah 

Daerah.  
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 

piutang Pajak diatur dalam Perkada. 

 
Pasal 120 

 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan. 
(2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang 

Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1).  
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 

kedaluwarsa diatur dengan Perkada. 

 
 

 
 
 

 
 

 Bagian Keenam Belas……. 



  

  

Bagian Keenam Belas 

Keberatan dan Banding 
Paragraf 1 

Keberatan Pajak 
 

Pasal 121 

 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota 
atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga.  
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak 
yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan 

Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau 
pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan 

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya.  

(4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) meliputi:  
a. bencana alam;  

b. kebakaran;  
c. kerusuhan massal atau huru-hara;  
d. wabah penyakit; dan/atau  

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.  
(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 

membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang 

telah disetujui Wajib Pajak.  
(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak 

dianggap sebagai surat keberatan.  

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman 
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan 

surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang 
ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka 
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar 
pada saat pengajuan keberatan  tertangguh sampai dengan 

1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1). 
 
 

 
 

 Pasal 122 ……. 



  

  

Pasal 122 

 
(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1).  

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
melakukan Pemeriksaan.  

(3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 121 ayat (7).  
(4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas 

keberatan dapat berupa:  

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang 

terutang menurut Wajib Pajak;  
b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 

berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan 

Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;  
c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 

penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat 
keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh 
Wajib Pajak; atau  

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam 
hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih 
besar dari Pajak yang terutang dalam surat 

keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh 
Wajib Pajak. 

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 

tersebut dianggap diterima.  
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian 

keberatan diatur dengan Perkada. 
 

Pasal 123 

 
(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian 

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak 

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
0,6% (nol koma enam persen) per-bulan dihitung dari pajak 

yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 
1 (satu) bulan.  

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 

denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

 
 

 
 

Paragraf 2 ……. 



  

  

Paragraf 2 

Keberatan Retribusi 
Pasal 124 

 

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan 

kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.  

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 

3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika 
Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) meliputi:  
a. bencana alam;  
b. kebakaran;  

c. kerusuhan massal atau huru-hara;  
d. wabah penyakit; dan/atau  

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota. 
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 
 

Pasal 125 
 

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan 
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.  
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas 

keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi 
yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak 

memberi suatu keputusan,  keberatan yang diajukan 
tersebut dianggap diterima seluruhnya. 

 

Pasal 126 
 

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau 
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma 

enam persen) per-bulan dihitung dari Retribusi yang lebih 
dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkannya SKRDLB.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan 

keberatan Retribusi diatur dalam Perkada. 

 
 

Paragraf 3 ……. 



  

  

Paragraf 3 

Banding 

Pasal 127 

 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan 
Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat 
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat 

(3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima 
dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan 

tersebut.  
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan 

dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 
(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 

1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.  
(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 128 

 
(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma 
enam persen) dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Putusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, 
sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) 

tidak dikenakan. 
(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan 

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa 
denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak 
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang 

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 
 

Bagian Ketujuh Belas 

Gugatan Pajak 
Pasal 129 

 
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:  

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan 
penyitaan, atau pengumuman lelang;  

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;  
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan 

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (3) 

dan Pasal 122; dan  
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan 

Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan 
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan hanya dapat diajukan ke 

badan peradilan pajak. 
Pasal 130  ……. 



  

  

Pasal 130 
 

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.   

 

Bagian Kedelapan Belas 
Pengurangan. Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau 

Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi  
dan/atau Sanksinya 

Paragraf 1 

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha 

Pasal 131 
 

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, 
Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku 

usaha di Daerah.  
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau 

penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau 
sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota 

berdasarkan pertimbangan, antara lain:  
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi;  

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena 
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya 

yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain 
yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;  

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro 
dan ultra mikro;  

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam 
mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam 

mencapai program prioritas nasional. 
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan 

kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.  
(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-
faktor antara lain: 

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib 
Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;  

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi;  
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak 

dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah 
dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; 
dan/atau  

d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.  

(6) Pemberian ……. 



  

  

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan 

sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, 
kecil, menengah, dan koperasi.  

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau 
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum 
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.  

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau 

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek 
strategis nasional. 

 
Pasal 132 

 
(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 131 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dan 

diberitahukan kepada DPRD.  
(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam 
memberikan insentif fiskal.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara 

pemberian insentif fiskal diatur dengan Perkada. 
 

Pasal 133 

 
(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 131 ayat (1) merupakan permohonan Wajib 
Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali 
Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan 

Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).  

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan 
bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang 

mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk 
menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan 
faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat 

(3) dan ayat (5). 
 

Paragraf 2 

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 
 

Pasal 134 
 

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau 
Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. 

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau 

tingkat likuiditas Wajib Pajak. 

(3) Kondisi ……. 



  

  

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah 
dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan 

tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, 
dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, 
huru-hara, dan/atau kerusuhan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara 
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 

pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau 
sanksinya diatur dengan Perkada. 

 

Paragraf 3 

Kemudahan Perpajakan Daerah 
Pasal 135 

 

(1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan 
daerah kepada Wajib Pajak, berupa:  

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 
Pajak; dan/atau  

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang. 

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a 
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di 

luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu 
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat 
diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 
Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan 
likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak 
sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 

pelunasan Pajak pada waktunya. 
(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 

Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak 
yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota. 

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 
(7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:  
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa 

angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan 

permohonan Wajib Pajak;  
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau 

masa angsuran atau lamanya penundaan yang 
dimohonkan Wajib Pajak; atau 

c. menolak permohonan Wajib Pajak.  

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a 
dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 

(dua puluh empat) bulan. 

(9) Pembayaran ……. 



  

  

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 

pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per-bulan dari 

jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (4) meliputi:  

a. bencana alam;  
b. kebakaran;  
c. kerusuhan massal atau huru-hara;  

d. wabah penyakit; dan/atau  
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.  

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara 

pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau 
penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau 

sanksinya diatur dengan Perkada. 
 

Bagian Kesembilan Belas 

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 136 
 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali 
Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan 

pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau 

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah.  

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.  
(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau 
Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan 
tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap 

permohonan Wajib Pajak. 
(4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta 
data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan. 

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau 
Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan 
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan  sejak tanggal 
surat permohonan pembetulan diterima.  

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) berisi keputusan berupa:  
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan 

membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat 
berupa menambahkan, mengurangkan, atau 
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun 

sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
Pajak; atau  

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil 
pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata 

cara yang ditentukan; dan  

c. menolak ……. 



  

  

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau 

pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diatur dengan Perkada. 

 

Bagian Kedua Puluh 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi 
 

Pasal 137 
 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang 
ditunjuk.  

(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan 
keputusan.  

(3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan 
keputusan.  

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat 
yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, 

permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau 
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB 
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

bulan.  
(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang 

Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 

Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya tersebut.  
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. 

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau 
Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota 
atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 

sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per-bulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak 

atau Retribusi. 
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian 

kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkada. 
 

Bagian Kedua Puluh Satu 

Opsen 
Paragraf 1 

Pemungutan 

Pasal 138 
 

(1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari PKB dan 
BBNKB; 

(2) Opsen ……. 



  

  

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk 
kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan 

Bermotor di wilayah Daerah. 
(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak 

sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar 
pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

dan Pasal 54. 
(4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak 

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB 
dan BBNKB. 

 

Paragraf 2 
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran  

Opsen PKB dan Opsen BBNKB 

Pasal 139 
 

(1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) 

ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  91 ayat (1).  

(2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar 

Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem 
administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. 

(4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan 
bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas 

Daerah provinsi. 
(5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan 

Penagihan. 
(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk 

Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau 

Opsen BBNKB. 
(7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas 

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian 
Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas 
Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

 
Paragraf 3 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB  
dan Opsen BBNKB  

Pasal 140 

 
(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran 

PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB, 

pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau 
BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian 

kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen 
BBNKB. 

(2) Dalam ……. 



  

  

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB 
PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 137. 
(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Wali Kota, pada hari penerbitan atau 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan. 

(4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Wali Kota mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen 
PKB, atau Opsen BBNKB kepada Gubernur paling lama 2 

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
 

Paragraf 4 
Sinergi Pemungutan Opsen 

Pasal 141 

 

(1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan 
Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan 
Pemerintah provinsi.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB 
dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Daerah 

dengan pemerintah provinsi dalam implementasi kebijakan 
yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, 
BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan 

Gubernur. 
 

Paragraf 5 

Rekonsiliasi Pajak 

Pasal 142 

 
(1) Wali Kota dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, 

melakukan rekonsiliasi data penerimaan Opsen PKB, Opsen 

BBNKB setiap triwulan. 
(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit membandingkan:  
a. SKPD atau SPTPD;  

b. SSPD;  

c. rekening koran bank; dan  

d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak 
dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. 

 

Bagian Kedua Puluh Satu 

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak  
dan Pemanfaatan Data 

Paragraf 1 
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak 

Pasal 143 
 

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, 
Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama 

optimalisasi pemungutan Pajak dengan:  
a. Pemerintah;  
b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota 

lain; dan/atau  
c. pihak ketiga. 

(2) Bentuk ……. 



  

  

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat meliputi:  
a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau 

informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau 
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan; 

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang 

perpajakan;  
e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan 

aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;  

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; 
dan  

g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk 
dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan 
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling 

menguntungkan.  
(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat 
dilaksanakan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi dan/atau Pemerintah kabupaten/kota lain.  

(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan 
bersama dengan pihak ketiga. 

 
Pasal 144 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat:  

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang 
dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1); 

dan  
b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1). 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 
(2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau 
dokumen lain yang disepakati.  

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja 

sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama. 
(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:  

a. subjek kerja sama;  
b. maksud dan tujuan;  

c. ruang lingkup;  
d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;  
e. jangka waktu perjanjian;  

f. sumber pembiayaan;  

g. penyelesaian perselisihan;  

h. sanksi;  
i. korespondensi; dan  
j. perubahan. 

 
 

Paragraf 2 ……. 



  

  

Paragraf 2 

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam 
Pemungutan Pajak 

Pasal 145 
 

(1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah 
Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada 

pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang 
digunakan untuk transaksi perdagangan. 

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan 
orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki 

omzet. 
 

BAB VI 

PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG 
KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI 

Bagian Kesatu 
Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi 

Pasal 146 
 

(1) Dalam upaya mendukung kemudahan berusaha dan 
berinvestasi, Pemerintah Daerah melaksanakan 
pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran 

tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.  
(2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau 

Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden 
berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak 
dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali. 

 

BAB VII 

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK 

Pasal 147 

 
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain 

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan 

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau 
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota  

untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. 

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:  
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai 

saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan  
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali 

Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat 

lembaga negara atau instansi Pemerintah yang 
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang 

Keuangan Daerah. 
(4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang 

memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib 
Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

(5) Untuk ……. 



  

  

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam 

perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai 
dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, 

Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan 

dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib 
Pajak yang ada padanya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, 
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara 

pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan 
yang diminta. 

 

BAB VIII 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Pasal 148 
 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah diberikan insentif pemungutan dari 
realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang disetorkan ke Kas Daerah atas dasar pencapaian 

kinerja tertentu yaitu pencapaian target penerimaan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.  

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui APBD.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pemberian 
insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Perkada berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 149 
 

(1) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan 
Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 148, hanya 
dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya 

pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara 
yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas 

dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. 
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang 

milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan 

perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa 
perjanjian. 

(3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib 
Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan 
Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan 

berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan 
Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini. 

(4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua 
peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan 
pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IX ……. 



  

  

BAB IX 

PENYIDIKAN 

Pasal 150 
 

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara 
Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah:  
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 

dan jelas;  
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;  

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi;  

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan 

Retribusi;  
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi;  

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;  

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau  

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 

dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

 
 
 (4) Penyidik ……. 



  

  

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 

umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. 

 
BAB X 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 151 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD 
BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak 

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar 
atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1), sehingga 

merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana 
sesuai  dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB 
dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak 

menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 
ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1), sehingga merugikan 

Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai  dengan 
ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
 

Pasal 152 
 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat 

dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir 
atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang 

bersangkutan berakhir. 
 

Pasal 153 
 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban 

membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga 
merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 

banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak 
atau kurang dibayar. 

 
Pasal 154 

 

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan 
data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
 
 

BAB XI ……. 



  

  

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 155 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:  
a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib 

Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Perda ini 

diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan 
peraturan Perda di bidang Pajak dan Retribusi yang 

ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini;  
b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap 
berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.  

 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 156 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:  
a. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang  

Pajak Daerah  (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 
2); 

b. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai 
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Binjai Nomor 3); 
c. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 

2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai 
Nomor 4); 

d. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Binjai 
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Binjai Nomor 5); 
e. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 10); 
f. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11); 
g. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 
Binjai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Binjai Nomor 14); dan 
 
 

 
 
 

 

h. Peraturan……. 







  

 
 

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak 
merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa 

penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan 
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu perubahan 

fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar 
pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 
yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% 

(dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah 
dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi 

Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah 
pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam 

Undang-Undang.  
Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan 

Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai penerimaan Pajak 
yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan 
melalui Opsen atas PKB dan Opsen BBNKB diharapkan akan menjadi solusi 

dalam pelaksanaan bagi hasil pajak provinsi yang selama ini sering 
mengalami keterlambatan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur 
lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari 

penerimaan Opsen PKB dan PBJT atas Tenaga Listrik.   
Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik 

pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa 
penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang 
dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun 

demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD 
dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan 
BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Selain 

itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas 
pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha 

atas pemanfaatan Aset Daerah.  
Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting 

dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara 

sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. 
Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD 

untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk 
kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha 
untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan 

guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.  
Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, 

Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka 

mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai 
mekanisme pemberian dukungan insentif dan penyesuaian tarif. Selain itu, 

dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak melalui penggalian potensi, 
Peraturan Daerah ini juga mengatur kerja sama optimalisasi pemungutan 
Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, 

maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan 

langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran 
vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.  
 

 
II.PASAL ……. 



  

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 : Cukup jelas 
 

Pasal 2 : Cukup jelas 
 

Pasal 3 : Cukup jelas 

 
Pasal 4 : Cukup jelas 

 

Pasal 5   
 

ayat (1) : Yang dimaksud dengan ‘kawasan’ adalah semua 
tanah dan bangunan yang digunakan oleh 
perusahaan perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha 
perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan 

hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha 
pertambangan 
 

ayat (2) : Cukup jelas 
 

ayat (3)   

 
huruf a : Cukup jelas 

 
huruf b : Yang dimaksud dengan ‘tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan’ adalah bahwa objek pajak 

itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, 
dan nyata tidak ditujukan untuk mencari 
keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari 
sosial/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, 

sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan 
nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah 
hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

huruf c : Cukup jelas 
 

huruf d : Cukup jelas 

 
huruf e : Cukup jelas 

 

huruf f : Cukup jelas 
 

huruf g : Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan 
untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass 
Rapid. Transit), lintas raya terpadu (Light Rail 
Transit), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang 
digunakan sebagai infrastruktur perhubungan 

untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk 
area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, 

lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas 
hiburan di stasiun. 
 

Huruf h……. 



  

 
 

huruf h : Cukup jelas 
 

huruf i : Cukup jelas 
 

Pasal 6 : Cukup jelas 
 

Pasal 7 : Cukup jelas 

 
Pasal 8       

ayat (1) : Cukup jelas 

 
ayat (2)   

huruf a : Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP 
hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah 
melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan 

kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat 
diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang 

dapat disesuaikan secara bertahap. 
 

huruf b : Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk 

pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang 
digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, 
persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih 

rendah dibandingkan dengan objek pajak yang 
digunakan untuk keperluan komersial. 

 
huruf c : Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi 

NJOP:  

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar 
pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;  

2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase 

dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;  
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar 

pengenaan PBB-P2 sebesar 100%. 
 

ayat (3) : Cukup jelas 

 
Pasal 9 : Cukup jelas 

 
Pasal 10 :  

 

ayat (1) : Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif 
pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual 
Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah).  
Contoh:  

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:  

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual 
Rp.300.000,00/m2;  

- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual                                         
Rp. 350.000,00/m2;  

- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 

50.000,00/m2;  

- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 
1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,00/m2. 

-  

Besarnya ……. 



  

 
 

 Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai 
berikut:  

1. NJOP Bumi: 800 x Rp. 300.000,00 = Rp. 
240.000.000,00  

2. NJOP Bangunan:  
a. Rumah dan garasi 400 x Rp. 350.000,00 =                               

Rp. 140.000.000,00  

b. Taman 200 x Rp. 50.000,00 = Rp. 
10.000.000,00  

c. Pagar (120 x 1,5) x Rp.175.000,00 = Rp. 

31.500.000,00   

- Total NJOP Bangunan = (Jumlah a) + (Jumlah 

b) + (Jumlah c) = Rp.181.500.000,00  

- Total NJOP Bumi dan Bangunan = (Jumlah 1) + 
(Jumlah 2) = Rp.421.500.000,00  

3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak =                                        
Rp. 10.000.000,00  

4. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = 

Rp.411.500.000,00 (Rp.421.500.000.00) – 
(Rp.10.000.000,00)  

5. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah                            0, 125% (Untuk NJOP 
Rp. 0 s/d Rp.500 juta) 

 
6. Pajak Bumi dan Bangunan terutang = 0,125% x 

Rp. 411.500.000,00 = Rp. 514.500.000,00- 

 
ayat (2) : Cukup jelas. 

 
ayat (3) : Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, 

maka keadaan objek pajak pada tanggal tersebut 

merupakan saat yang menentukan pajak yang 
terhutang.  
Contoh:  

a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2022 berupa 
tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Februari 

2022 bangunannya dibongkar, maka pajak yang 
terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak 
pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu keadaan 

sebelum bangunan dibongkar.  
b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2022 berupa 

sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada 
tanggal 10 Mei 2022 dilakukan pendataan, 
ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri suatu 

bangunan, maka pajak yang terutang untuk 
tahun 2022 tetap dikenakan pajak berdasarkan 
keadaan pada tanggal 1 Januari 2022, sedangkan 

bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 
2023. 

 
ayat (4) : Cukup jelas 

 

ayat (5) : Cukup jelas 
 
 

Pasal 11 ……. 



  

 
 

Pasal 11 :  
 

ayat (1) : Cukup jelas 
 

ayat (2) :  
huruf a :  

 

angka 1 : Cukup jelas 
 

angka 2 : Cukup jelas 

 
angka 3 : Cukup jelas 

 
angka 4 : Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang 

khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan/ 

atau bangunan kepada orang pribadi atau badan 
hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi 

hibah wasiat meninggal dunia. 
 

angka 5 : Cukup jelas 

 

angka 6 : Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan 
atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak 

atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi 
atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan 
hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada 

Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya 
tersebut. 

 
angka 7 : Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

adalah pemindahan sebagian hak bersama atas 

tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau 
badan kepada sesama pemegang hak bersama. 
 

angka 8 : Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan 
pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana 

yang tercantum dalam Risalah Lelang. 
 

angka 9 : Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi 
peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum 

sebagai salah satu pihak kepada pihak yang 
ditentukan dalam putusan hakim tersebut. 
 

angka 10 : Penggabungan usaha adalah penggabungan dari 
dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap 
mempertahankan berdirinya salah satu badan 

usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang 
menggabung. 

 
angka 11 : Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua 

atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan 

badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan 
usaha yang bergabung tersebut. 
 

Angka 12……. 



  

 
 

angka 12 : Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan 
usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan 

cara mendirikan badan usaha baru dan 
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada 

badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa 
melikuidasi badan usaha yang lama. 
 

angka 13 : Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa 
penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum 

kepada penerima hadiah. 
 

huruf b   
angka 1 : Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena 

kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak 

baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari 
negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. 

 
angka 2 : Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar 

pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas 

tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari 
Negara atau dari pemegang hak milik menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
ayat (3) :  

huruf a : Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau 
badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh 

Pemerintah 
 

huruf b : Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam 
jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh 

perundang-undangan yang berlaku. 
 

huruf c : Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan 

dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah 
yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria. 

 
huruf d : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan 

dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, 
yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh 
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 

perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak 

bertentangan dengan jiwa dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
  

 
Huruf e ……. 



  

 
 

huruf e : Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak 
milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan 

terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun 
meliputi juga hak atas bagian bersama, benda 

bersama, dan tanah bersama yang semuanya 
merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dengan satuan yang bersangkutan. 

 
huruf f : Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara 

yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, 
berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan 

tanah, bangunan tanah untuk keperluan 
pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian 
dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau 

bekerja sama dengan pihak ketiga. 
 

ayat (4) 
 

  

huruf a : Cukup jelas 

 
huruf b : Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan 

yang digunakan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum adalah 

tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah dan kegiatan 

yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari 
keuntungan, misalnya, tanah dan/atau bangunan 
yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah 

sakit pemerintah, jalan umum. 
 

huruf c : Yang dimaksud dengan Badan atau perwakilan 
lembaga internasional adalah badan atau 
perwakilan organisasi internasional, baik 

pemerintah maupun non pemerintah. 
 

huruf d : Cukup jelas 
 

huruf e : Yang dimaksud dengan konversi hak adalah 

perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru 
menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk 
pengakuan hak oleh Pemerintah. 

Contoh:  
Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat 

Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru. 
 
Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain 

dengan tidak adanya perubahan nama, antara lain 
memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya 

perubahan nama.  
Contoh:  
Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang 

dilaksanakan baik sebelum maupun setelah 
berakhirnya Hak Guna Bangunan. 

Huruf f ……. 



  

 
 

huruf f : Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan 
hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan 

sebagian dari harta kekayaan yang berupa hak milik 
tanah dan/atau bangunan dan melembagakannya 

untuk selama-lamanya untuk kepentingan 
peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa 
imbalan apapun 

 
huruf g : Cukup jelas 

 

huruf h : Cukup jelas 
 

Ayat (5) : Cukup jelas 
 

Ayat (6) : Cukup jelas 

 
Pasal 12 : Cukup jelas 

 
Pasal 13 : Cukup jelas 

 

Pasal 14 : Cukup jelas 
 

Pasal 15 : Yang dimaksud dengan ’surat keputusan pemberian 

hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan 
hak’ adalah surat keputusan pemberian hak baru 

yang menyebabkan terjadinya perubahan nama. 
 

Pasal 16 : Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan 

bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan 
kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, 
kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor 

bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas 
tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek 

BPHTB.  
Contoh:  
Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat 

keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak 
atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi 

atau Badan karena wakaf. 
 

Pasal 17 : Cukup jelas 

 
Pasal 18 : Cukup jelas 

 

Pasal 19 : Cukup jelas 
 

Pasal 20  
 

 

Ayat (1)   

 
 

 
Huruf a ……. 

 

 
 



  

 
 

Huruf a : Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan 
dan/atau Minuman:  

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan 
minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari 

tempat lain (pabrik roti), kemudian 
didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual 
kepada konsumen. Toko Roti A tidak 

menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan 
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko 
Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, 

sehingga atas penjualan roti dan minuman yang 
dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan 

merupakan objek pajak pertambahan nilai. 
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X 

melakukan penjualan roti dan minuman kepada 

konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain 
(pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui 

Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. 
Untuk meningkatkan pelayanannya kepada 
konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan 

kursi kepada konsumen untuk menyantap di 
tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud 
merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti 

dan minuman yang dilakukan terutang PBJT 
bukan objek pajak pertambahan nilai.  

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat 
Pertokoan Y melakukan produksi (proses 
pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) 

sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko 
dimaksud hanya melakukan pembuatan dan 
penjualan langsung kepada konsumen tanpa 

menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan 
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko 

Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran 
sehingga atas penjualan roti dan minuman yang 
dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan 

merupakan objek pajak pertambahan nilai. 
Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang 

memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi 
perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung 
pada pelayanan riil toko roti apakah hanya 

menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan 
selayaknya Restoran. 

 

Huruf b : Cukup jelas 
 

Ayat (2) : Cukup jelas 
 

Pasal 21 : Cukup jelas 

 
Pasal 22 : Cukup jelas 

 
Ayat (1)   

 

 
Huruf a ……. 



  

 
 

Huruf a : Cukup jelas 
 

Huruf b : Cukup jelas 
 

Huruf c : Cukup jelas 
 

Huruf d : Cukup jelas 

Huruf e : Cukup jelas 
 

Huruf f : Cukup jelas 

 
Huruf g : Cukup jelas 

 
Huruf h : Cukup jelas 

 

Huruf i : Cukup jelas 
 

Huruf j : Yang dimaksud dengan ‘tempat tinggal pribadi yang 
difungsikan sebagai hotel’ adalah rumah, apartemen, 
dan kondominium yang disediakan sebagai jasa 

akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak 
termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka 
panjang (lebih dari satu bulan). 

 
Huruf k : Cukup jelas 

 
Ayat (2)   

 

Huruf a : Cukup jelas 
 

Huruf b : Cukup jelas 

 
Huruf c : Cukup jelas 

 
Huruf d : Cukup jelas 

 

Huruf e : Yang dimaksud dengan ‘persewaan ruangan untuk 
diusahakan di hotel’ adalah ruangan yang disewa 

oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan 
usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan 
tunai mandiri (ATM) di dalam hotel. 

 
Pasal 23   

ayat (1)   

 
huruf a : - Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha meliputi tempat 
parkir di areal pertokoan, hotel, mall, perkantoran, 
restoran, hiburan, pasar dan tempat parkir lainnya 

yang sejenis; 

- Penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan 
sebagai suatu usaha meliputi penyediaan tempat 

parkir insidentil, penyediaan tempat penitipan 
kendaraan bermotor, lokasi/gudang/ garasi yang 
disewakan untuk digunakan sebagai tempat parkir 

dan tempat parkir lainnya yang sejenis. 

Huruf b……. 



  

 
 

huruf b : Yang dimaksud ‘parkir vallet’ adalah suatu bentuk 
pelayanan jasa parkir dengan pelaksanaan parkir 

yang dilakukan oleh petugas parkir, sehingga 
memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir. 

 
ayat (2) : Cukup jelas 

 

Pasal 24 
 

  

Ayat (1) 
 

  

Huruf a : Cukup jelas 

 
Huruf b : Cukup jelas 

 

Huruf c : Cukup jelas 
 

Huruf d : Cukup jelas 
 

Huruf e : Yang dimaksud dengan pameran adalah segala 

bentuk kegiatan yang mempertunjukkan, 
mempertontonkan, memperagakan, 

memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan 
informasi mengenai satwa, tumbuhan, otomotif, 
elektronik, seni budaya, seni ukir, barang seni, 

property, dan hasil produksi barang dan/atau jasa 
lainnya. 
 

Huruf f : Cukup jelas 
 

Huruf g : Cukup jelas 
 

Huruf h : Yang dimaksud dengan ‘permainan ketangkasan’ 

adalah bentuk permainan yang berada di dalam 
kawasan arena dan/atau taman bermain yang 
dipungut bayaran, baik yang berada di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan 
ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, 

paintball, dan sebagainya. 
 

Huruf i : Yang dimaksud dengan ‘olahraga permainan’ adalah 

bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti 
tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, 

lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang 
dikenakan bayaran atas penggunaannya. 
 

Huruf j : Cukup jelas 
 

Huruf k : Cukup jelas 

 
Huruf l : Cukup jelas 

 
Ayat (2) : Cukup jelas 

 

Pasal 25   
Ayat (1) : Cukup jelas 

Ayat (2)……. 



  

 
 

Ayat (2) : Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu 
oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi 

yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat 
tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam 

kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT 
adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat 
tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada 

konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran 
atau pengelolaan melalui platform digital. 

Pasal 26 

 

  

Ayat (1) : Cukup jelas 

 
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucer 

antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah 

(gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik. 
 

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran 
termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak 
memuat nilai rupiah atau mata uang lain. 

 
Ayat (4) : Cukup jelas 

 

Pasal 27 
 

  

Ayat (1) : Cukup jelas 
 

Ayat (2) : Cukup jelas 

 
Ayat (3) : Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam 

penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk 

menetapkan golongan tarif satuan listrik 
 

Ayat (4) : Cukup jelas 
Pasal 28 : Cukup jelas 

 

Pasal 29 : Cukup jelas 
 

Pasal 30 : Cukup jelas 
Ayat (1) :  Cukup jelas 

 

Ayat (2)   
 

huruf a : - Yang dimaksud dengan ‘reklame papan/bilboard’ 

adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat 
dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, 

tinplate, colibrite, vynil, almunium, fiberglass, 
kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan 
lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang 

disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau 
ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, 
dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, 

disinari maupun yang tidak bersinar. 
 

 
- Yang ……. 



  

 
 

- Yang dimaksud dengan ‘Reklame 
Videotron/Megatron’ adalah reklame yang bersifat 

tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan 
layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan / 
atau tulisan yang dapat berubah ubah, terprogram 

dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk 
didalamnya elektronik display/LED. 

 
huruf b : Yang dimaksud dengan ‘Reklame Kain’ adalah 

reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau 

mempromosikan suatu even atau kegiatan yang 
bersifat insidentil menggunakan bahan kain, 

termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, 
termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-
umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), 

tenda, crey, banner, giant banner, standing banner 
dan baliho. 
 

huruf c : Yang dimaksud dengan ‘Reklame Melekat, Stiker’ 
adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas 

diselenggarakan dengan cara ditempelkan, 
dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu 
benda. 

 
huruf d : Yang dimaksud dengan ‘Selebaran’ adalah reklame 

yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan 

dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat 
diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, 

dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda 
lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat, 
dan reklame dalam undangan. 

 
huruf e : Yang dimaksud dengan ‘Reklame berjalan’ adalah 

reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau 
benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan 
dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara 

dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk 
didalamnya reklame pada gerobak/ rombong, 
kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 

 
huruf f : Yang dimaksud dengan ‘Reklame udara’ adalah 

reklame yang diselenggarakan di udara dengan 
menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat 
lain yang sejenis. 

 
huruf g : Yang dimaksud dengan ‘Reklame Apung’ adalah 

reklame yang diselenggarakan di atas air dengan 
menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain 
yang sejenis. 

 
huruf h : Yang dimaksud dengan ‘Reklame Film/Slide’ adalah 

Reklame yang diselenggarakan dengan cara 

menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau 
film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, 

sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau 
dipancarkan 

Huruf i……. 



  

 
 

huruf i : Yang dimaksud dengan ‘Reklame Peragaan’ adalah 
Reklame yang diselenggarakan dengan cara 

memperagakan suatu barang dengan atau tanpa 
disertai suara. 

ayat (3)   
 

huruf a : Cukup jelas 

 
huruf b : Cukup jelas 

 

huruf c : - Dengan adanya ketentuan ini, maka reklame yang 
memuat nama pengenal usaha atau profesi (tanpa 

lebel/merek produk tertentu) yang dipasang 
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi 
tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 
2m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di 

atas tanah/bangunan yang bersangkutan tidak 
dikenakan pajak reklame. 

- Reklame yang memuat nama pengenal usaha atau 
profesi yang dikenakan pajak reklame adalah 
selain reklame sebagaimana tersebut di atas, 

antara lain:  
1. reklame yang memuat nama pengenal usaha 

atau profesi yang disertai dengan lebel/merek 

produk tertentu;  
2. reklame yang memuat nama pengenal usaha 

atau profesi dengan luas tidak melebihi 2 m² 
(dua meter persegi), dan jumlahnya lebih dari 1 
(satu) reklame. 

 
huruf d : Cukup jelas 

 

huruf e : Yang dimaksud dengan reklame dalam rangka 
kegiatan politik, sosial dan keagamaan adalah 

reklame yang memuat tentang kegiatan politik, 
sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial. 
Untuk memastikan lembaga sosial dan keagamaan 

tersebut tidak bersifat komersial antara lain dapat 
diketahui dari Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga dari lembaga tersebut. 
 

Pasal 31 : Cukup jelas 

Pasal 32 : Cukup jelas 
 

Pasal 33 : Cukup jelas 

 
Pasal 35 : Cukup jelas 

 
Ayat (1) : Cukup jelas 

 

 
 

Ayat (2) ……. 

 



  

 
 

Ayat (2) : Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah 
untuk keperluan dasar rumah tangga dan pengairan 

pertanian dan perikanan rakyat tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Pasal 36 : Cukup jelas 

 
Pasal 37 : Cukup jelas 

 

Pasal 38 : Cukup jelas 
 

Pasal 39 : Cukup jelas 
 

Pasal 40 : Cukup jelas 

 
Pasal 41 : Cukup jelas 

 
Pasal 42 : Cukup jelas 

 

Pasal 43 : Cukup jelas 
 

Pasal 44 : Cukup jelas 

 
Pasal 45 : Cukup jelas 

 
Pasal 46 
 

: Cukup jelas 

Pasal 47 : Cukup jelas 
 

Pasal 48 : Cukup jelas 

 
Pasal 49 : Cukup jelas 

 
Pasal 50 : Cukup jelas 

 

Pasal 51 : Cukup jelas 
 

Pasal 52 : Cukup jelas 
 

Pasal 53 : Cukup jelas 

 
Pasal 54 : Cukup jelas 

 

Pasal 55 : - Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi 
pada saat timbulnya objek pajak yang dapat 

dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan 
administrasi perpajakan saat terutangnya pajak 
dapat terjadi pada:  

b. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;  
c. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau  
d. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.  

 
 

 
- Yang ……. 



  

 
 

- Yang dimaksud dengan ‘syarat subjektif’ adalah 
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan 

mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah.  

- Yang dimaksud dengan ‘syarat objektif’ adalah 
persyaratan yang sesuai dengan ketentuan 

mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah. 

 

Pasal 56 : Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur 
penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk 

pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan 
dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan 
umum yang disediakan melalui skema pembiayaan 

kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. 
 

Pasal 57 : Cukup jelas 

Pasal 58 : Cukup jelas 
 

Pasal 59 : Cukup jelas 
 

Pasal 60 : - Termasuk pelayanan administrasi antara lain 

pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan 
surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang 
secara umum bersifat penatausahaan pelayanan 

kesehatan.  

- Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi. 
 

Pasal 61 : Cukup jelas 
 

Pasal 62 : Cukup jelas 
 

Pasal 63 : Cukup jelas 

 
Pasal 64 : Cukup jelas 

 
Pasal 65 : Cukup jelas 

 

Pasal 66 : Cukup jelas 
 

Pasal 67 : Cukup jelas 

 
Pasal 68 : Cukup jelas 

 
 
 

 
 

 
 

Pasal 69 ……. 

 



  

 
 

Pasal 69 : Yang dimaksud dengan ‘tempat khusus parkir di 
luar badan jalan’ adalah tempat khusus parkir di 

luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir 
di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah 
tempat parkir yang disediakan di gedung atau 
bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, 
pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum 
lainnya milik Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 70 : Cukup jelas 

 
Pasal 71 : Cukup jelas 

 

Pasal 72 : Cukup jelas 
 

Pasal 73 : Yang dimaksud dengan ‘pemanfaatan barang milik 
daerah’ adalah pendayagunaan barang milik daerah 
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas 

dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik 
daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 
 

Pasal 74 : Cukup jelas 
 

Pasal 75 : Cukup jelas 
 

Pasal 76 : Cukup jelas 

 
Pasal 77 : Cukup jelas 

 

Pasal 78 : Cukup jelas 
 

Pasal 79 : Cukup jelas 
 

Pasal 80 : Cukup jelas 

 
Pasal 81 : Cukup jelas 

 
Pasal 82 : Cukup jelas 

 

Pasal 83 : Cukup jelas 
 

Pasal 84 : Cukup jelas 

 
Pasal 85 : Cukup jelas 

Pasal 86 
 

  

ayat (1) : Cukup jelas 

 
ayat (2) : Cukup jelas 

 
ayat (3) : Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan 

untuk seluruh kewajiban jenis Pajak. 

 
Ayat (4) ……. 



  

 
 

ayat (4) : Contoh: Orang pribadi ‘A’ memiliki sebuah rumah 
(tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah 

restoran, serta dan membuka usaha rekreasi 
wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud 

berada di kota ‘B’. Atas objek-objek dimaksud, orang 
pribadi ‘A’ hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat 

memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor 
registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan 
sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan 

perpajakan daerah:  
a. Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) untuk tanah 

dan bangunan rumah yang dimilikinya;  
b. Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) untuk usaha 

restoran; dan  

c. Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) untuk usaha 
waterboom. 

 
ayat (5) : Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 

nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan 

dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak 
dimaksud dalam basis data (profiling system) 
pemerintah daerah. 
 

ayat (6) : Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor 

Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan 
nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam 

basis data (profiling system) pemerintah daerah. 
 

ayat (7) : Cukup jelas 

 
Pasal 87 : Cukup jelas 

 
Pasal 88 : Cukup jelas 

 

Pasal 89 : Cukup jelas 
Pasal 90 : Cukup jelas 

 

Pasal 91 : Cukup jelas 
 

Pasal 92 : Yang dimaksud dengan ‘SPPT’ adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk 
membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan 

dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-
P2 

 
Pasal 93 : Cukup jelas 

 

 
 
 

Pasal 94 ……. 
 

 
 
 



  

 
 

Pasal 94 : Yang dimaksud dengan ‘dilarang diborongkan’ 
adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan 

Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya 
Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan 

penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan 
dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya 
kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka 

mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain 
pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau 
penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. 

 
Pasal 95 : Cukup jelas 

 
Pasal 96 : Cukup jelas 

 

Pasal 97 : Cukup jelas 
 

Pasal 98     
ayat (1) : Cukup jelas 

 

ayat (2) : Cukup jelas 
 

ayat (3) : Yang dimaksud dengan ‘pertimbangan efisiensi dan 

efektivitas Pemungutan Retribusi’ adalah 
pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak 

ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien 
dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan 
apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemda, serta 

dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal. 
 

ayat (4) : Cukup jelas 

 
Pasal 99 : Cukup jelas 

 
Pasal 100 : Cukup jelas 

 

Pasal 101 : Cukup jelas 
 

Pasal 102 
 

  

ayat (1) : Cukup jelas 

 
ayat (2) : Cukup jelas 

 

ayat (3) : Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:  

a. bencana alam;  
b. kebakaran;  
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau 

d. wabah penyakit;  
Ayat (4) : Cukup jelas 

 
 
 

Pasal 103 ……. 
 



  

 
 

Pasal 103 
 

  

Ayat (1) : Cukup jelas 
 

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan ‘kedaluwarsa penetapan’ 
adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat 
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, 

bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 
 

Ayat (3) : Cukup jelas 

 
Ayat (4) : Cukup jelas 

 
Ayat (5) :  Cukup jelas 

 

Pasal 104 
 

: Cukup jelas 

Pasal 105   
 

ayat (1) : Cukup jelas 

 
ayat (2)   

 

huruf a : Cukup jelas 
 

huruf b : Cukup jelas 
 

huruf c : Analisis risiko dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib 
Pajak yang meliputi:  
a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; 

dan  
b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang. 

 
ayat (3) : Cukup jelas 

 

ayat (4) : Cukup jelas 
 

ayat (5) : Cukup jelas 
 

Pasal 106 : Cukup jelas 

 
Pasal 107 
 

  

ayat (1)  Cukup jelas 
 

ayat (2)   
 

huruf a  Cukup jelas 

 
huruf b : Yang dimaksud dengan ‘penghitungan secara 

jabatan’ adalah penghitungan besaran Pajak 
terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang 
ada pada Pemerintah Daerah.  

 
Contoh ……. 



  

 
 

Contoh:  
Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, 

tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak 
kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, 

dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Wali 
Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung 
dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan 

berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi 
yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat 
diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, 

konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun 
cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, 

dan/atau informasi. 
 

ayat (3) : Cukup jelas 

 
ayat (4) : Cukup jelas 

 
Pasal 108 : Cukup jelas 

 

Pasal 109 
 

  

ayat (1) : Cukup jelas 

 
 

Ayat (2) 
 

  

huruf a : Contoh:  

Wajib Pajak Restoran A melaporkan SPTPD PBJT 
masa Pajak Januari 2O25 dengan Pajak terutang 
yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar 

Rp.100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan 
Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 

21 Februari 2O25, sementara batas waktu 
pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda PDRD 
adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah 

berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, 
berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran 
penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang 
dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak 

dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji 
kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.  
 

 
 

 
 
 

Dalam ……. 
 

 
 
 

 
 



  

 
 

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak 
kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan 

pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa 
Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan 

pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan 
pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran 
PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang 

yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak 
melakukan penghitungan Pajak terutang secara 
jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui 

konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang 
dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak 

terutang yang seharusnya menurut Wali Kota 
adalah sebesar Rp250.000.00O,- Pemeriksaan 
selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 

April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan 
kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan 

dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara 
jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar 
Rp.150.000.000.- (Rp.250.000.000.- - 

Rp.100.000.000,00).  
Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai 
berikut:  

a. pokok Pajak kurang bayar = Rp.150.000.000,-  
b. sanksi bunga = Rp.9.900.000,- (Rp.150.000.000 x 

2,2% x 3)  
c. sanksi kenaikan = Rp.75.000.000,-                           

(Rp.150.000.000,- x 50%)  

Jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam 
SKPDKB = Rp.234.900.000,- 

huruf b : Cukup jelas 

 
ayat (3) : Cukup jelas 

 
ayat (4) : Cukup jelas 

 

Pasal 110 : Cukup jelas 
 

Pasal 111 
 

  

ayat (1)  Cukup jelas 

 
ayat (2) : Yang dimaksud dengan ‘imbauan’ adalah pemberian 

informasi kepada penanggung Pajak sebagai 

pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi 
utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat 

teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat 
imbauan atau melalui media lainnya. 

ayat (3) : Yang dimaksud dengan ‘ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan’ adalah 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa. 

Pasal 112……. 



  

 
 

Pasal 112 : Cukup jelas 
 

Pasal 113 
 

  

ayat (1) : Yang dimaksud dengan ‘Surat Teguran’ adalah surat 
peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk 
menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak 

untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya 
Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan 
 

ayat (2) : Cukup jelas 
 

ayat (3) : Cukup jelas 
 

ayat (4) : Cukup jelas 

 
ayat (5) : Cukup jelas 

 
ayat (6) : Cukup jelas 

 

 
ayat (7) : Yang dimaksud dengan ‘surat perintah 

melaksanakan penyitaan’ merupakan surat perintah 

yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan. 
 

ayat (8) : Yang dimaksud dengan ‘biaya Penagihan Pajak’ 
merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat 
perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman 

lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya 
sehubungan dengan Penagihan Pajak. 
 

ayat (9) : Cukup jelas 
 

ayat (10) : Cukup jelas 
 

ayat (11) : Cukup jelas 

 
Pasal 114 : Cukup jelas 

 
Pasal 115 : Cukup jelas 

 

Pasal 116 : Cukup jelas 
 

Pasal 117 : Cukup jelas 

 
Pasal 118 : Cukup jelas 

 
Pasal 119 : Cukup jelas 

 

Pasal 1120 : Cukup jelas 
 

Pasal 121 
 

  

ayat (1) : Cukup jelas 

 
Ayat (2) ……. 



  

 
 

ayat (2) : Cukup jelas 
 

ayat (3) : Cukup jelas 
 

ayat (4)   
 

huruf a : Cukup jelas 

 
 huruf b : Cukup jelas 

 

huruf c : Cukup jelas 
 

huruf d : Cukup jelas 
 

huruf e  Yang dimaksud dengan ‘keadaan lain berdasarkan 

pertimbangan Wali Kota’ merupakan keadaan di luar 
kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian 

objektif Wali Kota yang menyebabkan Wajib Pajak 
tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan 
keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di 

remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh 
pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak 
terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi 

dokumen pendukung pengajuan keberatan. 
 

ayat (5) : Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan 
pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus 
melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban 

perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. 
Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib 
Pajak mengajukan keberatan.  

Contoh:  
Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak 

terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, 
Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan atas 
Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. 

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah 
menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang 

masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai 
Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang 

masih harus dibayar senilai Rp500.000.000.  
Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila 
telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah 

disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan 
tersebut senilai Rp500.000.000,- 

 
ayat (6) : Cukup jelas 

 

ayat (7) : Cukup jelas 
ayat (8) : Cukup jelas 

 
ayat (9) : Cukup jelas 

 

Pasal 122 ……. 
 



  

 
 

Pasal 122 : Cukup jelas 
 

Pasal 123 : Cukup jelas 
 

Pasal 124 : Cukup jelas 
 

Pasal 125 : Cukup jelas 

 
Pasal 126 : Cukup jelas 

 

Pasal 127 : Cukup jelas 
 

Pasal 128 : Cukup jelas 
 

Pasal 129 : Cukup jelas 

 
Pasal 130 : Cukup jelas 

 
Pasal 131 : Cukup jelas 

 

Pasal 132 : Cukup jelas 
 

Pasal 133 : Cukup jelas 

 
Pasal 134 : Cukup jelas 

 
Pasal 135   

 

ayat (1) : Cukup jelas 
 

ayat (2) ; Cukup jelas 

ayat (3) : Contoh:  
Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di 

suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu 
pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa 
Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 

Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk 
pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 

September untuk pembayaran dan tanggal 15 
September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib 
Pajak Reklame di daerah tersebut. 

 
ayat (4) : Cukup jelas 

 

ayat (5) : Cukup jelas 
 

ayat (6) : Cukup jelas 
 

ayat (7) : Cukup jelas 

 
ayat (8) : Cukup jelas 

 
 
 

Ayat (9) ……. 
 



  

 
 

ayat (9) : Contoh: 
Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar 

Rp.100.000.000,-  untuk masa Pajak April 2O25 
yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 

Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan 
mulai tanggal 1 Juni 2O25 dengan pembayaran pro-
rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran 

angsuran Pajak adalah sebagai berikut:  
a. pembayaran angsuran pertama tanggal l Juni 

2025 = Rp.25.000.000,-  

Sanksi Administratif = Rp.600.000,-                           
(Rp.100.000.000,- x 0,6%)  

b. pembayaran angsuran kedua tanggal I Juli 2025 
= Rp.25.000.000,-  
Sanksi Administratif = Rp.450.000,- 

(Rp.75.000.000,00 x 0,6%)  
c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 

2025 = Rp.25.000.000,- 
Sanksi Administratif: Rp300.000,00 
(Rp.50.000.000,- x 0,6%)  

d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 
September 2025 = Rp.25.000.000,- 
Sanksi Administratif Rp.150.000,-

(Rp.25.000.000,- x 0,6%) 
 

ayat (10) : Cukup jelas 
 

ayat (11) : Cukup jelas 

 
Pasal 136 : Cukup jelas 

 

Pasal 137   
 

ayat (1) : Cukup jelas 
 

ayat (2) : Cukup jelas 

 
ayat (3) : Cukup jelas 

 
ayat (4) : Cukup jelas 

 

ayat (5) : Yang dimaksud dengan ‘Utang Pajak atau Utang 
Retribusi lainnya’ merupakan Utang Pajak atau 
Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh 

Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak 
atau Retribusi yang diajukan pengembalian 

kelebihan pembayaran.  
 

ayat (6) : Cukup jelas 

 
ayat (7) : Cukup jelas 

 
ayat (8) : Cukup jelas 

 

 
Pasal 138 ……. 



  

 
 

Pasal 138   
 

ayat (1) : Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran 
pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB 

dalam satu ketetapan. 
 

ayat (2) : Cukup jelas 

 
Ayat (3) : Cukup jelas 

 

ayat (4) : Yang dimaksud dengan ‘bersamaan’ merupakan 
pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB 

dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau 
BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan 
(split payment) secara langsung atau otomatis. 

 
Pasal 139 : Cukup jelas 

 
Pasal 140 : Cukup jelas 

 

Pasal 141 : Cukup jelas 
 

Pasal 142 : Cukup jelas 
 

Pasal 143   

 
ayat (1)   

huruf a : Cukup jelas 

 
huruf b : Cukup jelas 

 
huruf c : Yang dimaksud dengan ‘pihak ketiga’ merupakan 

pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak 
lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan 
optimalisasi pemungutan Pajak 

 
ayat (2)   

 
huruf a : Cukup jelas 

 

huruf b : Yang dimaksud ‘pengawasan Wajib Pajak bersama’ 
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 

bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini 
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain 
dengan mekanisme tertentu untuk menguji 

kepatuhan Wajib Pajak.  
Contoh:  
Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data 

dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan 
(visit) kepada Wajib Pajak. 

 
huruf c : Cukup jelas 

 

 
huruf d ……. 
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34. Pembersihan karang gigi 10.000,- 20.000,- 30.000,- 

35. Tindakan operatif gigi 50.000,- 100.000,- 150.000,- 

36. Incisi Abses gigi 30.000,- 70.000,- 100.000,- 

37. 
Pramedikasi/Penambalan 
sementara 

20.000,- 30.000,- 50.000,- 

38. 
Tumpatan resin komposit/GIC 
sederhana 

25.000,- 75.000,- 100.000,- 

39. Persalinan normal 100.000,- 150.000,- 250.000,- 

40. Persalinan dengan komplikasi 100.000,- 250.000,- 350.000,- 

41. Persalinan kembar 100.000,- 300.000,- 400.000,- 

42. 

Persalinan di luar Puskesmas 

oleh bidan Puskesmas pada 
jam kerja 

100.000,- 150.000,- 250.000,- 

43. Perawatan bayi 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

44. Pemeriksaan kehamilan ANC 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

45. Pemeriksaan PNC 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

46. Buka/Pasang IUD 20.000,- 20.000,- 40.000,- 

47. Buka/Pasang Inflan 20.000,- 20.000,- 40.000,- 

48. Pemeriksaan IVA 5.000,- 10.000,- 15.000,- 

49. Jahit luka perineum 20.000,- 30.000,- 50.000,- 

49. Jahit luka perineum 20.000,- 30.000,- 50.000,- 

50. 
Pemeriksaan kehamilan dalam 
rangka pemberian surat cuti 

melahirkan 

10.000,- 10.000,- 20.000,- 

51. 
Bedah minor khusus seperti 

lipoma, atheroma 
50.000,- 50.000,- 100.000,- 

52. Cooling spooling 10.000,- 30.000,- 40.000,- 

53. Kumbah lambung 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

54. Rapat Inap Pasien:    

55. Pemeriksaan tinja makromikro 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

56. Pemeriksaan air seni: 

 a. Albumin 10.000,- 5.000,- 15.000,- 

 b. Redukasi 10.000,- 5.000,- 15.000,- 

 c. Urobilin 10.000,- 5.000,- 15.000,- 

 d. Bilirubin 10.000,- 5.000,- 15.000,- 

 e. Sedimen 10.000,- 5.000,- 15.000,- 

 f. Tes Kehamilan 10.000,- 5.000,- 15.000,- 

57. Cek Golongan darah 5.000,- 5.000,- 10.000,- 

58. Pemeriksaan Darah: 

 a. Darah Lengkap 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

 b. Hemoglobin 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

 c. Leocosty 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

 d. Hitung Differensial 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

 e. BBS 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

 f. Erytrocyt 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

 g. Golongan Darah 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

 h. Malaria (Tetes Tebal) 10.000,- 10.000,- 20.000,- 

59. Kimia Darah 

 a. Bilirubin 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 b. Cholestrol 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 c. BSN 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 d. Glucose 2 jam PP 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 e. SGOT 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 f. SGPT 15.000,- 10,000,- 25.000,- 
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 g. TTT 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 h. Protein 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 i. Uric Acid  15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 j. Tess Fall Hati 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 k. Serum Creatinin 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 l. Alkali Phosfatase 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 m. Calsium 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

 n. Trigliserid 15.000,- 10,000,- 25.000,- 

60. Bacteriologis: 

 a. GO 20.000,- 10.000,- 30.000,- 

 b. BTA 10.000,- 15.000,- 25.000,- 

61. Pemakaian Ambulance    

 
a. Di dalam wilayah kerja 

Puskesmas biasa (PP) 
150.000,- 100.000,- 250.000,- 

 
b. Di dalam wilayah kerja 

Puskesmas sulit (PP) 
200.000,- 100.000,- 300.000,- 

 
c. Keluar wilayah kerja 

Puskesmas selebihnya 
setiap KM (PP) 

20.000,- 200.000,- 220.000,- 

 

 
2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI 
 

NO URAIAN TARIF 

1.1. Rincian objek retribusi rawat jalan 

1.1.1. Detail rincian objek retribusi poliklinik 

  
Pemeriksaan dan pelayanan 
konsultasi 

 

1 Medical check up paket dasar 
(pemeriksaan jasmani, darah 

lengkap, urine rutin, foto thorax) 

Rp      514,000,- 

2 Medical check up paket skrining 

(Pemeriksaan jasmani, foto 
thorax, EKG, darah lengkap, 
urine rutin, faal hati (billirubin, 

SGOT, SGPT), Faal ginjal (ureum, 
kreatinin, asam urat), lipid profile 
(trigliserida, HDL, LDL) 

Rp   1,120,000,- 

3 Medical check up calon jemaah 
haji (pemeriksaan mata, THT, 

penyakit dalam, darah rutin, 
urine rutin) 

Rp      510,000,- 

4 Pelayanan home care Geriatri, 
tarif per sekali kunjungan dokter 
spesialis 

Rp      150,000,- 

5 Pelayanan home care Geriatri, 
tarif per sekali kunjungan dokter 

umum 

Rp      130,000,- 

6 
Pelayanan home care Geriatri, 
tarif persekali kunjungan perawat 

Rp        50,000,- 

7 Pemeriksaan dan konsultasi 

dokter spesialis rawat jalan 
Rp      125,000,- 
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8 
Pemeriksaan dan konsultasi 

dokter umum rawat jalan 
Rp        75,000,- 

9 Pemeriksaan kesehatan jiwa Rp      175,000,- 

10 Pemeriksaan kesehatan jasmani Rp      150,000,- 

11 Pemeriksaan kesehatan Dokter 

Penguji Tersendiri (mata, THT, 
penyakit dalam, darah rutin, dan 

urine rutin) 

Rp      475,000,- 

12 
Pemeriksaan kesehatan mata 

(phisus dan buta warna) 
Rp      125,000,- 

13 Pemeriksaan kesehatan THT Rp      125,000,- 

14 Pemeriksaan kesehatan paru Rp      125,000,- 

15 Layanan perawatan luka 

kunjungan ke rumah (perawat) 
Rp        500,000,- 

16 
Telekonsultasi dokter patologi 

klinik 
Rp        205,000,- 

17 Telekonsultasi dokter spesialis 

gizi klinik 
Rp        293,000,- 

18 
Telekonsultasi dokter spesialis 

kesehatan olah raga 
Rp        293,000,- 

19 Telekonsultasi dokter spesialis 

obgyn 
Rp        293,000,- 

20 
Telekonsultasi dokter spesialis 
penyakit dalam 

Rp        293,000,- 

21 Telekonsultasi GP Rp        145,000,-  
  Pelayanan Poli Laktasi:  

1 Ektraksi Nipple Pore  Rp      150,000,- 

2 
Frenotomi TT LT (Tounge Tie Lip 

Tie) 
Rp      900,000,- 

3 Konsultasi/konseling  Rp      250,000,- 

4 Pijat Oksitosin  Rp      120,000,- 

5 Training Suplementasi  Rp      150,000,- 

6 Training Relaktasi  Rp      120,000,- 

7 
Training pemberian asi perah 
dengan cup Feeder  

Rp      120,000,- 

8 Training perah asi dengan tangan  Rp      120,000,- 

  Pelayanan Spesialistik THT : 

1 Aural toilet Rp        75,000,- 

2  Aspirasi Kista dan Gips Telinga Rp      125,000,- 

3 Bilas sinus Rp      250,000,- 

4 Cauter konkha (nitras/alboti) Rp        25,000,- 

5 Cauter pharing Rp        25,000,- 

6 Ear Toilet Rp      100,000,- 

7 

Evakuasi Serumen dengan 

penyulit 
Rp      175,000,- 

8 Evakuasi Kolesteatom Externa Rp      200,000,- 

9 Endoskopi Rp      500,000,- 

10 
Ekstraksi benda asing pada 
telinga  

Rp        75,000,- 

11 
Ekstraksi benda asing pada 
hidung  

Rp        75,000,- 
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12 
Ekstraksi benda asing pada 

tenggorok 
Rp        75,000,- 

13 
Ekstraksi benda asing dengan 
penyulit pada telinga 

Rp      175,000,- 

14 
Ekstraksi benda asing dengan 
penyulit pada hidung 

Rp      175,000,- 

15 
Ekstraksi benda asing dengan 
penyulit pada tenggorok 

Rp      175,000,- 

16 Irigasi Hidung Rp      175,000,- 

17 Irigasi Sinus Rp      225,000,- 

18 

Insisi dan pemasangan gips at 

hematom 
Rp      350,000,- 

19 Insisi & Drainase Abses Peritonsil Rp      400,000,- 

20 Insisi Hematom Septum Rp      400,000,- 

21 Keratosi ekstraksi serumen Rp        40,000,- 

22 Kaustik Hidung / Tenggorok Rp      100,000,- 

23 Laringoskopi indirek Rp        30,000,- 

24 Laring Indirect Rp      150,000,- 

25 Nasal toilet Rp        75,000,- 

26 Nasendoscopy Rp      150,000,- 

27 Nasoendoskopi Rp      225,000,- 

28 Otoskopi Rp        40,000,- 

29 
Operasi kecil jaringan granulasi 
telinga 

Rp      125,000,- 

30 
Operasi kecil tumor telinga 
dengan anestesi local 

Rp      250,000,- 

31 Parasintesis Rp      125,000,- 

32 Rhinoscopi posterior Rp        30,000,- 

33 Rhinolaringoskopi Rp      300,000,- 

34 Suction hidung Rp        30,000,- 

35 Suction telinga Rp        30,000,- 

36 Spool/ irigasi telinga Rp      100,000,- 

37 Tampon Telinga Rp      100,000,- 

38 Tampon anterior Rp      100,000,- 

39 Tampon posterior Rp      150,000,- 

  Pelayanan Spesialistik Mata 

1 Anel (Spoeling Dacryolist) Rp        75,000,- 

2 Corpus alienum conjungtiva Rp      105,000,- 

3 Corpus alienum cornea Rp      120,000,- 

4 Corpus alienumextraokuler Rp      100,000,- 

5 Debridement kornea Rp      150,000,- 

6 Extirpasi Lithiasis Rp        60,000,- 

7 Eksterpasi Simbleparon Rp      200,000,- 

8 Eksterpasi pterigium Rp      400,000,- 

9 Epilasi Rp        35,000,- 

10 Funduskopi direct Rp        35,000,- 

11 Hecting palpebra Rp      400,000,- 

12 Irigasi Bola Mata Rp        40,000,- 

13 Insisi Hordeolum/Chalazion Rp      400,000,- 

14 Probing ductus nasolacrimalis Rp        80,000,- 
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15 Pheco Rp   7,638,000,- 

16 Retinoskopi Rp        50,000,- 

17 Suntikan Subkonjungtiva Rp        45,000,- 

18 Spooling bola mata Rp        75,000,- 

19 Tonometri non contact Rp        50,000,- 

20 Tonometry Schiotz Rp        30,000,- 

21 Tonometri Rp        35,000,- 

22  Tes Sceidel Rp        25,000,- 

23 Trcihiasis Rp          50,000,- 

24 Visus Rp        25,000,- 

Pelayanan Gigi dan Mulut 

1 Bone grafting/elemen Rp   1,500,000,- 

2 Cabut Gigi sulung topical Rp        70,000,- 

3 Cabut Gigi sulung suntik Rp        50,000,- 

4 Cabut Gigi tetap Rp      150,000,- 

5 
Cabut gigi tetap dengan 
komplikasi 

Rp      150,000,- 

6 Crown/bridge porcelain/elemen Rp   1,500,000,- 

7 Devitalisasi Rp      100,000,- 

8 Eugenol+ tambalan sementara Rp        70,000,- 

9 Gigi palsu lepasan akrilik/rahang Rp      750,000,- 

10 
Gigi palsu lepasan akrilik/rahang 

+ / elemen 
Rp      100,000,- 

11 
Gigi palsu lepasan kerangka 

logam 
Rp   1,500,000,- 

12 Gigi palsu lepasan valplast Rp   1,000,000,- 

13 Gingivektomi/elemen osteem Rp      350,000,- 

14 Gingivoplasty Rp      350,000,- 

15 Implan/elemen osteem Rp 15,000,000,- 

16 Incisi asbes Rp      250,000,- 

17 Inlay Rp      750,000,- 

18 Onlay Rp      750,000,- 

19 Opening bur Rp        35,000,- 

20 Operkulektomi Rp      750,000,- 

21 Pemeriksaan tanpa tindakan Rp        20,000,- 

22 
Pemeriksaan dengan tindakan 
ringan 

Rp        25,000,- 

23 Penambalan composite 1 bidang Rp      150,000,- 

24 
Penambalan composite paska 
endo kecil 

Rp      150,000,- 

25 
Penambalan composite paska 
endo sedang 

Rp      250,000,- 

26 
Penambalan composite paska 
endo besar 

Rp      350,000,- 

27 Penambalan gigi sementara Rp        40,000,- 

28 Penambalan gigi pulp caping Rp        80,000,- 

29 
Penambalan gigi pengisian 

perawatan endo 
Rp        50,000,- 

30 Penambalan gigi tambalan silikat Rp        75,000,- 

31 
Penambalan gigi tambalan GIC 
kecil 

Rp        50,000,- 
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32 
Penambalan gigi tambalan GIC 

besar 
Rp        75,000,- 

33 
Penambalan gigi tambalan GIC 
pada gigi sulung 

Rp        75,000,- 

34 
Penambalan gigi tambalan 
komposit kecil 

Rp      100,000,- 

35 
Penambalan gigi tambalan 
komposit besar 

Rp      200,000,- 

36 
Penambalan gigi tambalan 
sementara gigi sulung 

Rp        20,000,- 

37 Penambahan gigi per elemen  Rp      350,000,- 

38 Perawatan saluran akar tunggal Rp        70,000,- 

39 Perawatan saraf per kunjungan Rp        70,000,- 

40 Pengisian saluran akar Rp      150,000,- 

41 
Pengisian saluran akar dengan 

gutap 
Rp        70,000,- 

42 Pemasangan Gigi Palsu komplit Rp   3,500,000,- 

43 
Pemasangan Gigi Palsu per 
elemen 

Rp      175,000,- 

44 
Pemeriksaan dan konsultasi 
dokter gigi 

Rp        75,000,- 

45 Prenektomi Rp      750,000,- 

46 Pulpotomi BAP + kunjungan Rp      250,000,- 

47 Scalling+ rootplanting/region Rp      200,000,- 

48 Splinting Rp      600,000,- 

49 Trepanasi pulpa Rp      150,000,- 

50 Vestibuloplasti/rahang Rp   1,500,000,- 

  Pelayanan Hemodialisa (HD)  

1 HD Standar Laktat Rp   1,100,000,- 

2 HD Standar Asetat Rp   1,100,000,- 

3 Ultrafiltrasi Rp   1,100,000,- 

4 HD-Re-used Rp   1,100,000,- 

 Pelayanan Spesialistik Kulit Kelamin 

1 Laser ND yag 585 - 600 Rp      850,000,- 

2 Laser ND yag 532 - 1064 Rp   1,250,000,- 

3 Laser CO2 Rp   1,350,000,- 

4 Laser Vaskular ringan Rp      675,000,- 

5 Laser Vaskular sedang Rp      900,000,- 

6 Laser Vaskular berat Rp   1,350,000,- 

7 Laser Hair Removal kumis Rp      450,000,- 

8 Laser Hair Removal ketiak Rp      900,000,- 

9 Laser Hair Removal lengan Rp   1,350,000,- 

10 Laser Hair Removal kaki Rp   1,350,000,- 

11 Laser Hair Removal dada Rp   1,350,000,- 

12 Laser Hair Removal pubis Rp      900,000,- 

13 Laser Rejuv (skin tightening) Rp   1,800,000,- 

14 Laser Melasma Rp   1,350,000,- 

15 TATO (per ukuran KTP) Rp      700,000,- 

16 Tatto Removal/Nevus  ringan Rp      900,000,- 

17 Tatto Removal/Nevus  sedang Rp   1,350,000,- 

18 Tatto Removal/Nevus  berat Rp   1,800,000,- 
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 Pelayanan Spesialistik Poli Obgyn 

1 

Pemasangan IUD (di luar alat 

IUD) 
Rp      200,000,- 

2 Pelepasan IUD Rp      200,000,- 

3 USG obgyn 2 dimensi Rp        75,000,- 

4 USG obgyn 3 dimensi Rp      200,000,- 

5 USG obgyn 4 dimensi Rp      250,000,- 

6 
Pemeriksaan Antenatalcare oleh 
bidan 

Rp        20,000,- 

   

1.2. Rincian objek retribusi rawat inap 

1.2.1 Detail rincian objek retribusi ruang perawatan 

1 Keperawat ruangan (kelas I,II,III) Rp        50,000,- 

2 Keperawatan ruangan isolasi Rp        75,000,- 

3 Keperawatan ruangan VIP Rp        75,000,- 

4 Sewa kamar kelas III Rp      200,000,- 

5 Sewa kamar kelas II Rp      250,000,- 

6 Sewa kamar kelas I Rp      350,000,- 

7 Sewa kamar VIP Rp      450,000,- 

8 Sewa kamar VVIP Rp      600,000,- 

9 Sewa kamar isolasi kelas III Rp      350,000,- 

10 Sewa kamar isolasi Kelas II Rp      450,000,- 

11 Sewa kamar isolasi kelas I Rp      500,000,- 

12 Sewa kamar isolasi VIP Rp      600,000,- 

13 Sewa kamar isolasi VVIP Rp      750,000,- 

14 Visite dan pelayanan konsultasi 
dokter umum (untuk semua 
kelas) 

Rp        75,000,- 

15 Visite dan pelayanan konsultasi 
dokter spesialis (untuk semua 

kelas) 

Rp      150,000,- 

16 
Visite dan pelayanan konsultasi 

dokter spesialis VIP 
Rp      150,000,- 

17 
Visite dan pelayanan konsultasi 
dokter spesialis VVIP 

Rp      150,000,- 

18 Pemakaian O2 - Per M3 Rp        16,000,- 

19 
Pemakaian O2 - Per Tabung kecil 

isi 1 M3 Rp        25,000,- 

20 
Pemakaian O2 - Per Tabung 

besar isi 6 M3 Rp      120,000,- 

21 Pemakaian N2O per kg Rp      428,000,- 

22 Suction Pump/hari Rp        50,000,- 

23 Tindakan transfusi Rp        25,000,- 

  

1.2.2. Detail rincian objek retribusi kamar operasi 

1 Sewa kamar operasi Rp   1,500,000,- 

2 Sewa kamar ruang recovery Rp      375,000,- 

3 Sewa Artroscopy Rp      500,000,- 

4 Sewa Alat Electric Surgery Rp   2,250,000,- 

5 Sewa Alat C ARM Rp   2,000,000,- 
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6 
Paket khitan (sunat) rawat inap 

kelas 1 
Rp   3,000,000,- 

7 
Paket khitan (sunat) rawat inap 
VIP 

Rp   5,000,000,- 

8 Paket khitan (sunat) rawat jalan Rp   1,500,000,- 

  

1.2.3. Detail rincian objek retribusi kamar bersalin 

1 Biopsi (kebidanan) Rp      300,000,- 

2 Curretase Rp   1,000,000,- 

3 
Doupton/pemeriksaan denyut 
jantung janin 

Rp        30,000,- 

4 Extirpasi polip  cerviks Rp      500,000,- 

5 Extirpasi mioma geburt Rp   1,500,000,- 

6 Hecting secunder Rp   1,000,000,- 

7 Histerektomi Rp   3,500,000,- 

8 
Kehamilan Etopik Terganggu 

(KET) Rp   3,000,000,- 

9 Keperawatan kamar bersalin Rp      100,000,- 

10 Keperawatan neonatal Rp      100,000,- 

11 Kista  Rp   2,500,000,- 

12 Kista bartolini Rp   1,000,000,- 

13 Kontrasepsi mantap Rp   1,000,000,- 

14 Manual placenta Rp      500,000,- 

15 Mioma Rp   2,500,000,- 

16 Papsmear kebidanan Rp      200,000,- 

17 
Paket operasi sectio cesaria kelas 
III 

Rp   5,600,000,- 

18 
Paket operasi sectio cesaria kelas 
II 

Rp   6,000,000,- 

19 
Paket operasi sectio cesaria kelas 
I 

Rp   7,000,000,- 

20 
Paket operasi sectio cesaria kelas 
VIP 

Rp   8,000,000,- 

21 
Paket operasi sectio cesaria kelas 

VVIP 
Rp 10,000,000,- 

22 
Pelayanan bayi baru lahir bayi 

sehat/hari 
Rp      100,000,- 

23 Pelayanan kunjungan bidan ke 

rumah perawatan bayi baru lahir 

Rp      100,000,- 

24 Pelayanan kunjungan dokter 
umum ke rumah perawatan bayi 

baru lahir 

Rp      125,000,- 

25 
Persalinan spontan ditolong 
bidan Rp      500,000,- 

26 
Persalinan spontan ditolong 
dokter umum Rp      700,000,- 

27 
Persalinan spontan ditolong 
dokter spesialis Rp   1,200,000,- 

28 
Persalinan spontan letak bokong 
ditolong bidan  

Rp      750,000,- 
  

29 
Persalinan spontan letak bokong 
ditolong dokter umum 

Rp   1,000,000,- 
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30 
Persalinan spontan letak bokong 

ditolong dokter spesialis Rp   1,750,000,- 

31 
Persalinan spontan + manual 
placenta Rp   1,500,000,- 

32 Sewa Kamar Neonatal Rp      150,000,- 

33 Sewa kamar VK persalinan Rp      300,000,- 

34 Vagina corporation Rp   1,500,000,- 

35 
Vacuum Extractie (semua kelas 
rawatan) Rp   1,500,000,- 

36 Vulva higiene Rp        25,000,- 

  

1.2.4 Detail rincian objek retribusi rawat intensif 

1 Ambu Bag/ Hari Rp        50,000,- 

2 Anti Decubitor Rp        30,000,- 

3 Blue light/fototerapi Rp      100,000,- 

4 CPAP termasuk setting Rp      450,000,- 

5 Defibrilator/ Tindakan Rp      120,000,- 

6 Incubator transport Rp      100,000,- 

7 Infusion Pump/ Hari Rp        50,000,- 

8 Infant warmer  Rp        75,000,- 

9 
Intubasi ETT (tanpa pasang 

ventilator) Rp      750,000,- 

10 Keperawatan ICU/PICU/NICU  Rp      100,000,- 

11 
Keperawatan ICU/PICU/NICU 

isolasi 
Rp      150,000,- 

12 Keperawatan HDU Rp        85,000,- 

13 Mesin Nebulizer/ Hari Rp        40,000,- 

14 Monitoring (ICU) / Hari Rp      100,000,- 

15 
Pemakaian High Flow Nasal 
Canule (HFNC) 

Rp      600,000,- 

16 
Pemasangan cateter 
umbilikal/tindakan 

Rp      400,000,- 

17 Pemberian makan lewat sonde Rp        35,000,- 

18 Perawatan tali pusat Rp        25,000,- 

19 Pemasangan double lumen HD Rp   1,500,000,- 

20 
Pemasangan Canulasi Vena 

Central (CVC) Rp   1,500,000,- 

21 Resusitasi jantung/paru Rp      250,000,- 

22 Setting ventilator Rp      800,000,- 

23 Sewa kamar ICU/PICU/NICU Rp   1,000,000,- 

24 
Sewa kamar ICU/PICU/NICU 
isolasi 

Rp   1,300,000,- 

25 Sewa kamar HDU Rp      800,000,- 

26 Syringe Pump/ Hari Rp        40,000,- 

27 Suction pump Rp        35,000,- 

28 Thorax Pump/ Hari Rp        40,000,- 

29 Ventilator Rp      900,000,- 

30 Ventilator transport  Rp      900,000,- 

31 
Visite dokter umum ruang 
ICU/PICU/NICU 

Rp      100,000,- 
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32 
Visite dokter spesialis ruang 

ICU/PICU/NICU 
Rp      200,000,- 

33 
Visite dokter intensivis 
ICU/PICU/NICU 

Rp      250,000,- 

  

1.2.5. Detail rincian objek retribusi rawat rehabilitasi 

   

1.3.  
Rincian objek retribusi rawat 
darurat 

 

1 Sewa ruang IGD (rawat jalan) Rp      100,000,- 

2 
Pemeriksaan/konsultasi dokter 
umum IGD 

Rp      100,000,- 

3 Sewa Ruang Observasi Rp      150,000,- 

4 Jasa keperawatan IGD Rp        75,000,- 

  

1.4. Rincian objek tindakan non operatif  
1.4.1. Detail Rincian Onjek Tindakan non operatif kecil, sedang, besar, 

khusus 

1 EKG Rp      100,000,- 

2 EEG Rp      400,000,- 

3 Echocardiography Rp      500,000,- 

4 Ganti verban kecil Rp        25,000,- 

5 Ganti verban sedang Rp        50,000,- 

6 Ganti verban besar Rp        75,000,- 

7 Hecting Per Tarikan Rp          8,000,- 

8 Irigasi pleura Rp      500,000,- 

9 Insisi Abses Rp      100,000,- 

10 Klisma Rp        25,000,- 

11 Kumbah Lambung Rp      200,000,- 

12 Luka Bakar Rp      100,000,- 

13 Lumbal Punksi Rp      200,000,- 

14 Nebulizer Rp        50,000,- 

15 Pemakaian mesin nebulizer/hari Rp        40,000,- 

16 Pemasangan infus dewasa Rp        25,000,- 

17 Pemasangan infus bayi dan balita Rp        50,000,- 

18 Pemasangan kateter urine Rp      100,000,- 

19 Pemasangan NGT Rp      100,000,- 

20 Pemasangan IV Line (Anak-Anak) Rp        50,000,- 

21 Pemasangan IV Line (Dewasa) Rp        10,000,- 

22 
Pembersihan Luka - Revisi Luka 
Kecil Rp        25,000,- 

23 Pemasangan IVFD Rp        10,000,- 

24 Pemasangan Ransel Verband Rp      200,000,- 

25 
Pembersihan Luka - Revisi Luka 

Kecil Rp        25,000,- 

26 
Pembersihan Luka - Revisi Luka 

Sedang Rp        50,000,- 

27 
Pembersihan Luka - Revisi Luka 
Besar Rp        75,000,- 

28 Revisi Post SC Rp        50,000,- 
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29 Revisi Luka Bakar Sedang Rp        75,000,- 

30 Revisi Luka Bakar Besar Rp      100,000,- 

31 Revisi Post-op Rp        50,000,- 

32 Reposisi Imobilisasi Rp      150,000,- 

33 Spoeling Rp        30,000,- 

  

1.5. Rincian objek retribusi tindakan operatif 

1.5.1 Detail rincian objek tindakan operatif kecil, sedang, besar, khusus 

1 
Bronchoscopy (semua kelas 
rawatan) Rp   1,150,000,- 

2 
Colonoscopy (semua kelas 

rawatan) Rp   1,000,000,- 

3 
Colonoscopy + Biopsi (semua 

kelas rawatan) Rp   1,150,000,- 

4 Ekstraksi Kuku Rp        80,000,- 

5 Endoscopy (semua kelas rawatan) Rp   1,000,000,- 

6 
Gastroscopy (semua kelas 
rawatan) Rp      800,000,- 

7 
Gastroscopy + Biopsi (semua 
kelas rawatan) Rp   1,000,000,- 

8 
Hecting Badan Per Jahitan 
Kategori Ringan  Rp          8,000,- 

9 
Hecting Wajah Per Jahitan 

Kategori Ringan  Rp        10,000,- 

10 
Hecting Badan Per Jahitan 

Kategori Sedang Rp        10,000,- 

11 
Hecting Wajah Per Jahitan 

Kategori Sedang Rp        17,000,- 

12 
Hecting Badan Per Jahitan 

Kategori Berat Rp        12,000,- 

13 
Hecting Wajah Per Jahitan 

Kategori Berat Rp        22,000,- 

14 
Hecting dengan B. Zide/ Catgut, 
1-3 Rp          8,000,- 

15 
Hecting dengan B. Zide/ Catgut, 
4-6 Rp          8,000,- 

16 
Hecting dengan B. Zide/ Catgut, 
>6 Rp        10,000,- 

17 
Honor operator bedah operasi 
kecil bedah umum 

Rp   1,500,000,- 

18 
Honor anastesi operasi kecil 
bedah umum 

Rp      450,000,- 

19 
Honor perawat OK dan anastesi 
operasi kecil  

Rp      300,000,- 

20 
Honor operator bedah operasi 
sedang bedah umum 

Rp   2,500,000,- 

21 
Honor anastesi operasi sedang 
bedah umum  

Rp      850,000,- 

22 
Honor perawat OK dan anastesi 
operasi sedang 

Rp      500,000,- 

23 
Honor operator bedah operasi 
besar bedah umum 

Rp   3,500,000,- 
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24 
Honor anastesi operasi besar 

bedah umum 
Rp   1,166,000,- 

25 
Honor perawat OK dan anastesi 
operasi besar 

Rp      700,000,- 

26 
Honor operator bedah operasi 
khusus bedah umum 

Rp   5,000,000,- 

27 
Honor anastesi operasi khusus 
bedah umum 

Rp   1,670,000,- 

28 
Honor perawat OK dan anastesi 
operasi khusus 

Rp   1,000,000,- 

29 
Honor Dokter Operator Operasi 
Sedang Bedah Anak Rp   1,680,000,- 

30 
Honor Dokter Operator Operasi 
Besar Bedah Anak Rp   2,100,000,- 

31 
Honor Dokter Operator Operasi 
Khusus Bedah Anak Rp   2,940,000,- 

32 
Honor Dokter Anastesi Operasi 
Sedang Bedah Anak Rp      560,000,- 

33 
Honor Dokter Anastesi Operasi 
Besar Bedah Anak Rp      700,000,- 

34 
Honor Dokter Anastesi Operasi 

Khusus Bedah Anak Rp      980,000,- 

35 
Honor Dokter Operator Operasi 

Sedang Bedah Digestive Rp   1,680,000,- 

36 
Honor Dokter Operator Operasi 

Besar Bedah Digestive Rp   2,100,000,- 

37 
Honor Dokter Operator Operasi 

Khusus Bedah Digestive Rp   2,940,000,- 

38 
Honor Dokter Anastesi Operasi 

Sedang Bedah Digestive Rp      560,000,- 

39 
Honor Dokter Anastesi Operasi 

Besar Bedah Digestive Rp      700,000,- 

40 
Honor Dokter Anastesi Operasi 
Khusus Bedah Digestive Rp      980,000,- 

41 
Honor Dokter Operator Operasi 
Sedang Bedah Tulang Rp   2,400,000,- 

42 
Honor Dokter Operator Operasi 
Besar Bedah Tulang Rp   2,700,000,- 

43 
Honor Dokter Operator Operasi 
Khusus Bedah Tulang Rp   3,780,000,- 

44 
Honor Dokter Anastesi Operasi 
Sedang Bedah Tulang Rp      800,000,- 

45 
Honor Dokter Anastesi Operasi 

Besar Bedah Tulang 

 
Rp      900,000,- 

  

46 
Honor Dokter Anastesi Operasi 
Khusus Bedah Tulang Rp   1,260,000,- 

47 
Honor Dokter Operator Operasi 
Sedang Bedah Mulut Rp   2,400,000,- 

48 
Honor Dokter Operator Operasi 
Besar Bedah Mulut Rp   2,700,000,- 

49 
Honor Dokter Operator Operasi 
Khusus Bedah Mulut Rp   3,780,000,- 

50 
Honor Dokter Anastesi Operasi 
Sedang Bedah Mulut Rp      800,000,- 
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51 
Honor Dokter Anastesi Operasi 

Besar Bedah Mulut Rp      900,000,- 

52 
Honor Dokter Anastesi Operasi 
Khusus Bedah Mulut Rp   1,260,000,- 

53 
Honor Dokter Operator Operasi 
Sedang Bedah Orthopedi Rp   2,400,000,- 

54 
Honor Dokter operator operasi 
sedang bedah plastik Rp   3,500,000,- 

55 
Honor Dokter operator operasi 
besar bedah plastik Rp   4,500,000,- 

56 
Honor Dokter operator operasi 
khusus bedah plastik Rp   6,500,000,- 

57 
Honor Dokter Anastesi operasi 
sedang bedah plastik Rp   1,166,000,- 

58 
Honor Dokter Anastesi operasi 
besar bedah plastik Rp   1,500,000,- 

59 
Honor Dokter Anastesi operasi 
khusus bedah plastik Rp   2,166,000,- 

60 
Pemasangan WSD (semua kelas 
rawatan) Rp   1,000,000,- 

61 Pemasangan WSD, Ruang Baby Rp   1,320,000,- 

62 Pemasangan WSD, Ruang ICU Rp   1,320,000,- 

63 
Tindakan Khusus Hecting dengan 
B. Vikril Rp      100,000,- 

64 
Tindakan Per Ligasi (semua kelas 
rawatan) Rp   2,200,000,- 

65 Tindakan Biopsi Rp      300,000,- 

66 
Vena Section (Dilakukan Oleh 
Penata Anasthesi) Rp      250,000,- 

  

1.6.  Rincian objek Retribusi Pelayanan Penunjang 

1.6.1 Detail rincian objek retribusi pelayanan darah 

1 

Transfusi per kantong sesuai tarif 

Permenkes Rp      360,000,- 

2 Plebotomi Rp      200,000,- 

3 Cross matching Rp        70,000,- 

  

1.6.2 
Detail rincian objek retribusi 
pelayanan forensik 

 

1 
Advokasi/konsultasi medikolegal 

forensik klinik (perjam) 

 

Rp      782,000,- 
  

2 
Autopsi jenazah segar luar dalam 
WNI (jam dinas) 

Rp   3,500,000,- 

3 
Autopsi jenazah rusak/busuk 
luar dalam WNI (jam dinas) 

Rp   3,900,000,- 

4 
Autopsi jenazah segar luar WNI 
(luar jam dinas) 

Rp   1,900,000,- 

5 
Autopsi jenazah rusak/busuk 
luar WNI (luar jam dinas) 

Rp   2,350,000,- 

6 
Autopsi jenazah segar luar dalam 
WNA (jam dinas) 

Rp   4,000,000,- 

7 
Autopsi jenazah rusak/busuk 

luar dalam WNA (jam dinas) 
Rp   4,500,000,- 
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8 
Autopsi jenazah segar luar WNA 

(luar jam dinas) 
Rp   2,600,000,- 

9 
Autopsi jenazah rusak/busuk 
luar WNA (luar jam dinas) 

Rp   3,000,000,- 

10 
Autopsi jenazah segar luar WNI 
(jam dinas) 

Rp   1,500,000,- 

11 
Autopsi jenazah rusak/busuk 
luar WNI (jam dinas) 

Rp   2,000,000,- 

12 Identifikasi tulang belulang WNI Rp   1,200,000,- 

13 Identifikasi tulang belulang WNA Rp   1,200,000,- 

14 
Identifikasi jenazah personal 

pemeriksaan kerangka 
Rp   1,667,500 

15 
Identifikasi jenazah personal 

pemeriksaan 1 jenazah utuh 
Rp      718,750 

16 Identifikasi jenazah personal 
pemeriksaan potongan tubuh (1 

body parts, kecuali kepala) 

Rp      718,750 

17 Identifikasi jenazah personal 

pemeriksaan potongan tubuh (1 
body parts, kepala) 

Rp   1,086,750 

18 Identifikasi jenazah personal 
pemeriksaan potongan tubuh (>1 
body parts) 

Rp   1,552,500,- 

19 
Identifikasi massal 1 jenazah 
utuh 

Rp      718,750 

20 
Identifikasi massal 1 jenazah 
pembusukan lanjut 

Rp   1,495,000,- 

21 
Keterangan ahli di dalam 
pengadilan 

Rp      977,500 

22 
Keterangan ahli di luar 
pengadilan 

Rp      977,500 

23 Konseling visum orang hidup per 
spesialistik WNI (jam dinas) 

Rp      200,000,- 

24 Konseling visum orang hidup per 
spesialistik WNI (luar jam dinas) 

Rp      250,000,- 

25 Konseling visum orang hidup per 
spesialistik WNA (jam dinas) 

Rp      400,000,- 

26 Konseling visum orang hidup per 

spesialistik WNA (luar jam dinas) 

Rp      500,000,- 

27 Pemeriksaan visum luar WNI Rp      150,000,- 

28 Pemeriksaan visum dalam WNI  Rp      250,000,- 

29 Pemeriksaan visum luar WNA Rp      210,000,- 

30 Pemeriksaan visum dalam WNA Rp      500,000,- 

31 
Pemeriksaan jenazah segar WNI 
(jam dinas) 

Rp      600,000,- 

32 
Pemeriksaan jenazah 
rusak/busuk WNI (jam dinas) 

Rp   1,500,000,- 

33 
Pemeriksaan jenazah segar WNI 
(luar jam dinas) 

Rp      850,000,- 

34 
Pemeriksaan jenazah 
rusak/busuk WNI (luar jam 

dinas) 

Rp   1,700,000,- 
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35 
Pemeriksaan jenazah segar WNA 

(jam dinas) 
Rp   1,200,000,- 

36 
Pemeriksaan jenazah 
rusak/busuk WNA (jam dinas) 

Rp   2,100,000,- 

37 
Pemeriksaan jenazah segar WNA 
(luar jam dinas) 

Rp   1,800,000,- 

38 
Pemeriksaan jenazah 
rusak/busuk WNA (luar jam 

dinas) 

Rp   2,700,000,- 

39 
Pengelolaan Jenazah yang 

berpotensi masalah hukum 
Rp      833,750 

40 Pemeriksaan forensik klinik 

korban dugaan pidana umum 
penganiayaan 

Rp      287,500 

41 
Pemeriksaan forensik korban 
dugaan kejahatan seksual 

Rp      874,000,- 

42 Pemeriksaan forensik klinik 

korban dugaan penyalahgunaan 
narkoba 

Rp      517,500 

43 Pemeriksaan forensik klinik 
korban dugaan penyalahgunaan 

racun 

Rp      517,500 

44 
Pemeriksaan forensik klinik 
korban dugaan pidana KDRT 

Rp      287,500,- 

45 Pemeriksaan forensik klinik 
korban dugaan pidana 

penganiayaan anak 

Rp      506,000,- 

46 
Pemeriksaan forensik klinik 

korban dugaan KTA + Jahsus 
Rp   1,322,500,- 

47 Pemeriksaan forensik klinik 

korban dugaan pidana lalu lintas 

Rp      546,250,- 

48 
Pemeriksaan forensik klinik uji 

paternitas 
Rp   1,437,500,- 

49 
Pemeriksaan forensik klinik 

tahanan 
Rp      920,000,- 

50 
Pemeriksaan dan Surat 

keterangan kematian WNI 
Rp      200,000,- 

51 
Pemeriksaan dan Surat 

keterangan asuransi WNI 
Rp      350,000,- 

52 
Pemeriksaan dan Surat 

keterangan kematian WNA 
Rp      360,000,- 

53 
Pemeriksaan dan Surat 
keterangan asuransi WNA 

Rp      460,000,- 

54 
Pemeriksaan dan surat 
keterangan medis khusus 

Rp   1,552,500,- 

55 Pemeriksaan TKP dalam kota Rp   1,207,500,- 

56 Pemeriksaan TKP luar kota Rp   2,501,250,- 

57 
Pemeriksaan laboratorium 
forensik bercak mani pada swab 

Rp      293,250,- 

58 Pemeriksaan laboratorium 

forensik bercak mani pada 
bilasan vagina 

Rp      327,750,- 
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59 Pemeriksaan laboratorium 

forensik penyaring narkotika (5-9 
item) 

Rp      276,000,- 

60 
Pemeriksaan laboratorium 

forensik bercak darah 
Rp      276,000,- 

61 
Pemeriksaan laboratorium 

forensik getah paru 
Rp      293,250,- 

62 
Pemeriksaan laboratorium 

forensik penyaring CO 
Rp      276,000,- 

63 Pemeriksaan laboratorium 

forensik golongan darah dari 
rambut, kuku, tulang 

Rp      621,000,- 

64 Pengelolaan jenazah infeksius Rp      603,750 

65 
Pengelolaan jenazah non 
infeksius 

Rp      126,500,- 

66 
Pengawetan/konservasi jenazah 
WNI 1 liter 

Rp   1,300,000,- 

67 
Pengawetan/konservasi jenazah 
WNI 2 liter 

Rp   1,975,000,- 

68 
Pengawetan/konservasi jenazah 
WNI 3 liter 

Rp   2,400,000,- 

69 
Pengawetan/konservasi jenazah 

WNI > 3 liter 
Rp   3,000,000,- 

70 
Pengawetan/konservasi jenazah 

WNA 1 liter 
Rp   1,900,000,- 

71 
Pengawetan/konservasi jenazah 

WNA 2 liter 
Rp   2,550,000,- 

72 
Pengawetan/konservasi jenazah 

WNA 3 liter 
Rp   3,200,000,- 

73 
Pengawetan/konservasi jenazah 

WNA > 3 liter 
Rp   3,800,000,- 

74 Pengawetan jenazah umum Rp      977,500 

75 
Pengawetan jenazah dengan 

penyakit menular khusus 
Rp   1,150,000,- 

76 Pengawetan jenazah pasca otopsi  Rp   1,207,500 

77 
Pengawetan jenazah preservasi 

kadaver pendidikan 
Rp   2,932,500 

78 
Penguburan Mr. X di luar biaya 

peti WNI tanpa infeksi 
Rp   1,300,000,- 

79 Penguburan Mr. X di luar biaya 

peti WNI terinfeksi penyakit 
menular 

Rp   1,500,000,- 

80 
Penguburan Mr. X di luar biaya 
peti WNA tanpa infeksi 

Rp   2,600,000,- 

81 Penguburan Mr. X di luar biaya 
peti WNA terinfeksi penyakit 
menular 

Rp   6,000,000,- 

82 Penggalian kubur/exhumasi WNI 
dalam kota (di luar biaya 

transportasi/akomodasi) 

Rp   3,950,000,- 

83 Penggalian kubur/exhumasi WNI 

luar kota (di luar biaya 
transportasi/akomodasi) 

Rp   5,950,000,- 
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84 Penggalian kubur/exhumasi WNA 

dalam kota (di luar biaya 
transportasi/akomodasi) 

Rp   7,900,000,- 

85 Penggalian kubur/exhumasi WNA 

luar kota (di luar biaya 
transportasi/akomodasi) 

Rp 10,900,000,- 

86 Pemandian jenazah WNI Rp      700,000,- 

87 Pemandian jenazah WNA Rp      950,000,- 

88 
Pemandian jenazah terinfeksi 

penyakit menular WNI 
Rp   2,400,000,- 

89 
Pemandian jenazah terinfeksi 
penyakit menular WNA 

Rp   4,400,000,- 

90 Pelaksanaan fardu kifayah (Islam) 
di luar kain kafan/ahli kunci 

(Kristiani) WNI 

Rp      900,000,- 

91 Pelaksanaan fardu kifayah (Islam) 

tidak termasuk kain kafan kain 
kafan/ahli kunci (Kristiani) WNA 

Rp   1,150,000,- 

92 Pelaksanaan fardu kifayah (Islam) 
tidak termasuk kain kafan dan 

peti/ahli kunci (Kristiani) dengan 
penyakit menular WNI  

Rp   2,000,000,- 

93 Pelaksanaan fardu kifayah (Islam) 
tidak termasuk kain kafan dan 
peti/ahli kunci (Kristiani) dengan 

penyakit menular WNA  

Rp   4,000,000,- 

94 
Pemaketan barang bukti (per 

paket) WNI 
Rp      200,000,- 

95 
Pemaketan barang bukti (per 

paket) WNI 
Rp      300,000,- 

96 Perawatan jenazah WNI Rp   1,200,000,- 

97 Perawatan jenazah WNA Rp   1,600,000,- 

98 
Perawatan jenazah terinfeksi 
penyakit menular WNI 

Rp   2,500,000,- 

99 
Perawatan jenazah terinfeksi 
penyakit menular WNA 

Rp   4,500,000,- 

100 Rawat inap jenazah/jenazah Mr. 

X WNI tanpa kamar 
pendingin/hari 

 

Rp      100,000,- 
 

  
101 Rawat inap jenazah/jenazah Mr. 

X WNI dengan kamar 
pendingin/hari 

Rp      200,000,- 

  

102 Rawat inap jenazah/jenazah Mr. 

X WNA tanpa kamar 
pendingin/hari 

Rp      160,000,- 

103 Rawat inap jenazah/jenazah Mr. 
X WNA dengan kamar 

pendingin/hari 

Rp      300,000,- 

104 
Rekonstruksi/perbaikan jenazah 
WNI ringan/mudah 

Rp   1,000,000,- 

105 
Rekonstruksi/perbaikan jenazah 
WNI sedang 

Rp   1,250,000,- 



  

19 

 

106 
Rekonstruksi/perbaikan jenazah 

WNI berat/sulit 
Rp   1,500,000,- 

107 
Rekonstruksi/perbaikan jenazah 
WNI ringan/mudah 

Rp   1,300,000,- 

108 
Rekonstruksi/perbaikan jenazah 
WNI sedang 

Rp   1,800,000,- 

109 
Rekonstruksi/perbaikan jenazah 
WNI berat/sulit 

Rp   2,200,000,- 

110 Visum et Repertum (VER) orang 
hidup WNI dan surat keterangan 

visum (jam dinas)  

Rp      250,000,- 

111 Visum et Repertum (VER) orang 

hidup WNI dan surat keterangan 
visum (luar jam dinas)  

Rp      300,000,- 

112 Visum et Repertum (VER) orang 
hidup WNA dan surat keterangan 
visum (jam dinas)  

Rp      350,000,- 

113 Visum et Repertum (VER) orang 
hidup WNA dan surat keterangan 

visum (luar jam dinas)  

Rp      500,000,- 

114 
Verifikasi VER forklin aniaya 

ringan -sedang 
Rp      120,750 

115 
Verifikasi VER forklin aniaya 
berat, jahsus, KDRT 

Rp      120,750 

116 Verifikasi VER forklin KLL Rp      138,000,- 

117 Verifikasi VER forklin patfor PD Rp      241,500 

     

1.6.3 Detail rincian objek retribusi 
pelayanan laboratorium patologi 
klinik 

 

1 17-OH Progesteron Neonatus Rp      150,000,- 

2 17 OH Progesterone (LC-MS/MS) Rp   1,274,000,- 

3 ACA IgG Rp   1,118,000,- 

4 ACA IgM Rp   1,118,000,- 

5 
Adenosine Deaminase (ADA), 
Cairan pleura 

Rp      600,000,- 

6 Adenosine Deaminase (ADA), CSF Rp      600,000,- 

7 
Adenosine Deaminase (ADA), 
Ascites 

Rp      600,000,- 

8 Adiponektin Rp   1,125,000,- 

9 ADMA & SDMA Rp      167,000,- 

10 AFP Rp      524,000,- 

11 Agregasi Trombosit Rp      582,000,- 

12 Albumin Rp        40,000,- 

13 AGDA Rp      350,000,- 

14 Albumin Urin Kuantitatif Rp      219,000,- 

15 Aldosteron Rp   2,480,000,- 

16 ALK (DSF3) Rp   2,600,000,- 

17 Alkohol (BPN/PKB/SLO-Alkohol) Rp      371,000,- 

18  Alkohol kuantitatif, urine  Rp      433,000,- 

19  Alkohol kuantitatif, wholeblood  Rp      495,000,- 

20 Alpha-HBDH Rp      656,000,- 
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21 AMA dan ASMA IF Rp   2,000,000,- 

22 Amino Profile 21 Rp   2,261,000,- 

23 Amino Profile 21 Metabolic Rp   1,500,000,- 

24 Amino Profile 21 Nutrition Rp   1,500,000,- 

25 Amylase pancreatic Rp      541,000,- 

26 Amylase pancreatic urin Rp      523,000,- 

27 Amylase pancreatic urin 24 jam Rp      523,000,- 

28 ANA (IF) Rp      975,000,- 

29 ANA profile Rp   1,524,000,- 

30 Analisa batu empedu Rp      359,000,- 

31 Analisa batu empedu ginjal (FTIR) Rp      380,000,- 

32 Analisa sperma Rp      556,000,- 

33 Analisa Hb Rp      800,000,- 

34 Analisa Kromosom darah Rp   2,303,000,- 

35 ANCA (IF) Rp      586,000,- 

36 Anti EBV CA Igm Rp   1,621,000,- 

37 Anti HDV Total Rp   2,061,000,- 

38 Anti HEV IgM Rp   3,191,000,- 

39 
Anti Mitochonrial Antibody (AMA 

M2) 
Rp   1,192,000,- 

40 Anti Mullerian Hormone (AMH) Rp      918,000,- 

41 Anti SARS CoV 2 IgG Kuamtitatif Rp      263,000,- 

42 
Anti Acetylcholine Receptor 

(Binding) 
Rp   1,500,000,- 

43 Anti Amoeba Rp      619,000,- 

44 Anti Beta2 Glikoprotein Rp   1,399,000,- 

45 Anti CCP IgG Rp      490,000,- 

46 Anti chikungunya IgM Rp      665,000,- 

47 Anti Chlamydia trachomatis IgG Rp      726,000,- 

48 Anti Chlamydia trachomatis IgM Rp      837,000,- 

49 Anti CMV IgG Rp   1,526,000,- 

50 Anti CMV IgM Rp   2,242,000,- 

51 Anti Dengue IgG dan IgM Rp      270,000,- 

52 Anti DSDNANCX Rp      837,000,- 

53 Anti Hvylori IgG Rp   1,005,000,- 

54 Anti HAV IgG Rp      724,000,- 

55 Anti HAV IgM Rp      671,000,- 

56 Anti HBC Rp      567,000,- 

57 Anti HBC IgM Rp      870,000,- 

58 Anti HBE Rp      920,000,- 

59 Anti HBS Rp      284,000,- 

60 Anti HBS Pasca vaksinasi Rp      508,000,- 

61 Anti HCV  Rp      192,000,- 

62 Anti HCV (elisa) Rp      659,000,- 

63 Anti HIV (Elisa) Rp      613,000,- 

64 Anti HIV  Rp      192,000,- 

65 Anti HIV 3 metode Rp      972,000,- 

66 Anti HSV1IgG Rp      573,000,- 

67 Anti HSV1 IgM Rp      573,000,- 
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68 Anti HSV2 IgG Rp      550,000,- 

69 Anti HSV2 IgM Rp      550,000,- 

70 Anti Laptospira IgM Rp      239,000,- 

71 Anti rubella IgG Rp      520,000,- 

72 Anti rubella IgM Rp      651,000,- 

73 Anti salmonella typhii IgM Rp      260,000,- 

74 Anti tiroglobulin Rp      582,000,- 

75 Anti Toxoplasma IgG Rp      486,000,- 

76 Anti Toxoplasma IgM Rp      486,000,- 

77 Anti TPO Rp   1,224,000,- 

78 APO A1 Rp      487,000,- 

79 APO B Rp      312,000,- 

80 APO E genotype Rp   2,476,000,- 

81 APTT Rp      279,000,- 

82 Asam folat Rp   1,253,000,- 

83 Asam laktat Rp      833,000,- 

84 Asam urat Rp        45,000,- 

85 Asam urat urine Rp        95,000,- 

86 Asam urat urine 24 jam Rp        95,000,- 

87 ASTO Rp      100,000,- 

88 Audiometri Rp      245,000,- 

89 Audiomerti 6 frekuensi Rp      238,000,- 

90 Aviditas Anti CMV Ig G Rp      733,000,- 

91 Aviditas Anti Toxoplasma Ig G Rp      733,000,- 

92 Badan Inklusi HBH Rp      200,000,- 

93 BCR ABL Rp   1,519,000,- 

94 BCR ABL kuantitatif P210 Rp   4,593,000,- 

95 Benzodiazepin Rp      268,000,- 

96 Besi Rp      276,000,- 

97 Beta 2 Mikroglobulin Rp   1,159,000,- 

98 BHCG Rp      853,000,- 

99 Biaya administrai Rp        75,000,- 

100 Bilasan bronchus Rp      461,000,- 

101 Billirubin (Total/direct/indirect) Rp      212,000,- 

102 Biilirubin direct Rp        50,000,- 

103 Billirubin total Rp        50,000,- 

104 Billirubin total (neonatus) Rp      203,000,- 

105 BRCA 1/2 germline Rp   5,500,000,- 

106 BTA (Microscopic) Rp      137,000,- 

107 BTA (microscopic sputum 1) Rp      137,000,- 

108 BTA (microscopic sputum 2) Rp      137,000,- 

109 BTA (microscopic (sputum 3) Rp      137,000,- 

110 C3 complemen Rp      803,000,- 

111 C4 complemen Rp      803,000,- 

112 CA 125 Rp      955,000,- 

113 CA 15-3 Rp      961,000,- 

114 CA 19-9 Rp      979,000,- 

115 CA 72-4 Rp   1,343,000,- 

116 Calcium Total Rp        95,000,- 
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117 Calcium ion Rp      150,000,- 

118 Coombs Test Rp      250,000,- 

119 Calcium urine Rp      171,000,- 

120 Calcium urine 24  jam Rp      172,000,- 

121 Cannabis Rp      268,000,- 

122 Carbamazepin Rp   1,472,000,- 

123 Cardio PGX Rp   7,500,000,- 

124 Cardio PGX (add on) Rp   5,275,000,- 

125 Ca RIX 2.0 Rp 10,550,000,- 

126 Ca RIX 2.0 (add on) Rp   8,500,000,- 

127 CD, Blood Rp      475,000,- 

128 CD 15 Rp   1,055,000,- 

129 CD 15, CdD30 Rp   1,995,000,- 

130 CD 20 Rp   1,064,000,- 

131 CD 20, CD 3 Rp   1,995,000,- 

132 CD 20, CD 3, CD 79A Rp   2,908,000,- 

133 CD 20, CD 30 Rp   1,978,000,- 

134 CD 20, CD 79A Rp   1,978,000,- 

135 CD 3 Rp   1,064,000,- 

136 CD 30 Rp   1,064,000,- 

137 CD 45 Rp   1,060,000,- 

138 CD 79A Rp   1,055,000,- 

139 CEA Rp      483,000,- 

140 Celiad desease profile IGA Rp      980,000,- 

141 CHE Rp      256,000,- 

142 Klorida Rp      108,000,- 

143 Klorida urine Rp      192,000,- 

144 Chlosterol HDL Rp        80,000,- 

145 Cholesterol LDL direct Rp      160,000,- 

146 Cholesterol total Rp        80,000,- 

147 Lipid Profile Rp      210,000,- 

148 CK Rp      315,000,- 

149 CKMB  Rp      250,000,- 

150 
Closetridium divicile (GDH dan 
toxin A/B) 

Rp   1,164,000,- 

151 Closetridium divicile (GDH) Rp      866,000,- 

152 Closetridium divicile (toxin A/B) Rp      859,000,- 

153 CMV-DNA (real time PCR) Rp   1,766,000,- 

154 CMV-DNA, urine  (real time PCR) Rp   1,766,000,- 

155 Co, serum Rp      475,000,- 

156 Cocaine Rp      223,000,- 

157 Cortisol Rp      756,000,- 

158 Cortisol Saliva malam Rp      820,000,- 

159 Cortisol Saliva pagi Rp      820,000,- 

160 Cortisol Saliva siang Rp      820,000,- 

161 Cortisol Saliva sore Rp      820,000,- 

162 Cortisol serum pagi Rp      756,000,- 

163 Cortisol serum random Rp      756,000,- 

164 Cortisol serum sore Rp      756,000,- 
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165 Cortisol urine Rp      530,000,- 

166 Cotimine Rp      158,000,- 

167 C-Peptide Rp      662,000,- 

168 C-Peptide 2 jam PP Rp      662,000,- 

169 CRP kualitatif Rp        83,000,- 

170 CRP kuantitatif Rp      225,000,- 

171 CT-NG DNA (real time PCR) Rp   1,772,000,- 

172 CTX (C-telopeptide) Rp      690,000,- 

173 CU, serum Rp      475,000,- 

174 Cyclosporin paren Rp   1,845,000,- 

175 Cyfra 21-1 Rp      713,000,- 

176 CYP2C19 - genotype **, *** Rp      762,000,- 

177 Cystatin-C Rp      482,000,- 

178 Cytopatologi Rp      452,000,- 

179 Darah samar Rp      150,000,- 

180 D-dimer Rp      350,000,- 

181 Dengue NS1 antigen Rp      360,000,- 

182 DHEA S Rp   1,037,000,- 

183 Diarix (add on) Rp   7,500,000,- 

184 Digoxin Rp   5,275,000,- 

185 Diseksi janin Rp   1,394,000,- 

186 Echocardiografi Rp   1,354,000,- 

187 EKG Rp      927,000,- 

188 EKG new Rp      178,174 

189 Elektromedik terapi (15 menit) Rp      102,000,- 

190 Eosinofil absolut Rp      134,000,- 

191 
Epstain-BARR virum early IgA 
Antibodi 

Rp   1,096,000,- 

192 
Epstain - BARR cirus viral chap 

side antigen (VCA antibodi) 
Rp   1,096,000,- 

193 Estradiol Rp      700,000,- 

194 Estrogen receptor (ER) Rp   1,149,000,- 

195 Eye genomics Rp   7,500,000,- 

196 Eye genomics add on Rp   5,275,000,- 

197 Faeces rutin Rp        50,000,- 

198 Fatty acid profile Rp   1,392,000,- 

199 Fe, serum Rp      475,000,- 

200 Fecalcaprotectin Rp      918,000,- 

201 Ferritin Rp      270,000,- 

202 Fibrinogen Rp      441,000,- 

203 Fistula Rp      978,000,- 

204 FNA extra paru Rp      491,000,- 

205 Fosfatase alkali Rp        50,000,- 

206 Fosfor anorganik Rp      175,000,- 

207 Fosfor anorganik urine Rp      175,000,- 

208 Fragmentasi DNA sperma Rp   3,033,000,- 

209 Free PSA Rp   1,232,000,- 

210 Free testosteron Rp   1,500,000,- 

211 FSH Rp      602,000,- 



  

24 

 

212 FT3 Rp      350,000,- 

213 FT4 Rp      350,000,- 

214 G6PD neonatus Rp        95,000,- 

215 Gambaran darah tepi Rp      100,000,- 

216 
Gambaran sumsum tulang 
(interpretasi) 

Rp      800,000,- 

217 Gamma GT Rp        60,000,- 

218 Gingiva  Rp      972,000,- 

219 Glukosa 2 jam PP Rp        50,000,- 

220 Glukosa puasa Rp        50,000,- 

221 Glukosa sewaktu Rp        50,000,- 

222 Glukosa sewaktu I Rp        52,000,- 

223 Glukosa sewaktu II Rp        52,000,- 

224 Glukosa sewaktu III Rp        52,000,- 

225 Glukosa sewaktu IV Rp        52,000,- 

226 Glutamine Rp      400,000,- 

227 Glycated albumin Rp      261,000,- 

228 
Golongan darah A, B, O dan 
rhesus 

Rp        60,000,- 

229 GOT Rp        50,000,- 

230 GPT Rp        50,000,- 

231 Growth hormon stimulation I Rp      760,000,- 

232 Growth hormon stimulation II Rp      760,000,- 

233 Growth hormon stimulation III Rp      760,000,- 

234 Growth hormon stimulation IV Rp      760,000,- 

235 Growth hormon stimulation V Rp      760,000,- 

236 Growth hormon stimulation VI Rp      760,000,- 

237 Growth hormone Rp      760,000,- 

238 GTT 1 jam Rp        55,000,- 

239 GTT 1 jam Rp        55,000,- 

240 GTT 2 jam Rp        55,000,- 

241 GTT 2 jam PP Rp        55,000,- 

242 GTT puasa Rp        55,000,- 

243 GTT puasa Rp        55,000,- 

244 HBA1C Rp      180,000,- 

245 HBEAG Rp      779,000,- 

246 HBSAG (Elisa) Rp      256,000,- 

247 HBSAG (rapid) Rp      110,000,- 

248 HBSAG konfirmasi Rp   1,294,000,- 

249 HBSAG Kuantitatif Rp      588,000,- 

250 HBV – DNA Rp   2,574,000,- 

251 HCV - RNA (real time PCR) Rp   3,595,000,- 

252 HE4 Rp      730,000,- 

253 Hematologi lengkap (RET,IPF) Rp      164,000,- 

254 Hematologi rutin Rp        85,000,- 

255 HER 2 Rp   1,149,000,- 

256 
HER 2 (human epidermal growth 
factor receptor 2) 

Rp   1,149,000,- 

257 Hereditaricancerix Rp 11,000,000,- 
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258 HG, Blood Rp      475,000,- 

259 HIV 1 RNA (real time PCR) Rp   1,969,000,- 

260 Hodge kin (CD 15, CD 30, CD 45) Rp   2,934,000,- 

261 Home service charge  (HSC) Rp      105,000,- 

262 Home service charge  2 jam PP Rp      109,000,- 

263 Homocysteine Rp      949,000,- 

264 HPSA Rp      368,000,- 

265 HPV genotipe Rp   1,969,000,- 

266 HPV DNA high risk (HC) Rp      868,000,- 

267 HS- CRP Rp      417,000,- 

268 HS- Troponin I kuantitatif Rp   1,036,000,- 

269 IFN Gamma release Assay (IGRA) Rp   1,368,000,- 

270 IgA Rp      737,000,- 

271 IgE atopi (panel indonesia) Rp   2,249,000,- 

272 IgE atopi (panel pediatri) Rp   2,087,000,- 

273 IgE spesifik cokelat Rp      909,000,- 

274 IgE spesifik daging ayam Rp      909,000,- 

275 IgE spesifik debu rumah Rp      909,000,- 

276 IgE spesifik epitel anjing Rp      909,000,- 

277 IgE spesifik epitel kucing Rp      909,000,- 

278 IgE spesifik epitel tikus Rp      909,000,- 

279 IgE spesifik ikan Rp      909,000,- 

280 IgE spesifik jamur aspergillus Rp      909,000,- 

281 IgE spesifik jamur penicillin Rp      909,000,- 

282 IgE spesifik kacang Rp      909,000,- 

283 IgE spesifik kapuk Rp      909,000,- 

284 IgE spesifik kecoa Rp      909,000,- 

285 IgE spesifik kepiting Rp      909,000,- 

286 IgE spesifik kerang Rp      909,000,- 

287 IgE spesifik kuning telur Rp      909,000,- 

288 IgE spesifik putih telur Rp      909,000,- 

289 IgE spesifik susu Rp      909,000,- 

290 IgE spesifik tungau debu rumah Rp      909,000,- 

291 IgE spesifik udang Rp      909,000,- 

292 IgE total Rp      609,000,- 

293 IGF - 1 Rp   1,242,000,- 

294 IgG  Rp      825,000,- 

295 IgG food sensitivity profile Rp 10,155,000,- 

296 IgM Rp      825,000,- 

297 Immature Platelet Fraction (IPF) Rp      103,000,- 

298 IMMUNErisk Rp   7,500,000,- 

299 IMMUNErisk (add on) Rp   5,275,000,- 

300 Immunotyping Rp   1,380,000,- 

301 Insulin 1 Jam PP Rp      635,000,- 

302 Insulin 2 Jam PP Rp      635,000,- 

303 Insulin puasa Rp      635,000,- 

304 Insulin sewaktu Rp      635,000,- 

305 Interleukin 6 (IL-6) Rp      401,000,- 

306 IT ratio Rp      206,000,- 
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307 Jamur mikroskopis Rp      162,000,- 

308 Kalium Rp      108,000,- 

309 Kalium (urin 24 jam) Rp      192,000,- 

310 Kantung hidrokel Rp      978,000,- 

311 Kerokan mandibula Rp      978,000,- 

312 Ki67 Rp   1,113,000,- 

313 Ki67 Rp   1,113,000,- 

314 Kolostomi storma Rp      978,000,- 

315 Kreatinin Rp        50,000,- 

316 Kreatinin clearance Rp      229,000,- 

317 Kreatinin urine Rp        90,000,- 

318 Kreatinin urine 24 jam Rp        90,000,- 

319 Kultur cairan tubuh Rp      737,000,- 

320 Kultur darah Rp      743,000,- 

321 Kultur feces Rp      775,000,- 

322 Kultur Gall Rp      630,000,- 

323 Kultur GO Rp      545,000,- 

324 Kultur lain lain  Rp      793,000,- 

325 Kultur swab rektal Rp      632,000,- 

326 Kultur urine Rp      775,000,- 

327 Kultur vibrio Rp      740,000,- 

328 Kuretase endometrial Rp      978,000,- 

329 Kuretase endoserviks Rp      978,000,- 

330 LDH Rp      208,000,- 

331 LED Rp        30,000,- 

332 Lelomioma, tanpa uterus Rp      978,000,- 

333 Leptin Rp      812,000,- 

334 Leukemia Phenotyping Rp   2,172,000,- 

335 LH Rp      584,000,- 

336 Lipase Rp      381,000,- 

337 Lobektomi paru-paru kanan Rp   1,354,000,- 

338 Lobektomi paru-paru kiri Rp   1,354,000,- 

339 Lobektomi tiroid kanan Rp   2,265,000,- 

340 Lobektomi tiroid kiri Rp   2,265,000,- 

341 Lp (a) Rp      625,000,- 

342 Lupus antikoagulan Rp      773,000,- 

343 Magnesium Rp      182,000,- 

344 Magnesium (urin 24 jam) Rp      182,000,- 

345 Magnesium urin  Rp      181,000,- 

346 Malaria (mikroskopik) Rp      100,000,- 

347 Malaria (ICT) Rp      190,000,- 

348  Massa auricular  Rp      978,000,- 

349 Meatus akustikus Rp      978,000,- 

350 Methamphetamine Rp      268,000,- 

351 Mikrofilaria (mikroskopik) Rp      100,000,- 

352 Mn, serum Rp      475,000,- 

353 Modified harvard step test Rp      170,000,- 

354 Morphine (opiat) Rp      268,000,- 

355 MS AFP Rp      597,000,- 
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356 MTB DNA (real time PCR) Rp   1,575,000,- 

357 Mutasi EGER jaringan baru Rp   3,790,000,- 

358 Mutasi EGER jaringan blok Rp   3,790,000,- 

359 Mutasi EGER sitologi Rp   3,790,000,- 

360 Mutasi JAK2V617F Rp      972,000,- 

361 Natrium Rp      108,000,- 

362 Amphetamine Rp        58,000,- 

363 Opiate Rp        58,000,- 

364 Marijuana Rp        58,000,- 

365 Natrium urin Rp      192,000,- 

366 
NBS Amino Acid & Acylcarnitine 
(LC-MS/MS) 

Rp      634,000,- 

367 NBS Amino Acid  Rp      560,000,- 

368 NEUROgenomics Rp   7,500,000,- 

369 NEUROgenomics add on Rp   5,275,000,- 

370 N MID osteocalcin Rp      733,000,- 

371 
Non Hodgkin (CD20, CD3, 

CD79a, Ki67) 
Rp   3,168,000,- 

372 NSE Rp   1,155,000,- 

373 NT Pro BNP Rp   1,002,000,- 

374 Omega profile Rp   1,121,000,- 

375 
Ovarium disertai tuba falopi non 
neoplastik kanan 

Rp   2,265,000,- 

376 
Ovarium disertai tuba falopi non 
neoplastik kiri 

Rp   2,265,000,- 

377 
Ovarium disertai tuba falopi 
neoplastik kanan 

Rp   2,265,000,- 

378 
Ovarium disertai tuba falopi 
neoplastik kiri 

Rp   2,265,000,- 

379 Panel nutrisi dan logam berat Rp   1,879,000,- 

380 
Panel nutrisi dan logam berat, 
serum & whole blood 

Rp     1,879,000,- 

381 Panel nutrisi, serum Rp     1,879,000,- 

382 Panel nutrisi, urine Rp     1,879,000,- 

383 
Panel toksik, serum & whole 
blood 

Rp     1,879,000,- 

384 Panel toksik, urin Rp     1,879,000,- 

385 
Panel vitamin B1 dan B6, LC-

MS/MS 
Rp        755,000,- 

386 Papsmear Rp        464,000,- 

387 Papsmear vagina Rp        464,000,- 

388 
Payudara kanan dengan tanda 

batas pemotongan 
Rp     2,265,000,- 

389 
Payudara kiri dengan tanda batas 

pemotongan 
Rp     2,265,000,- 

390 Pb, blood Rp        475,000,- 

391 PD-L1 (SP263) Rp     2,600,000,- 

392 PD-L1 (SP263), cairan pleura Rp     2,600,000,- 

393 Pengecatan gram Rp        147,000,- 

394 Pengecatan gram (swab vagina) Rp        147,000,- 
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395 
Perawatan luka (luka 

diabetik/gangreen) ringan luas 
Rp        313,000,- 

396 Phencyclidine Rp          83,000,- 

397 Phenobarbital Rp     2,949,000,- 

398 Phenytoin Rp     1,344,000,- 

399 PIVKA-II Rp        509,000,- 

400 Platelet Function Test Anti P2Y12 Rp     2,625,000,- 

401 Platelet Function Aspirin Rp     2,625,000,- 

402 Poli pada telinga Rp        978,000,- 

403 Prealbumin (Transthyretin) Rp     1,575,000,- 

404 Pro cancer breast 3 Rp     3,790,000,- 

405 Pro healthy gut Rp        842,000,- 

406 Pro Breast Cancer 1 Rp     1,938,000,- 

407 Pro Breast Cancer 1 Rp     1,938,000,- 

408 Pro Breast Cancer 2 Rp     2,570,000,- 

409 Pro Breast Cancer 2 Rp     2,570,000,- 

410 Pro Breast Cancer 3 Rp     3,790,000,- 

411 Procalcitonin (PCT) Rp        450,000,- 

412 Prochromosomal (CMA) Rp     6,500,000,- 

413 Prochromosomal Trio - Add on Rp   13,000,000,- 

414 Progesteron Rp        737,000,- 

415 Progesteron Receptor (PR) Rp     1,149,000,- 

416 ProlCTIN Rp        541,000,- 

417 ProSafe Rp     8,538,000,- 

418 Proses slide HE Rp        581,000,- 

419 Protein C Rp     1,222,000,- 

420 Protein Elektroforesis Capillary Rp        381,000,- 

421 Protein Elektroforesis Gel Agarosa Rp        381,000,- 

422 Protein S Rp     1,642,000,- 

423 Protein Total (urin 24 jam) Rp        291,000,- 

424 Protein Total (urin sewaktu) Rp        291,000,- 

425 Protein Total , albumin, globulin Rp        257,000,- 

426 PSA Rp        620,000,- 

427 PTH intact Rp     1,018,000,- 

428 
Rasio albumin - kreatinin urin 

sewaktu 
Rp        219,000,- 

429 
Rasio protein total / kreatinin 

(urin sewaktu) 
Rp        287,000,- 

430 Rasio sFIT-1/PIGF Rp     2,250,000,- 

431 Registrasi Baru Rp          58,000,- 

432 Reseksi esofagus Rp        978,000,- 

433 Reseksi ginjal kanan Rp     1,354,000,- 

434 Reseksi ginjal kiri Rp     1,354,000,- 

435 Reseksi kandung kemoh Rp     2,265,000,- 

436 Reseksi kolon Rp     2,265,000,- 

437 Reseksi laring Rp     2,265,000,- 

438 Reseksi perut Rp     2,265,000,- 

439 Reseksi radikal prostat Rp     2,265,000,- 

440 
Reseksi regional kelenjar getah 
bening 

Rp     2,265,000,- 



  

29 

 

441 
Reseksi segmental kolon (non 

tumor) 
Rp     1,354,000,- 

442 Reseksi segmental kolon (tumor) Rp     2,265,000,- 

443 Reseksi sendi Rp        978,000,- 

444 Reseksi tumor lidah Rp     2,265,000,- 

445 Reseksi tumor pada usus halus Rp     2,265,000,- 

446 Reseksi tumor pada perut Rp     2,265,000,- 

447 Reseksi tumor tonsil Rp     2,265,000,- 

448 Reseksi tumor pada usus halus Rp     2,265,000,- 

449 Reseksi tumor vulva Rp     1,354,000,- 

450 Retikulosit Rp        179,000,- 

451 Retikulosit (otomatis) Rp        179,000,- 

452 Retraksi bekuan Rp        132,000,- 

453 Review patologi Rp        562,000,- 

454 Reumatoid Arth (Semi Kuantitatif) Rp        120,000,- 

455 Reumatoid Arth (Kwalitatif) Rp          80,000,- 

456 ROMA Rp     1,592,000,- 

457 Romberg test Rp          82,000,- 

458 Rotavirus antigen Rp        459,000,- 

459 Rumpel Leede Rp          45,000,- 

460 Saraf simpatik Rp        978,000,- 

461 SARS Cov 2 Ag Rp        109,000,- 

462 SARS Cov 2 RNA Rp        300,000,- 

463 SCC Rp        918,000,- 

464 Se, Serum Rp        475,000,- 

465 Sel LE Rp        201,000,- 

466 SHBG Rp     1,906,000,- 

467 Sikatan esofagus Rp        459,000,- 

468 Spirometri Rp        281,000,- 

469 Status anti oksidan total Rp     1,753,000,- 

470 Stero pro child Rp     1,967,000,- 

471 Stero pro female Rp     1,967,000,- 

472 Subtipe linfosit (CD4 & CD 8) Rp        338,000,- 

473 Sustemic sclerosis profile Rp     1,688,000,- 

474 T3 (total) Rp        220,000,- 

475 T4 (Total) Rp        220,000,- 

476 Tacrolimus Rp     1,234,000,- 

477 TENS risk Rp     7,500,000,- 

478 TENS risk (add on) Rp     5,275,000,- 

479 Tes kehamilan Rp          70,000,- 

480 Testosteron Rp        655,000,- 

481 Theophyllin Rp     2,231,000,- 

482 Tiroglobulin Rp        825,000,- 

483 TPHA Rp        269,000,- 

484 TRAb Rp        744,000,- 

485 Transbronkial aspirasi tumor Rp        459,000,- 

486 Tranferrom Rp        600,000,- 

487 Transtorakal aspirasi tumor Rp        464,000,- 

488 Trichomonas mikroskopis Rp        162,000,- 
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489 Trigliserida Rp          70,000,- 

490 Triple cardiac marker Rp     1,799,000,- 

491 Troponin I Rp        350,000,- 

492 Troponin T Rp        350,000,- 

493 Troponin I Kualitatif Rp     1,036,000,- 

494 Tryptophan Rp        400,000,- 

495 TSH Neonatus Rp          95,000,- 

496 TSHs Rp        250,000,- 

497 Tuba dan ovarium Rp     2,265,000,- 

498 Tulang alveolar Rp        978,000,- 

499 Tumor anus Rp        978,000,- 

500 Tumor bibir Rp        978,000,- 

501 Tumor coli Rp        978,000,- 

502 Tumor cruris Rp     1,354,000,- 

503 Tumor kulit besar Rp     2,265,000,- 

504 Tumor kulit kecil Rp        978,000,- 

505 Tumor kulit sedang Rp     1,354,000,- 

506 Tumor kulit kepala Rp        978,000,- 

507 Tumor labial Rp        978,000,- 

508 Tumor regio okspital Rp     1,354,000,- 

509 UIBC Rp        245,000,- 

510 
Ultrasensitive mutasi EGFR 
ctDNA 

Rp     7,299,000,- 

511 Urea breath test (UBT) Rp     2,233,000,- 

512 Urea N Rp          50,000,- 

513 Urea N urin Rp          89,000,- 

514 Urea N urin 24 jam Rp          89,000,- 

515 Urine rutin Rp          50,000,- 

516 Total Protein Rp          40,000,- 

517 
Urine rutin (flow cytometry) UF 
4000 

Rp        139,000,- 

518 Uterus disertai tuba dan ovarium Rp     2,265,000,- 

519 
Uterus disertai tuba kanan dan 
ovarium 

Rp     2,265,000,- 

520 
Uterus disertai tuba kiri dan 
ovarium 

Rp     2,265,000,- 

521 
Uterus tuba falopi dan ovarium 
(neoplastik) 

Rp     2,265,000,- 

522 
Uterus tuba falopi kanan dan 
ovarium (neoplastik) 

Rp     2,265,000,- 

523 
Uterus tuba falopi kiri dan 

ovarium (neoplastik) 
Rp     2,265,000,- 

524 Vagina berbasis cairan Rp        459,000,- 

525 Vaksin Difteri Rp        251,000,- 

526 Vaksin Hepatitis A Rp     1,020,000,- 

527 Vaksin Hepatitis B Rp     1,010,000,- 

528 Vaksin Hepatitis B Rp        394,000,- 

529 Vaksin herpes Rp     3,291,000,- 

530 Vaksin HPV Rp     1,561,000,- 

531 Vaksin HPV (paket) Rp     4,610,000,- 
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532 Vaksin influenza Rp        382,000,- 

533 Vaksin influenza quadrivalent Rp        565,000,- 

534 Vaksin PCV 13 - Pneumonia Rp     1,455,000,- 

535 Vaksin Thypoid Rp        360,000,- 

536 Vascularisk Rp     7,500,000,- 

537 Vascularisk (add on) Rp     5,275,000,- 

538 VDRL/ RPR Rp        170,000,- 

539 Vitamin A & E Rp        775,000,- 

540 Vitamin B12 Rp     1,252,000,- 

541 Vitamin D 25- OH total Rp        419,000,- 

542 Waktu pembekuan Rp          50,000,- 

543 Waktu perdarahan Rp          50,000,- 

544 Waktu protrombin Rp          94,000,- 

545 Warfarin Indivtest Rp     2,499,000,- 

546 Washing sperma Rp     2,854,000,- 

547 WIDAL Rp        100,000,- 

548 Zn, serum Rp        475,000,- 
 

1.6.4 Detail rincian objek retribusi pelayanan laboratorium patologi 
anatomi 

1 Biopsi bronchus kanan Rp      978,000,- 

2 Biopsi bronchus kiri Rp      978,000,- 

3 Biopsi endobronchial Rp      978,000,- 

4 Biopsi endometrial Rp      978,000,- 

5 Biopsi endoserviks Rp      978,000,- 

6 Biopsi esofagus Rp      978,000,- 

7 Biopsi ginjal kanan Rp      978,000,- 

8 Biopsi ginjal kiri Rp      978,000,- 

9 Biopsi jaringan lunak Rp      880,000,- 

10 Biopsi jarum prostat Rp      978,000,- 

11 Biopsi kandung kemih Rp      978,000,- 

12 Biopsi kelenjar getah bening Rp      880,000,- 

13 Biopsi kelenjar liur kanan Rp      880,000,- 

14 Biopsi kelenjar liur kiri Rp      880,000,- 

15 Biopsi colon Rp      978,000,- 

16 Biopsi conjungtiva Rp      880,000,- 

17 Biopsi labial Rp      880,000,- 

18 Biopsi laring Rp      880,000,- 

19 Biopsi lidah Rp      880,000,- 

20 Biopsi mukosa hidung Rp      880,000,- 

21 Biopsi mukosa oral Rp      880,000,- 

22 Biopsi nefus Rp      978,000,- 

23 Biopsi omentum Rp      978,000,- 

24 Biopsi otot Rp      880,000,- 

25 Biopsi ovarium Rp      978,000,- 

26 Biopsi pankreas Rp      978,000,- 

27 Biopsi paranasal Rp      880,000,- 

28 
Biopsi payudara kanan tanpa 
tanda batas 

Rp      880,000,- 
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29 
Biopsi payudara kiri tanpa tanda 

batas 
Rp      880,000,- 

30 Biopsi pericardial Rp      978,000,- 

31 Biopsi peritoneal Rp      978,000,- 

32 Biopsi perut Rp      978,000,- 

33 Biopsi pleura Rp      978,000,- 

34 Biopsi saraf Rp      978,000,- 

35 Biopsi sinus Rp      978,000,- 

36 Biopsi testis kanan Rp      978,000,- 

37 Biopsi testis kiri Rp      978,000,- 

38 Biopsi tiroid Rp      880,000,- 

39 Biopsi tonsil Rp      880,000,- 

40 Biopsi trakhea Rp      880,000,- 

41 Biopsi transbronchial Rp      978,000,- 

42 Biopsi transthoracal Rp      978,000,- 

43 Biosp tumor thorax Rp      978,000,- 

44 Biopsi ureter Rp      978,000,- 

45 Biopsi urertal Rp      978,000,- 

46 Biopsi usus 12 jari Rp      978,000,- 

47 Biopsi usus halus Rp      978,000,- 

48 Biopsi vagina Rp      978,000,- 

49 Biopsi vulva Rp      978,000,- 

50 Histopatologi (besar) Rp   2,038,000,- 

51 Histopatologi (kecil) Rp      880,000,- 

52 Histopatologi (sedang) Rp   1,218,000,- 

53 Histopatologi nasofaring kecil Rp      880,000,- 

54 Histopatologi nasofaring besar Rp   1,218,000,- 

55 Histopatologi aborsi Rp      880,000,- 

56 Histopatologi abses Rp      880,000,- 

57 Histopatologi adenoid Rp   1,218,000,- 

58 Histopatologi adrenal Rp   1,218,000,- 

59 Histopatolgi appendix Rp      880,000,- 

60 Histopatologi arteri Rp      880,000,- 

61 Histopatologi bola mata Rp   2,038,000,- 

62 Histopatologi cavum uteri Rp      880,000,- 

63 Histopatologi slafus Rp      880,000,- 

64 Histopatologi debriment kulit Rp      880,000,-  

65 
Histopatologi diverticula 

esofagus/usus halus 
Rp   1,218,000,- 

66 Histopatologi embolus Rp      880,000,- 

67 Histopatologi femur Rp      880,000,- 

68 Histopatologi fibula Rp   1,218,000,- 

69 Histopatologi frontal Rp      880,000,- 

70 Histopatologi ganglion Rp      880,000,- 

71 Histopatologi hematoma Rp      880,000,- 

72 Histopatologi hemorroid Rp      880,000,- 

73 Histopatologi hepar Rp      880,000,- 

74 Histopatologi jaringan lunak Rp   1,218,000,- 

75 Histopatologi jaringan pericardial Rp      880,000,- 
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76 Histopatologi kandung empedu Rp   1,218,000,- 

77 Histopatologi kandung kemih tur Rp      880,000,- 

78 Histopatologi kantung hernia Rp      880,000,- 

79 Histopatologi katup jantung Rp      880,000,- 

80 Histopatologi kelenjar bartoline Rp      880,000,- 

81 Histopatologi kelenjar lakrima Rp      880,000,- 

82 Histopatologi kelenjar liur kanan Rp   1,218,000,- 

83 Histopatologi kelenjar liur kiri Rp   1,218,000,- 

84 Histopatologi kelopak mata Rp      880,000,- 

85 Histopatologi kista ganglion Rp      880,000,- 

86 Histopatologi kista kulit Rp      880,000,- 

87 Histopatologi kista sinovial Rp      880,000,- 

88 Histopatologi koleteotoma Rp      880,000,- 

89 Histopatologi konisasi serviks Rp   2,038,000,- 

90 Histopatologi kornea Rp      880,000,- 

91 Histopatologi lambung Rp      880,000,- 

92 Histopatologi leher Rp      880,000,- 

93 Histopatologi limpa Rp   1,218,000,- 

94 Histopatologi lipoma Rp      880,000,- 

95 Histopatologi mandibula Rp      880,000,- 

96 
Histopatologi  massa jaringan 
lunak 

Rp   2,038,000,- 

97 Histopatologi massa mediatinum Rp      880,000,- 

98 
Histopatologi meninges (non 
tumor) 

Rp      880,000,- 

99 Histopatologi meniscus Rp      880,000,- 

100 Histopatologi miom besar Rp   2,038,000,- 

101 Histopatologi miom kecil Rp      880,000,- 

102 Histopatologi miom sedang Rp   1,218,000,- 

103 Histopatologi mukosa bukal Rp      880,000,- 

104 Histopatologi mukosa vagina Rp      880,000,- 

105 Histopatologi neuroma Rp      880,000,- 

106 Histopatologi orofaring Rp      880,000,- 

107 Histopatologi ovarium neoplastik Rp   1,218,000,- 

108 
Histopatologi ovarium non neo 
plastik 

Rp   2,038,000,- 

109 Histopatologi valvebra Rp      880,000,- 

110 Histopatologi pangkreas Rp   1,218,000,- 

111 Histopatologi paratiroid kanan Rp      880,000,- 

112 Histopatologi paratiroid kiri Rp      880,000,- 

113 Histopatologi parotis Rp      880,000,- 

114 Histopatologi paru paru kanan Rp      880,000,- 

115 Histopatologi paru paru kiri Rp      880,000,- 

116 
Histopatologi payudara kanan 

dengan nodus limfe 
Rp   2,038,000,- 

117 
Histopatologi payudara kanan 
parsial 

Rp   1,218,000,- 

118 
Histopatologi payudara kanan 
sederhana 

Rp      880,000,- 
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119 
Histopatologi payudara kiri 

dengan nodus limfe 
Rp   2,038,000,- 

120 
Histopatologi payudara kiri 
parsial 

Rp   1,218,000,- 

121 
Histopatologi payudara kiri 
sederhana 

Rp      880,000,- 

122 Histopatologi perianal Rp      880,000,- 

123 Histopatologi perorbita Rp      880,000,- 

124 
Histopatologi polip pada 

endometrial 
Rp      880,000,- 

125 Histopatologi polip pada hidung Rp      880,000,- 

126 
Histopatologi polip pada 

colorectal 
Rp      880,000,- 

127 Histopatologi polip pada perut Rp      880,000,- 

128 Histopatologi polip pada serviks Rp      880,000,- 

129 
Histopatologi polip pada usus 
halus 

Rp      880,000,- 

130 Histopatologi produk konsepsi Rp   2,038,000,- 

131 Histopatologi prostat Rp   1,218,000,- 

132 Histopatologi retina Rp      880,000,- 

133 
Histopatologi senrinel kelenjar 
getah bening 

Rp      880,000,- 

134 Histopatologi sinovium Rp      880,000,- 

135 
Histopatologi sterlisisasi tuba 

valopi kanan 
Rp      880,000,- 

136 
Histopatologi sterlisisasi tuba 

valopi kiri 
Rp      880,000,- 

137 Histopatologi struma nodusa Rp      880,000,- 

138 Histopatologi tendon Rp      880,000,- 

139 Histopatologi tiroid kecil Rp   1,218,000,- 

140 Histopatologi tiroid besar Rp   2,038,000,- 

141 Histopatologi tonsil Rp      880,000,- 

142 Histopatologi tonsil dan adenoid Rp   1,218,000,- 

143 Histopatologi trombus Rp      880,000,- 

144 Histopatologi tuba valopi kanan Rp      880,000,- 

145 Histopatologi tuba valopi kiri Rp      880,000,- 

146 Histopatologi tulang Rp      880,000,- 

147 Histopatologi tulang rahang Rp      880,000,- 

148 Histopatologi tulang rawan Rp   2,038,000,- 

149 
Histopatologi tumor kelenjar 
timus 

Rp   1,218,000,- 

150 Histopatologi tumor pituitari Rp      880,000,- 

151 Histopatologi tumor testis kanan Rp   2,038,000,- 

152 Histopatologi tumor testis kiri Rp   2,038,000,- 

153 Histopatologi tur prostat Rp   2,038,000,- 

154 Histopatologi umbilical Rp      880,000,- 

155 Histopatologi ureter Rp      880,000,- 

156 Histopatologi uterus Rp   2,038,000,- 

157 Histopatologi vena Rp      880,000,- 

158 Histopatologis testis kanan Rp   2,038,000,- 

159 Histopatologis testis kiri Rp   2,038,000,- 
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160 Kista duktus lacrimal Rp      880,000,- 

161 Kista duktus tiroglosus Rp      880,000,- 

162 Kista ovarium (besar) Rp   2,038,000,- 

163 Kista ovarium (kecil) Rp      880,000,- 

164 Kista ovarium (sedang) Rp   1,218,000,- 

165 Kista popliteal Rp      880,000,- 

166 Kondiloma Rp      880,000,- 

167 Sitologi aspirasi Rp      417,000,- 

168 
Sitologi aspirasi kista payudara 
kanan 

Rp      413,000,- 

169 
Sitologi aspirasi kista payudara 

kiri 
Rp      413,000,- 

170 Sitologi bilasan buli buli Rp      413,000,- 

171 Sitologi cairan asites Rp      417,000,- 

172 Sitologi cairan cerebrospinal Rp      417,000,- 

173 Sitologi cairan kista ovarium Rp      417,000,- 

174 Sitologi cairan perikardial Rp      417,000,- 

175 Sitologi cairan peritoneal Rp      417,000,- 

176 Sitologi cairan peritonealleura Rp      417,000,- 

177 Sitologi cairan pus Rp      417,000,- 

178 Sitologi cairan sendi Rp      395,000,- 

179 Sitologi endobronkial Rp      413,000,- 

180 Sitolofi serviks CINtec Rp   1,800,000,- 

181 Sitolofi serviks berbasis cairan Rp      554,000,- 

182 
Sitolofi serviks berbasis cairan 

(SSBC) 
Rp      527,000,- 

183 Sitologi sikatan bronkus Rp      414,000,- 

184 Sitologi sputum Rp      414,000,- 

185 Sitologi urine Rp      880,000,- 

186 
Histopatologi Operasi 
kecil/kuret/biopsi Rp      300,000,- 

187 Histopatologi Operasi sedang Rp      400,000,- 

188 
Histopatologi Operasi 
besar/radikalitet Rp      500,000,- 

189 Frozen section Rp   1,250,000,- 

190 Sitologi Paps mear Rp      100,000,- 

191 Cairan sitologi Rp      200,000,- 

192 
Pengambilan dan Pemeriksaan 
papsmear 

 

Rp      200,000,- 
  

193 
Pengambilan dan Pemeriksaan 
biopsi aspirasi organ luar Rp      350,000,- 

194 
Penhambilan dan Pemeriksaan 
biopsi aspirasi organ dalam Rp      600,000,- 

195 Imprint Rp      600,000,- 

196 Visum/item Rp      600,000,- 

197 IHC/item Rp      150,000,- 

1.6.5 Detail rincian objek retribusi pelayanan radiologi 

  Tanpa kontras 

1 Rontgen Thorax AP/PA  Rp      150,000,- 

2 Rontgen Abdomen AP Rp      150,000,- 
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3 Rontgen B N O  AP Rp      150,000,- 

4 Rontgen BNO 3 posisi Rp      500,000,- 

5 Rontgen BNO IVP + kontras Rp   1,300,000,- 

6 Rontgen Pelvic  AP Rp      150,000,- 

7 Rontgen Digiti AP/L Rp      150,000,- 

8 Rontgen Manus AP/O Rp      150,000,- 

9 Rontgen Wrist Joint  AP/L Rp      150,000,- 

10 Rontgen Antebrachi   AP/L Rp      150,000,- 

11 Rontgen Humerus AP/L Rp      150,000,- 

12 Rontgen Sheulder  AP/L Rp      150,000,- 

13 Rontgen Scapula  AP/L Rp      150,000,- 

14 Rontgen Claricula AP Rp      150,000,- 

15 Rontgen Elbe Joint AP/L Rp      150,000,- 

16 Rontgen Ankle Joint AP/L Rp      150,000,- 

17 Rontgen Pedis AP/L Rp      150,000,- 

18 Rontgen Cruris  AP/L Rp      150,000,- 

19 Rontgen Knee Joint AP/L Rp      150,000,- 

20 Rontgen Femur AP/L Rp      150,000,- 

21 Rontgen Hip Joint AP/L Rp      150,000,- 

22 Rontgen Coxae  AP Rp      150,000,- 

23 Rontgen Costae  AP Rp      150,000,- 

24 Rontgen Schedel  AP/L Rp      150,000,- 

25 Rontgen Cervical AP/L Rp      200,000,- 

26 Rontgen Cervice-Theracalis  AP/L Rp      200,000,- 

27 Rontgen Theracalis AP/L Rp      200,000,- 

28 Rontgen Therace-Lumbal AP/L Rp      200,000,- 

29 Rontgen Lumbal  AP/L Rp      200,000,- 

30 Rontgen Lumbo-Sacral AP/L Rp      200,000,- 

31 Rontgen Sacrum AP/L Rp      150,000,- 

32 Rontgen Coecygeus AP/L Rp      150,000,- 

33 Rontgen Mandibula AP/L Rp      150,000,- 

34 

Rontgen TMJ (Tempere-

Mandibula Joint) 
Rp      150,000,- 

35 Rontgen Maxilla AP/L Rp      150,000,- 

36 Rontgen Mastoid 1 organ Rp      150,000,- 

37 Rontgen Sinus AP/L Rp      150,000,- 

38 Rontgen Nasal Rp      200,000,- 

39 Rontgen Orbita Rp      200,000,- 

40 USG Upper Abdomen Rp      693,000,- 

41 USG Lower Abdomen Rp      693,000,- 

42 USG Upper + Lower Abdomen Rp      931,000,- 

43 USG Kidney + Bladder Rp      693,000,- 

44 Mamografi Rp      500,000,- 

45 Survei Tulang Rp      720,000,- 

46 Rontgen Thorax Lateral  Rp      150,000,- 

47 Rontgen Thorax Lateral Dcubitus Rp      150,000,- 

48 Rontgen Abdomen Decubitus Rp      150,000,- 

49 Rontgen Cervical Oblique (R/L) Rp      150,000,- 

50 Rontgen Thoracal Oblique (R/L) Rp      200,000,- 
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51 Rontgen Lumbal Oblique (R/L) Rp      200,000,- 

52 Rontgen Thorax Top lordotic Rp      200,000,- 

53 Rontgen Sella Tursica Lateral Rp      150,000,- 

54 
Rontgen Fistulografi (tanpa 
kontras) 

Rp      480,000,- 

55 
Rontgen Appendix (tanpa 
kontras) 

Rp      420,000,- 

56 Neuro CT scan Head scan Rp      875,000,- 

57 
Neuro CT scan Head scan 
Paranasal sinus 

Rp   1,025,000,- 

58 
Neuro CT scan Head scan 
nasopharynx 

Rp   1,025,000,- 

59 
Neuro CT scan Head scan sella 
tursica 

Rp   1,025,000,- 

60 Neuro CT scan Head scan orbita Rp   1,025,000,- 

61 
Neuro CT scan Head scan 
temporal bone 

Rp   1,025,000,- 

62 
Neuro CT scan Head scan 
mastoid 

Rp   1,025,000,- 

63 Neuro CT scan spine cervical Rp   1,800,000,- 

64 Neuro CT scan spine thoracal Rp   1,800,000,- 

65 Neuro CT scan spine lumbal Rp   1,800,000,- 

66 Body CT Scan Thorax Rp   1,950,000,- 

67 Body CT Scan upper abdomen Rp   1,825,000,- 

68 Body CT Scan lower abdomen Rp   1,825,000,- 

69 
Body CT Scan upper + lower 
abdomen 

Rp   3,150,000,- 

70 Body CT Scan leher (neck) Rp   1,825,000,- 

71 Body CT Scan estremitas Rp   1,825,000,- 

72 Body CT Scan nasopharynx Rp   1,825,000,- 

73 Body CT Scan digital pelvimetry Rp   1,050,000,- 

74 Neuro CT scan head CT scan 3 D Rp   1,750,000,- 

75 

Neuro CT scan Head scan 

Paranasal sinus 3 D 
Rp   2,050,000,- 

76 

Neuro CT scan Head scan 

nasopharynx 3 D 
Rp   2,050,000,- 

77 
Neuro CT scan Head scan sella 
tursica 3 D 

 

Rp   2,050,000,- 
  

78 
Neuro CT scan Head scan orbita 

3 D 
Rp   2,050,000,- 

79 
Neuro CT scan Head scan 
temporal bone 3 D 

 

Rp   2,050,000,- 
  

80 
Neuro CT scan Head scan 
mastoid 3 D 

Rp   2,050,000,- 

81 Neuro CT scan spine cervical 3 D Rp   3,600,000,- 

82 Neuro CT scan spine thoracal 3 D Rp   3,600,000,- 

83 Neuro CT scan spine lumbal 3 D Rp   3,600,000,- 

84 Body CT Scan Thorax 3 D Rp   3,900,000,- 

85 

Body CT Scan upper abdomen 3 

D 
Rp   3,650,000,- 
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86 Body CT Scan lower abdomen 3 D Rp   3,650,000,- 

87 

Body CT Scan upper + lower 

abdomen 3 D 
Rp   6,300,000,- 

88 Body CT Scan leher (neck) 3 D Rp   3,650,000,- 

89 Body CT Scan estremitas 3 D Rp   3,650,000,- 

90 Body CT Scan nasopharynx 3 D Rp   3,650,000,- 

91 
Body CT Scan digital pelvimetry 3 
D 

Rp   2,100,000,- 

92 
CT scan dengan kontras 50cc 
dikenakan tambahan tarif 

Rp      500,000,- 

93 
CT scan dengan kontras 100 cc 
dikenakan tambahan tarif 

Rp   1,000,000,- 

94 USG Muscoloskeletal Rp      900,000,- 

95 USG vaskuler Rp   1,300,000,- 

96 
USG Upper abdomen (liver, GB, 
pancreas, kidney) 

Rp      600,000,- 

97 USG Kidney + Bladder Rp      550,000,- 

98 USG Pelvis Rp      500,000,- 

99 USG Upper + lower abdomen Rp      800,000,- 

100 USG neck Rp      550,000,- 

101 USG breast Rp      550,000,- 

 

1.6.6. Detail rincian objek retribusi pelayanan rehabilitasi medis 

1 
Pemeriksaan dan konsultasi 
dokter spesialis (Fisioterapi) Rp      125,000,- 

2 Traction (Fisioterapi) Rp        50,000,- 

3 
Shortwave Diathermie 
(Fisioterapi) Rp        50,000,- 

4 
Microwave Diathermie 
(Fisioterapi) Rp        50,000,- 

5 Electrical Stimulation (Fisioterapi) Rp        50,000,- 

6 Ultra sound (Fisioterapi) Rp        50,000,- 

7 Tens (Fisioterapi) Rp        30,000,- 

8 Hot Pack (Fisioterapi) Rp        30,000,- 

9 Parafin Bath (Fisioterapi) Rp        25,000,- 

10 Infrared (Fisioterapi) Rp        30,000,- 

11 
Interpretento Therapie 
(Fisioterapi) Rp        25,000,- 

12 ESWT / RSWT (Fisioterapi) Rp      300,000,- 

13 Vibrator (Fisioterapi) Rp        25,000,- 

14 Vacum (Fisioterapi) Rp        30,000,- 

15 Laser (Fisioterapi) Rp        50,000,- 

16 Nebulizer (Fisioterapi) Rp        50,000,- 

17 
Exercise Therapi/ Manual 
Therapi/ Message (Fisioterapi) Rp        75,000,- 

18 Exercise Therapi dengan alat Rp      150,000,- 

19 Okupasi terapi Rp        75,000,- 

20 Okupasi terapi dengan alat Rp      150,000,- 

  

1.6.7 Detail rincian objek retribusi pelayanan gizi 
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1 Layanan makan keluarga 

penunggu pasien/org/hari semua 
kelas 

Rp        46,000,- 

2 
Layanan makan keluarga 

penunggu pasien/org/hari VIP 
Rp        59,000,- 

3 Konsultasi poli gizi (nutrisionis) Rp        50,000,- 

4 
Konsultasi gizi rawat inap 
(nutrisionis) VIP 

Rp        45,000,- 

5 
Konsultasi gizi rawat inap 
(nutrisionis) semua kelas 

Rp        25,000,- 
 

1.6.8 Detail rincian objek retribusi pelayanan laundry 

1 Laundry infeksius/kg Rp        30,000,- 

2 Laundry non infeksius/kg Rp        24,000,- 

3 Baju  Rp        10,000,- 

4 Celana Rp        10,000,- 

   

1.6.9 Detail rincian objek retribusi pelayanan CSSD 

1 
Kassa 5 cm x 5 cm/7,5 cm x 7,5 
cm per 1 pouch 

Rp          4,000,- 

2 Kassa 10 cm x 10 cm per 1 pouch Rp          6,000,- 

3 
Steam pouch kemasan Kecil <20 
cm x 30 cm x 5 cm 

Rp        30,000,- 

4 
Steam pouch kemasan sedang 25 
cm x 30 cm x 5 cm 

Rp        45,000,- 

5 
Steam pouch kemasan besar >40 
cm x 40 cm x 5 cm 

Rp        70,000,- 

6 
Steam pouch kemasan Kecil <20 
cm x 30 cm x 5 cm 

Rp        50,000,- 

7 
Steam pouch kemasan sedang 25 
cm x 30 cm x 5 cm 

Rp        85,000,- 

8 
Steam pouch kemasan besar >40 

cm x 40 cm x 5 cm 
Rp      120,000,- 

9 
Steam wraping  kemasan Kecil < 

20 cm x 30 cm x 5 cm 
Rp        60,000,- 

10 
Steam wraping  kemasan sedang 
25 cm x 30 cm x 5 cm 

 

Rp      100,000,- 
  

11 
Steam wraping kemasan besar 
>40 cm x 40 cm x 5 cm 

Rp      150,000,- 

  

1.6.10 Detail rincian objek retribusi pelayanan ambulance  

1 
Sewa Ambulance Dalam Kota 
biasa (PP) Rp      250,000,- 

2 
Sewa Ambulance Dalam Kota 
sulit (PP) Rp      300,000,- 

3 
Pemakaian Luar Kota selebihnya 

setiap KM (PP) 
Rp      220,000,- 

1.6.11 Detail rincian objek retribusi pelayanan farmasi 

1 Bahan Habis Pakai/ Alkes A Rp        10,000,- 

2 Bahan Habis Pakai/ Alkes B Rp        20,000,- 

3 Bahan Habis Pakai/ Alkes C Rp        30,000,- 
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4 Konsultasi farmasi klinis Rp        30,000,- 

5 

Konsultasi farmasi non klinis 

(racikan)/R Rp          2,000,- 

6 

Konsultasi farmasi non klinis 

(non racikan)/R Rp          1,000,- 

7 Harga obat dan BHP = harga 

perolehan + faktor keuntungan 
20%  

  

1.7 Rincian objek retribusi pelayanan non kesehatan 

1.7.1 
Detail rincian objek retribusi 
sewa tempat 

 

1 Penempatan mesin ATM/bulan Rp   1,500,000,- 

2 Kios/kantin/event m2/bulan NJOP RSUD 

3 Sewa aula/hari Rp      200,000,- 

   

1.7.2 Detail rincian objek kerja sama 

1 
MOU baru (jangka waktu 3 
tahun) 

Rp   3,000,000,- 

2 Perpanjangan MOU Rp   1,500,000,- 
 

1.7.3 Detail rincian objek retribusi parkir 

1 Roda 2 Rp          2,000,- 

2 Roda 3 Rp          2,000,- 

3 Roda 4 Rp          4,000,- 

4 Roda 2 (menginap) Rp          4,000,- 

5 Roda 3 (menginap) Rp          4,000,- 

6 Roda 4 (menginap) Rp          8,000,- 

 
 

B. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN 

 
1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN 

KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN SERTA PENYEDIAAN DAN/ATAU 

PENYEDOTAN KAKUS 
 

No. OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF 
(Rp) 

1. Mall Per-bulan 2.750.000,- 

2. Plaza/Swalayan Per-bulan 500.000,- 

3. Toko Swalayan Per-bulan 250.000,- 

4. Toko Kelontong Per-bulan 30.000,- 

5. Toko Kain Pakaian Per-bulan 30.000,- 

6. Toko Sepatu Per-bulan 30.000,- 

7. Toko Emas/Jam Per-bulan 35.000,- 

8. Toko Besi/Alat Bangunan Per-bulan 50.000,- 

9. Toko Mebel/Perabot Per-bulan 35.000,- 

10. Toko Buku/Alat Tulis Per-bulan 25.000,- 

11. Toko Roti Per-bulan 35.000,- 

12. Toko Mainan Anak-anak Per-bulan 35.000,- 

13. Toko Obat/Apotik Per-bulan 30.000,- 

14. Toko Usaha Panglong Kasti Per-bulan 50.000,- 

15. Bank dan Lembaga Keuangan Per-bulan 75.000,- 
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Non-Bank 

16. Toko Tempat Penjualan Undian Per-bulan 0 

17. Toko Bengkel/Servis Roda dua Per-bulan 40.000,- 

18. Toko Bengkel/Servis Roda 4 
(Empat), Bengkel las, bengkel 

Butut 

Per-bulan 65.000,- 

19. Toko Penjualan Premium 

Minyak Campur (Galon Kecil) 

Per-bulan 20.000,- 

20. SPBU Pertamina Per-bulan 60.000,- 

21. Sekolah Pemerintah Per-bulan 30.000,- 

22. Sekolah Swasta Per-bulan 50.000,- 

23. Kantor Pemerintah Per-bulan 25.000,- 

24. Kantor Swasta Per-bulan 50.000,- 

25. Rumah Makan/Restoran Per-bulan 150.000,- 

26. Warung Makan/Kedai Kopi Per-bulan 20.000,- 

27. Penjual Makanan/Minuman 
yang menggunakan Tempat 

Tertentu 

Per-bulan 50.000,- 

28. Bioskop Per-bulan 100.000,- 

29. Tempat Permainan Anak-anak 
Video Game 

Per-bulan 35.000,- 

30. Kilang Padi Per-bulan 50.000,- 

31. Tempat yang Menghasilkan:   

 1) Limun Per-bulan 50.000,- 

 2) B. Arak Per-bulan 50.000,- 

 3) Roti Per-bulan 40.000,- 

 4) Kecap Per-bulan 75.000,- 

 5) Tahu/Tempe Per-bulan 30.000,- 

 6) Minyak Makan Per-bulan 100.000,- 

 7) Es Per-bulan 100.000,- 

32. Pengusaha Ternak Unggas Per-bulan 350.000,- 

33. Pengusaha Ternak Non Unggas Per-bulan 350.000,- 

34. Pengusaha Walet Per-bulan 350.000,- 

35. Kios/Stand di Luar Pasar 

Pemda 

Per-bulan 10.000,- 

36. Doorsmer Per-bulan 50.000,- 

37. Toko Sepeda Per-bulan 50.000,- 

38. Praktek Dokter Per-bulan 35.000,- 

39. Puskesmas Per-bulan 25.000,- 

40. Rumah Sakit Pemerintah Per-bulan 100.000,- 

41. Rumah Sakit Swasta Per-bulan 250.000,- 

42. Klinik Bersalin Per-bulan 20.000,- 

43. Tempat Hiburan Diskotik Per-bulan 150.000,- 

44. Penginapan/Wisma Per-bulan 100.000,- 

45. Hotel Per-bulan 150.000,- 

46. Tukang Besi Per-bulan 30.000,- 

47. Tukang Kaca Per-bulan 30.000,- 

48. Tukang Pangkas Per-bulan 25.000,- 

49. Salon Kecantikan Per-bulan 25.000,- 

50. Toko Beras Per-bulan 30.000,- 

51. Gudang Per-bulan 50.000,- 

52. Wartel/Warnet Per-bulan 35.000,- 

53. Tempat penyimpanan roda 2 Per-bulan 25.000,- 

54. Tempat penyimpanan roda 4 Per-bulan 50.000,- 
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55. Pengusaha pertukangan/ 
pengelolaan 

Per-bulan 35.000,- 

56. Lapangan Terbuka Milik 
Pemerintah Daerah 

  

 1) Kegiatan Komersil Per-
kegiatan/hari 

3.000.000,- 

 2) Kegiatan Sosial Per-
kegiatan/hari 

2.000.000,- 

57. Terminal Per-bulan 50.000,- 

58. Stasiun Kereta Api Per-bulan 75.000,- 

59. Pengusaha Bilyard Per-bulan 30.000,- 

60. Rumah Tangga/Tempat Tinggal Per-bulan 10.000,- 

61. Toko Penjualan Makanan 
Ayam/ Ternak 

Per-bulan 30.000,- 

62. Kedai Sampah Per-bulan 25.000,- 

63. Toko Penjualan Ikan Hias Per-bulan 25.000,- 

64. Toko Pupuk Per-bulan 30.000,- 

65. Tukang Jahit Per-bulan 15.000,- 

66. Pedagang Kaki Lima Per-hari 2.000,- 

 1) Sayur-sayuran Per-hari 2.000,- 

 2) Sayur Gunung Per-hari 2.000,- 

 3) Pakaian/Kelontong Per-hari 2.000,- 

 4) Durian Per-hari 3.000,- 

 5) Penjual Buah-buahan Per-hari 2.000,- 

 6) Pedagang Ikan Per-hari 2.000,- 

 7) Pedagang Daging Per-hari 2.000,- 

 8) Tukang Sepatu Per-hari 2.000,- 

 9) Pedagang Bekas Per-hari 2.000,- 

 10) Pasar Per-hari 3.000,- 

67. Toko Elektronik Per-bulan 30.000,- 

68. Gedung Pertemuan Per-bulan 100.000,- 

69. Sekolah yang memiliki Asrama Per-bulan 200.000,- 

70. Penebangan pohon milik 
Pemerintah Daerah 

  

 a. Mahoni  0 s/d 1 m³ 300.000,- 

  Diatas 1 m³ 400.000,- 

 b. Klumpang 0 s/d 1 m³ 100.000,- 

  Diatas 1 m³ 150.000,- 

 c. Pule dan sejenisnya 0 s/d 1 m³ 75.000,- 

  Diatas 1 m³ 125.000,- 

71. Penyediaan dan/atau 
Penyedotan Kakus 

  

 1) Rumah Tangga Per sekali sedot 350.000,- 

 2) Rumah Ibadah dan Sosial Per sekali sedot 200.000,- 

 3) Hotel dan Home Stay dan 
Rumah Sewa 

Per sekali sedot 500.000,- 

 4) Pabrik, Usaha Komersil dan 
Rumah Makan 

Per sekali sedot 500.000,- 

 
 

5) Rumah Sakit dan Klinik Per sekali sedot 500.000,- 

 6) Kantor Pemerintah dan 
Swasta 

Per sekali sedot 400.000,- 

 7) IPAL  Rumah/Bulan 10.000,- 
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C. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
 
 

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI 
JALAN UMUM 

 

 

No. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF 
(Rp) 

1. KAWASAN JALAN SUDIRMAN, JALAN AHMAD YANI, JALAN 
GATOT SUBROTO, JALAN SOEKARNO HATTA DAN JALAN T.AMIR 
HAMZAH 

 Roda 2 (dua) 1 x parkir 2.000,- 

 Roda 3 (tiga) 1 x parkir 0 

 Roda 4 (empat) 1 x parkir 4.000,- 

 Mobil Barang pick up                         
(JBB 3 ton ke atas) 

1 x parkir 5.000,- 

 Mobil Bus, truk, mobil tangki (JBB 
3 ton ke atas) 

1 x parkir 6.000,- 

2. SELAIN KAWASAN JALAN SUDIRMAN, JALAN AHMAD YANI, 
JALAN GATOT SUBROTO, JALAN SOEKARNO HATTA DAN JALAN 
T.AMIR HAMZAH 

 Roda 2 (dua) 1 x parkir 2.000,- 

 Roda 3 (tiga) 1 x parkir 0 

 Roda 4 (empat) 1 x parkir 3.000,- 

 Mobil Barang pick up (JBB 3 ton ke 
atas) 

1 x parkir 4.000,- 

 Mobil Bus, truk, mobil tangki (JBB 
3 ton ke atas) 

1 x parkir 5.000,- 

3. PARKIR BERLANGGANAN 

 Sepeda Motor Roda 2 (dua) Bulan 20.000,- 

 Mobil Roda 4 (empat) Bulan 50.000,- 

 Mobil Barang pick up  (JBB 3 ton 
ke atas) 

Bulan 80.000,- 

 Mobil Penumpang (Bus) dan Mobil 
Barang dengan JBB > 3.500 Kg 

Bulan 100.000,- 

 

 

 

 

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 
 

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 
 

 

No. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF 
(Rp) 

1. Pelataran Per-hari/m² 3.000,- 

2. Kios 

 a. Kios Loods I Per-hari/m² 500,- 

 b. Kios Loods II Per-hari/m² 500,- 

 c. Kios Loods III Per-hari/m² 500,- 

 d. Kios Loods IV samping Loods I Per-hari/m² 500,- 

 e. Kios Terminal Per-hari/m² 500,- 

 f. Kios Madura Per-hari/m² 1.000,- 
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5. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 
PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI 
 

No. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF 
(Rp) 

1. Roda 2 (dua) 1 (satu) kali parkir 2.000,- 

2. Roda 3 (tiga) 1 (satu) kali parkir 0 

3. Roda 4 (empat) 1 (satu) kali parkir 4.000,- 

4. Roda 2 (dua) 1 X 24 Jam 

(Menginap) 

 4.000,- 

5. Roda 3 (tiga) 1 X 24 Jam 

(Menginap) 

4.000,- 

6. Roda 4 (empat) 1 X 24 Jam 

(Menginap) 

8.000,- 

 
B. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK 

 
1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK 
 

No. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF 
(Rp) 

1. Pemotongan Sapi per-ekor 100.000,- 

2. 
Pemotongan 
Kambing/Domba 

per-ekor 20.000,- 

3. Pemotongan Babi  per-ekor 65.000,- 

4. Pemotongan Unggas  per-ekor 100,- 

 
 

 
C. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA 

 
1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA 

 

No. JENIS PELAYANAN SATUAN TARIF 

(Rp) 

1. STADION BINJAI 

 1) Untuk keperluan atau 
pertemuan yang 

diselenggarakan oleh 
Instansi Pemerintah 
maupun organisasi 

sosial, politik, dan 
masyarakat untuk 
pemakaian siang dan 

malam hari 

Per Hari 750.000,- 

 2) Untuk keperluan yang 

bersifat 
komersil/pertunjukkan 

untuk pemakaian siang 
dan malam hari 

 

Per Hari 2.000.000,- 
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 3) Untuk pertandingan sepak 
bola (uji coba) 

 

 a) Yang diselenggarakan 
oleh Instansi 
Pemerintah maupun 
Organisasi Sosial, 
Politik dan Masyarakat 

1 (satu) kali 
pertandingan 

100.000,- 

 b) Yang diselenggarakan 
oleh Pembina Klub 
Sepak Bola/SSB 
(Sekolah Sepak Bola) 

1 (satu) kali 
pertandingan 

50.000,- 

 4) Yang diselenggarakan oleh 
Pembina Klub Sepak 
Bola/SSB (Sekolah Sepak 
Bola 

 

 a) Yang diselenggarakan 
klub sepak bola 2 (dua) 
kali / minggu 

Per-bulan 300.000,- 

 b) Yang diselenggarakan 
SSB (Sekolah Sepak 
Bola) 2 (dua) 
kali/minggu 

Per-bulan 150.000,- 

2. GEDUNG OLAHRAGA (GOR) BINJAI 
 1) Untuk resepsi/pesta yang 

dipergunakan untuk 
kepentingan perorangan 
atau badan hukum, untuk 
pemakaian siang dan 
malam hari 

Per-hari 1.500.000,- 

 2) Untuk keperluan yang 
bersifat 
komersil/pertunjukan 
untuk pemakaian siang dan 
malam hari 

Per-hari 2.000.000,- 

 3) Untuk keperluan atas 
pertemuan yang 
diselenggarakan oleh 
instansi pemerintah 
maupun organisasi sosial 
politik dan masyarakat 
untuk pemakaian siang dan 
malam hari 

Per-hari 500.000,- 

 4) Untuk Kegiatan Olah Raga 
dan keperluan yang bersifat 
sosial/amal 

 

 a) Yang tidak didukung 
oleh Sponsor 

Per-hari 750.000,- 

 b) Yang didukung oleh 
Sponsor 

Per-hari 1.250.000,- 

 5) Untuk keperluan olahraga 
bulu tangkis, sepak 
takraw 

Per-jam 50.000,- 

 6) Untuk leperluan latihan 
olahraga 

Per-jam 75.000,- 

 7) Untuk keperluan rapat 
dan kegiatan lain 

Per-jam 50.000,- 

 8) Untuk keperluan latihan 
olahraga rutin 2 (dua) kali 
seminggu 

Per-bulan 250.000,- 
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D. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH 
 

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH 

 

No. JENIS HASIL PRODUKSI  SATUAN TARIF 
(Rp) 

1. Bibit Ikan Lele (Ukuran 1,5 - 1,8 
inch) 

Per-10.000 
ekor 

1.500.000,- 

2. Bibit Ikan Lele (Ukuran 2,00 – 2,5 
inch)  

Per-10.000 
ekor 

2.500.000,- 

3. Bibit Ikan lele (Ukuran 3,00 – 
4,00 inch) 

Per-10.000 
ekor 

4.000.000,- 

 
E. RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN/ASET DAERAH 

 

1. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  JASA USAHA ATAS 

PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT 
 

No. JENIS KEKAYAAN/ASET 

DAERAH 

SATUAN TARIF 

(Rp) 

1. Pemakaian Aula Per Hari  300.000,- 

2. Pemakaian Kamar Tidur/Ruang 
Penginapan 

  

 a. Instruktur Per Hari 150.000,- 

 b. Peserta Per Hari 100.000,- 
 

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

PEMAKAIAN LAHAN/GEDUNG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI 

 

No. JENIS KEKAYAAN/ASET 
DAERAH 

SATUAN TARIF 
(Rp) 

1. Penempatan Mesin ATM Per-bulan 1.500.000,- 

2. Pemakaian Gedung untuk Kios/ 
Kantin/Event 

Per-
meter/bulan 

NJOP RSUD 

3. Pemakaian Aula Per Hari 200.000,- 

 
3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  JASA USAHA ATAS 

PEMAKAIAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 
 

No. JENIS KEKAYAAN/ASET 
DAERAH 

SATUAN TARIF 
(Rp) 

1. Mesin Gilas 2 – 5 Ton Per-Hari/1 x pakai 250.000,- 

2. Mesin Gilas 6 – 8 Ton Per-Hari/1 x pakai 350.000,- 

3. Mesin Gilas 8 – 10 Ton Per-Hari/1 x pakai 800.000,- 

4. Excavator / Bulldozer Per-Hari/1 x pakai 800.000,- 

5. Motor Grader Per-Hari/1 x pakai 1.000.000,- 

6. Loader (Scovel) Per-Hari/1 x pakai 700.000,- 

7. Stemper Per-Hari/1 x pakai 200.000,- 

8. Finisher Per-Hari/1 x pakai 800.000,- 

9. Backhoe Loader Per-Hari/1 x pakai 1.000.000,- 

10. Motor Ketel Aspal Per-Hari/1 x pakai 200.000,- 

11. Water Tank Truck Per-Hari/1 x pakai 400.000,- 
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12. Dump Truck Per-Hari/1 x pakai 450.000,- 

13. Molen Beton (Mixer Beton) Per-Hari/1 x pakai 300.000,- 

14. Alat Pengecat Jalan Per-Hari/1 x pakai 300.000,- 

15. Vibrator Bomag Per-Hari/1 x pakai 1.000.000,- 

16. Truck Trado / Self Loader Per-Hari/1 x pakai 800.000,- 

17. Core Drill Per-Hari/1 x pakai 200.000,- 

18. Jack Hammer Per-Hari/1 x pakai 350.000,- 

19. Spider Excavator Per-Hari/1 x pakai 600.000,- 

20. Cutting Aspal Per-Hari/1 x pakai 250.000,- 

21. Aspal Sprayer Per-Hari/1 x pakai 150.000,- 

22. Compressor Per-Hari/1 x pakai 300.000,- 

23. Concrete Vibrator Per-Hari/1 x pakai 250.000,- 

 
4. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS 

PEMAKAIAN LABORATORIUM PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
 

No. JENIS KEKAYAAN/ASET 

DAERAH 

SATUAN TARIF 

(Rp) 

1. Pengujian Air, dengan Parameter: 

 a) Amonia (NH3-N) Per-Sampel 79.000,- 

 b) Besi (Fe) Per-Sampel 52.000,- 

 c) Daya Hantar Listrik 
(DHL) 

Per-Sampel 7.000,- 

 d) Derajat Keasaman (pH) Per-Sampel 8.000,- 

 e) Fluorida (F) Per-Sampel 26.000,- 

 f) Fosfat (P04) Per-Sampel 27.000,- 

 g) Kadmium (Cd) Per-Sampel 50.000,- 

 h) Kebutuhan Oksigen 

Biokimia (BOD) 

Per-Sampel 115.000,- 

 i) Kebutuhan Oksigen 
Kimiawi (COD) 

Per-Sampel 62.000,- 

 j) Kekeruhan Per-Sampel 3.000,- 

 k) Klor Residu Per-Sampel 20.000,- 

 l) Klorida (Cl) Per-Sampel 35.000,- 

 m) Minyak dan Lemak Per-Sampel 80.000,- 

 n) Nilai Permanganat Per-Sampel 26.000,- 

 o) Nitrat (NO3-N) Per-Sampel 105.000,- 

 p) Nitrit (NO2) Per-Sampel 40.000,- 

 q) Nitrogen Total Per-Sampel 150.000,- 

 r) Oksigen Terlarut (DO) Per-Sampel 29.000,- 

 s) Seng (Zn) Per-Sampel 49.000,- 

 t) Suhu Per-Sampel 4.000,- 

 u) Sulfat (SO4) Per-Sampel 49.000,- 

 v) Surfaktan / Deterjen 
(MBAS) 

Per-Sampel 34.000,- 

 w) Tembaga (Cu) Per-Sampel 49.000,- 

 x) Timbal (Pb) Per-Sampel 49.000,- 

 y) Total Padatan Terlarut 
(TDS) 

Per-Sampel 53.000,- 

 z) Total Padatan 
Tersuspensi (TSS) 

Per-Sampel 48.000,- 

 aa) Warna Per-Sampel 10.000,- 

2. Penggunaan Perlalatan 
Laboratorim  Lapangan 
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Tabel 2. 
Indeks Terintegrasi (It) 

 

Fungsi Indeks 
Fungsi 

(If) 

Klasifikasi Bobot 
Parameter 

(Bp) 

Parameter Indeks 
Parameter 

(Ip) 

Usaha 0,7 Kompleksitas 0,3 a. Sederhana 
b. Tidak 

sederhana 

1 
2 

Usaha 

(UMKM-
Prototipe) 

0,5 Permanensi 0,2 a. Non- 

Permanen 
b. Permanen 

1 

 
2 

Hunian  

a. <100 m2 

dan <2 
lantai 

0,15 Ketinggian 0,5  *) 
Mengikuti 
Tabel 

Koefisien 
Jumlah 
Lantai 

b. >100 m2 

dan >2 
lantai 

0,17 

Keagamaan 0 

Fungsi 

Khusus 

1 

Sosial 

Budaya 

0,3     

Ganda 

Campuran 
a. Luas 

<500 m2 

dan <2 
lantai 

b. Luas 

>500 m2 
dan >2 

lantai 

 

 
0,6 

 

 
0,8 

Faktor 

Kepemilikan 
(Fm) 

 a. Negara 

b. Perorangan/ 
Badan 
Usaha 

0 

1 

 

 
 

Tabel 3. 
Indeks BG Terbangun (Ibg) 

 

Jenis Pembangunan Indeks BG Terbangun 

Bangunan Gedung 1 

Rehabilitasi/Renovasi BG 

a. Sedang 
b. Berat 

 

0,45 x 50% = 0,225 
0,65 x 50% = 0,325 

Pelestarian/Pemugaran 

a. Pratama 
b. Madya 

c. Utama 

 

0,65 x 50% = 0,325 
0,45 x 50% = 0,225 

0,30 x 50% = 0,150 
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Tabel 4 
Koefisien Jumlah Lantai 

 

Jumlah Lantai 
Koefisien 
Jumlah 
Lantai 

 
Jumlah 

Lantai 

Koefisien  
Jumlah  
Lantai 

Basemen 3 lapis 
+ (n) 

1,393 + 0,1 
(n) 

 31 1,686 

Basemen 3 lapis 1,393  32 1,695 

Basemen 2 lapis 1,299  33 1,704 

Basemen 1 lapis 1,197  34 1,713 

1 1  35 1,722 

2 1,090  36 1,730 

3 1,120  37 1,738 

4 1,135  38 1,746 

5 1,162  39 1,754 

6 1,197  40 1,761 

7 1,236  41 1,768 

8 1,265  42 1,775 

9 1,299  43 1,782 

10 1,333  44 1,789 

11 1,364  45 1,795 

12 1,393  46 1,801 

13 1,420  47 1,807 

14 1,445  48 1,813 

15 1,468  49 1,818 

16 1,489  50 1,823 

17 1,508  51 1,828 

18 1,525  52 1,833 

19 1,541  53 1,837 

20 1,556  54 1,841 

21 1,570  55 1,845 

22 1,584  56 1,849 

23 1,597  57 1,853 

24 1,610  58 1,856 

25 1,622  59 1,859 

26 1,634  60 1,862 

27 1,645  60+(n) 1,862 + 0,003 (n) 

28 1,656    

29 1,666    

30 1,676    

 
 

Keterangan: 

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis; 
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai; 
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai 

atau lapis basemen pada bangunan Gedung 
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya 

- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya 
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Koefisien Ketinggian BG: 
 

 
 

 

 

Keterangan: 

LLi : Luas Lantai ke-i 
KL : Koefisien jumlah lantai 
LBi : Luas Basemen ke-i 

KBi : Koefisien jumlah lapis 
 
 

I. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG: 

 
 

 
 

Keterangan : 
V  : Volume 
I  : Indeks Prasarana Bangunan Gedung 

Ibg  : Indeks BG Terbangun 
HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 

 

 
Tabel 5. 

Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Persetujuan Prasarana Bangunan 
Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung 

 

No

. 

JENIS 

PRASARANA 
BANGUNAN 

HARGA 
SATUAN 

RETRIBUS

I 
PRASARAN
A (HSPBG) 

(Rp.) 

SATUAN 
INDEKS PRASARANA BANGUNAN 

GEDUNG (I) 

     
PEMBANGUN

AN 
BARU 

RUSAK 
BERAT/ 

PEKERJAA

N 
KONSTRU

KSI 
SEBESAR 

65% DARI 
BANGUNA

N 

GEDUNG 

RUSAK 
SEDANG/ 
PEKERJAA

N 
KONSTRU

KSI 
SEBESAR 

45% 
DARI 

BANGUNA
N 

GEDUNG 

1 Konstruksi Pagar 3.500,- M 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

 Pembatas/penah
an/ pengaman 

Tanggul/retainin
g wall 

3.500,- M 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

  Turang batas 

kaveling/persil 
3.500,- M 1,00 0,65x50% 

= 0,325 

0,45 x 50% 

= 0,225 

2. Konstruksi 
penanda masuk 

lokasi 

Gapura 4.500,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Gerbang 4.500,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

3 Konstruksi 
perkerasan 

Jalan 2.500,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Lapangan 
upacara 

2.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Lapangan 
olahraga 
terbuka 

2.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

4. Konstruksi 
perkerasan 
aspal, beton 

 3.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

 

 

V x I x Ibg x HSpbg 
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5. Konstruksi 
perkerasan 

grassblock 

 1.500,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

6. Konstruksi 
pengubung 

Jembatan 5.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Box culvert 5.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

7 Konstruksi 

penghubung 
(jembatan antar 
Gedung) 

 10.000,- M2 1,00 0,65x50% 

= 0,325 

0,45 x 50% 

= 0,225 

8 Konstruksi 
penghubung 
(jembatan 
enyebrangan 

orang/barang) 

 10.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

9 Konstruksi 
penghubung 

(jembatan bawah 
tanah/ 
underpass) 

 10.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

10 Konstruksi 
kolam/ reservoir 
bawah tanah 

Kolam renang 5.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Kolam 

pengolahan air 
reservoir di 
bawah tanah 

5.000,- M2 1,00 0,65x50% 

= 0,325 

0,45 x 50% 

= 0,225 

11 Konstruksi septic 
tank, sumur 
resapan 

 2.000,- M2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

12 Konstruksi 
menara 

Menara reservoir 15.000,- Per 5 m2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Cerobong 23.000,- Per 5 m2 1,00 0,65x50% 

= 0,325 

0,45 x 50% 

= 0,225 

13 Konstruksi 
Menara air 

 15.000,- Per 5 m2 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

14 Konstruksi 
monumen 

Tugu 45.000,- Unit 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Patung 45.000,- Unit 1,00 0,65x50% 

= 0,325 

0,45 x 50% 

= 0,225 

Di Dalam Persil 45.000,- Unit 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Di luar persil 45.000,- Unit 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

15

. 

 Instalasi listrik 50.000,- Unit (luas 

maksimum 
10 m2. 

Apabila ada 
penambahan 

luas unit, 
dikenakan 

biaya 
tambahan 

per m2) 

1,00 0,65x50% 

= 0,325 

0,45 x 50% 

= 0,225 

  Instalasi 
telepon/komuni

kasi 

50.000,- 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

  Instalasi 
pengolahan 

50.000,- 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

16 Konstruksi 
reklame/papan 

nama 

Billboard papan 
iklan 

100.000,- Unit dan 
penambahan

nya 

1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Papan nama 
(berdiri sendiri 
atau berupa 

tembok pagar) 

75.000,- Unit dan 
penambahan

nya 

1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

17 Fondasi mesin 
(diluar 

bangunan) 

 2.500,- Unit mesin 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

18 Konstruksi 
Menara televisi 

 100.000,- Unit (tinggi 
maksimal 

100m, 
apabila ada 

penambahan 
ketinggian, 

dihitung 
kelipatannya) 

1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

19

. 

Konstruksi 

antenna radio 

      

1) Standing tower 
dengan 
konstruksi 3-4 

kaki 

Ketinggian 25-
50 m 

3.000.000,
- 

Unit 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 

Ketinggian 51-
75 m 

3.500.000,
- 

Unit 1,00 0,65x50% 
= 0,325 

0,45 x 50% 
= 0,225 




